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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI 

TAHUN ANGGARAN 2023 

PERATURAN BUPATI WAKATOBI 
NOMOR ] TAHUN 2023 

TENT ANG 

BUPATI WAKATOBI 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

BUPATI WAKATOBI, 
Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 
mengamanatkan untuk menyusun kebijakan dan 
pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 agar 
pelaksanaannya dilakukan secara berdaya guna dan 
berhasil guna sesuai dengan ketentuan pengelolaan 
keuangan daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun Anggaran 2023; 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6485); 

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten 
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau 
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 142), Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6323); 

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
113/PMK.03/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam 
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan 
Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 
2016 ten tang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 547); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1447); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2023; 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Wakatobi. 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Wakatobi. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 
ANGGARAN 2023. 

MEMUTUSKAN: 

Tahun 2010 tentang 
Tata Kerja Badan 
Daerah Kabu paten 
Kabupaten Wakatobi 

22. Peraturan Daerah Nomor 2 
Susunan Organisasi dan 
Penanggulangan Bencana 
Wakatobi (Lembaran Daerah 
Tahun 2010 Nomor 2); 

23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 
Nomor 5); 

24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1781); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 972); 
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18. 

17. 

16. 

15. 

14. 

13. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Wakatobi. 
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi. 

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat 
dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat 
dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban 
daerah tersebut. 
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. 
Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan 
daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan 
Daerah. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 
Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 
Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah 
peraturan daerah Kabupaten Wakatobi. 
Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku 
Pengguna Anggaran. 
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah 
Daerah selaku Pengguna Anggaran, yang juga melaksanakan 
pengelolaan keuangan daerah. 
Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari 
DPRD, Bupati/Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah. 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah 
Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah 
Bupati. 
Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala SKPD yang 
mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku 
pejabat pengelola keuangan daerah. 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat 
PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah, 
yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai 
bendahara umum daerah. 
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19. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD 
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara 
umum daerah. 

20. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut 
Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian tugas BUD. 

21. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah 
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk 
melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang 
dipimpinnya. 

22. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA 
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 
kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan 
sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 

23. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan barang milik daerah. 

24. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang selanjutnya 
disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi 
tata usaha keuangan pada SKPD. 

25. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat 
PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan 
satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan 
bidang tugasnya. 

26. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK 
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk 
mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat 
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah. 

27. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, 
dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam 
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

28. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk untuk menerima, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam 
rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD. 

29. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah 
dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD. 

30. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional 
yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk 
keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 
unit kerja SKPD. 

31. Pengurus Barang adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
mengelola dan menatausahakan serta mempertanggungjawabkan 
barang milik daerah pada unit kerja SKPD. 
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32. Pengurus Obat dan Bahan Medis Habis Pakai adalah pejabat 
fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, mengeluarkan, 
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan obat dan bahan 
medis habis pakai pada unit kerja SKPD. 

33. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas 
satu atau Iebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

34. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran 
dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan 
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas 
pelaporan. 

35. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu 
atau beberapa program. 

36. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 
daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

37. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya 
disebut rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) adalah 
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

38. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat 
TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan 
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas 
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka 
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat 
perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan 
kebutuhan. 

39. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah 
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja 
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 
1 (satu) tahun. 

40. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya 
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan 
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk 
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD 
sebelum disepakati dengan DPRD. 

41. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan 
atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran 
dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 

42. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang 
tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan 
pembangunan nasional. 

43. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang 
menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/ atau susunan 
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi 
tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, 
melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. 
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44. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah 
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh 
pengeluaran daerah. 

45. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya 
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan 
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur 
sesuai dengan misi SKPD. 

46. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu 
atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian 
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan 
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil 
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan 
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua 
jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk 
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa. 

47. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program 
atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 

48. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh 
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian 
sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 

49. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu 
program. 

50. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD 
adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan 
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
daerah pada bank yang ditetapkan. 

51. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 
52. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 
53. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 
54. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 
55. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan 

daerah dan belanja daerah. 
56. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan 

daerah dan belanja daerah. 
57. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun 
pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

58. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA 
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran 
anggaran selama satu periode anggaran. 
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59. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan 
daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang 
bemilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban 
untuk membayar kembali. 

60. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada 
pemerintah daerah dan/ atau hak pemerintah daerah yang dapat 
dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya 
yang sah. 

61. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah 
daerah dan/ atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai 
dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, 
perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 

62. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai 
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat 
dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 

63. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat 
ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/ a tau 
manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan 
pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

64. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera 
diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan 
kas dengan risiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 
(dua belas) bulan. 

65. Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan oleh 
bank dan memiliki imbal jasa berupa bunga deposito yang 
biasanya lebih tinggi dari tabungan biasa. 

66. Surat Utang Negara, yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat 
berharga yang berupa surat pengakuan utang yang dijamin 
pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia 
sesuai masa berlakunya. 

67. Sertifikat Bank Indonesia, yang selanjutnya disingkat SBI adalah 
surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai 
pengakuan utang berjangka waktu pendek 1 (satu) sampai 
dengan 3 (tiga) bulan dengan sistem diskonto/bunga. 

68. Pengelolaan Kas Transitoris adalah pengelolaan atas kas non 
anggaran yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada 
rekening pihak ketiga yang telah ditentukan. 

69. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, 
yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang 
memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

70. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen 
pelaksanaan anggaran badan keuangan selaku bendahara umum 
daerah. 

- 9 - 



Hkmsetdawktb 0231007 

- 10 - 

71. Rancangan Ringkasan DPA-SKPD adalah formulir yang 
digunakan untuk menyusun ringkasan DPA-SKPD yang datanya 
bersumber dari akumulasi jumlah pendapatan menurut akun, 
kelompok, dan jenis pendapatan yang diisi dalam DPA­ 
Pendapatan SKPD, akumulasi jumlah belanja menurut akun, 
kelompok, dan jenis belanja yang diisi dalam DPA-Belanja SKPD 
dan akumulasi jumlah penerimaan dan pengeluaran pembiayaan 
yang diisi dalam DPA Pembiayaan. 

72. Rancangan DPA-Pendapatan SKPD adalah formulir yang 
digunakan untuk menyusun DPA-Pendapatan SKPD dalam tahun 
anggaran direncanakan yang dirinci menurut kelompok, jenis, 
objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan. 

73. Rancangan DPA-Belanja SKPD adalah formulir yang digunakan 
untuk menyusun DPA-Belanja SKPD dalam tahun anggaran yang 
direncanakan, yang memuat jumlah belanja menurut kelompok 
dan jenis belanja dari setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan 
SKPD yang dikutip dari setiap DPA-Rincian Belanja SKPD. 

74. Rancangan DPA-Rincian Belanja SKPD adalah formulir yang 
digunakan untuk menyusun DPA-Rincian Belanja SKPD dalam 
tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah belanja 
menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian 
objek dari setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan SKPD. 

75. Rancangan DPA-Pembiayaan SKPD adalah formulir yang 
digunakan untuk menyusun DPA penerimaan pembiayaan dan 
pengeluaran pembiayaan SKPD dalam tahun anggaran yang 
direncanakan, yang memuat jumlah penerimaan pembiayaan dan 
pengeluaran pembiayaan menurut kelompok, jenis, objek, rincian 
objek, dan sub rincian objek penerimaan pembiayaan dan 
pengeluaran pembiayaan. 

76. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah 
dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh 
pengguna anggaran. 

77. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan, yang selanjutnya 
disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun 
sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun 
berikutnya. 

78. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang 
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk 
mengatur ketersediaan dana yang cuku p guna mendanai 
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 

79. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung 
jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk 
mengajukan permintaan pembayaran. 
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80. Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD adalah 
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk 
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 

81. Penetapan Besaran Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut 
UP merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan 
dalam Keputusan Bupati berdasarkan perhitungan besaran UP 
yang dilakukan oleh BUD. 

82. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, yang 
selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan 
oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja 
yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat 
dilakukan dengan pembayaran langsung. 

83. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, yang 
selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan 
oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang 
persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 
langsung. 

84. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan, yang 
selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan 
oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang 
persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat 
mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran 
Iangsung dan uang persediaan. 

85. Surat Permintaan Pembayaran Langsung untuk Pengadaan 
Barang dan Jasa, yang selanjutnya disebut SPP-LS untuk 
pengadaan barang dan jasa adalah dokumen yang diajukan oleh 
bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu 
untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga 
atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja 
lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu 
pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 

86. Surat Permintaan Pembayaran Langsung untuk pembayaran gaji 
dan tunjangan, yang selanjutnya disebut SPP-LS untuk 
pembayaran gaji dan tunjangan adalah dokumen yang diajukan 
oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran 
pembantu untuk permintaan pembayaran gaji dan tunjangan 
dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran 
tertentu. 

87. Surat Permintaan Pembayaran Langsung PPKD, yang selanjutnya 
disebut SPP-LS PPKD adalah dokumen yang diajukan oleh 
bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran 
atas transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD dengan jumlah, 
penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu. 

88. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang selanjutnya 
disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh 
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan 
SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan 
sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan. 
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89. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan, yang 
selanjutnya disebut SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan 
oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang 
dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang 
telah dibelanjakan. 

90. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, yang 
selanjutnya disebut SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan 
oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena 
kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang 
persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 

91. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut 
SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas 
beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga. 

92. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D 
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana 
yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 

93. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau 
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan Iainnya 
yang sah. 

94. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD 
adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah 
Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual 
tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam 
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 
produktivitas. 

95. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan 
barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan 
melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 

96. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan 
dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran 
yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak. 

97. Uang Operasional kegiatan Bupati dan Wakil Bupati adalah 
belanja penunjang yang diberikan diluar perhitungan biaya 
transportasi dan lumpsum dalam melaksanakan perjalanan dinas 
serta belanja kedinasan lainnya. 

98. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan 
konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan 
spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa dan proses 
serta pelaksanaannya diawasi oleh Pengguna barang/ jasa. 

99. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut 
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa 
oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBD / APBN yang 
prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah 
terima hasil pekerjaan. 
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100. Pengelola Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut 
Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan 
bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang 
milik daerah. 

101. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang 
mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku 
pejabat pengelola keuangan daerah. 

102. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut 
sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau 
pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan 
barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan 
se baik-baiknya. 

103. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang 
melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada 
Pengguna Barang. 

104. Pengurus Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut 
Pengurus Barang adalah pejabat dan/ a tau jabatan fungsional 
umum yang diserahi tugas mengurus barang. 

105. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas 
menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan 
barang milik daerah pada pejabat penatausahaan barang. 

106. Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan fungsional umum 
yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, 
menatausahakan barang milik daerah pada pengguna barang. 

107. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang 
yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis 
penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang. 

108. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang 
yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis 
penatausahaan barang milik daerah pada pengguna barang. 

109. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas 
menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada kuasa 
pengguna barang. 

110. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Pengawas Intern pada 
Institusi lain, yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang 
melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, 
pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap 
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. 

111. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya 
disingkat SPTJM adalah surat pemyataan yang dibuat oleh 
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran SKPD yang 
menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa 
bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan 
bersedia mengganti kerugian negara. 

112. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya 
disingkat SPTJB adalah surat pemyataan yang dibuat oleh 
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran SKPD yang 
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menyatakan dan bertanggung jawab penuh atas segala 
pengeluaran SP2D pada unit kerja SKPD yang dipimpinnya. 

116. Resume Dokumen Kontrak adalah rincian isi dokumen kontrak 
pengadaaan barang/jasa termasuk biaya penunjang lainnya yang 
dapat distribusi sebagai nilai aset. 

114. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut 
Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa 
berdasarkan kontrak. 

115. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola, yang selanjutnya 
disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang 
dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, 
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi 
kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. 

116. Organisasi kemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Ormas 
adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat 
secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, 
kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan berpartisipasi 
dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan 
Repu blik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 

11 7. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang 
melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa dengan dukungan 
anggaran belanja dari APBN / APBD. 

118. Kegiatan Lembur adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh 
Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil di luar jam 
kerja secara berturut-turut minimal 1 jam sehari. 

119. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, 
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 
administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 

120. Pihak Ketiga dalam Proses Penatausahaan Pendapatan Daerah 
adalah wajib pajak, wajib retribusi, dan pihak-pihak yang 
melakukan pembayaran pendapatan sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah. 

121. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan 
dalam atau luar wilayah Kabupaten Wakatobi ke tempat yang 
dituju untuk kepentingan daerah dan kembali ke tempat 
kedudukan semula. 

122. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah 
surat resmi yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang 
berwenang diinstansi atau lembaga tertentu, dimana isinya 
menugaskan pegawai/staf dan/atau pihak lain untuk 
melaksanakan suatu pekerjaan. 

123. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah 
dokumen yang diterbitkan oleh kepala SKPD dalam rangka 
pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri, 
Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain. 
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Keuangan daerah meliputi: 
a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah 

serta melakukan pinjaman; 
b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan 

daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; 
c. penerimaan daerah; 
d. pengeluaran daerah; 

Pasal 2 

BAB II 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

12 . Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor satuan kerja perangkat 
daerah/unit satuan kerja perangkat daerah. 

125. Tempat Tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan perjalanan 
dinas. 

12b. Luar Daerah adalah luar daerah Kabupaten Wakatobi. 
12!7. Dalam Daerah adalah dalam wilayah Kabupaten Wakatobi. 
128. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati, Wakil Bupati, DPRD, 

pegawai ASN, Pegawai pemerintah daerah dengan status Non ASN 
dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas. 

129. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih 
dahulu (pre-calculatedamount) dan dibayarkan sekaligus. 

130. Pengumandahan (detasering) adalah penugasan sementara 
waktu. 

131. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti 
pengeluaran yang sah. 

132. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, yang 
selanjutnya disebut TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui 
TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara yang 
merugikan keuangan dan barang Daerah, termasuk Pegawai 
BUMD/BLUD. 

133. Tuntutan Perbendaharaan, yang selanjutnya disingkat TP adalah 
suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam 
pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan yang 
merugikan daerah, maka yang bersangkutan diharuskan 
mengganti kerugian. 

134. Tuntutan Ganti Rugi, yang selanjutnya disingkat TGR adalah 
suatu proses tuntutan terhadap pegawai bukan Bendahara 
dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan 
oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan 
kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga secara langsung 
atau tidak langsung, daerah menderita kerugian. 

135. Hari adalah hari kerja. 

- 15 - 
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Pasal 4 
(1) Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang 

kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah 
daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), mempunyai kewenangan: 
a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda 

tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 

b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda 
tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk 
dibahas bersama; 

c. menetapkan Perda tentang APBD, Perda tentang Perubahan 
APBD, dan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; 

d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah; 
e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh 
Daerah dan/atau masyarakat; 

Bagian Kesatu 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

BAB III 
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

Pasal 3 
(1) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, 

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan 
memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk 
masyarakat, serta taat pada ketentuan Peraturan Perundang­ 
undangan. 

(2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diwujudkan dalam APBD. 

(3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi 
Pemerintah Daerah untuk melalukan penerimaan dan pengeluaran 
daerah. 

e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa 
uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat 
dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; 
dan/atau 

f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam 
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/ atau 
kepentingan umum. 

- 16 - 
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Pasal 5 
(1) Bupati dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkedudukan 
sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau 
pemegang saham pada perseroan daerah. 

f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD; 
g. menetapkan KPA; 
h. menetapan bendahara penerimaan dan bendahara 

pengeluaran; 
1. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan 

pajak daerah dan retribusi daerah; 
j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan 

utang dan piutang daerah; 
k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas 

tagihan dan memerintahkan pembayaran; 
1. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan 

Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan; dan 

m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat 
kewenangan lain yaitu paling sedikit menetapkan bendahara 
penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, 
bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara BLUD, 
bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/ atau bendahara 
khusus lainnya yang diamanatkan Peraturan Perundang­ 
undangan. 

(4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya 
yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta 
pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah 
dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang 
didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang 
memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. 

(5) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(6) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
terdiri atas: 
a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan 

daerah; 
b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan 
c. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran. 

- 17 - 
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(5) 

(4) 

Pasal 6 
( 1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan 

daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a 
berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Bupati 
menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan 
daerah. 

(2) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas: 
a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; 
b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan Perda tentang 

APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan 
rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD; 

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD; 
d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; 
e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan 

Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan; dan 

f. memimpin TAPD. 
(3) Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi: 
a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan 

keuangan daerah; 
b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah 

daerah; dan 
c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah 

daerah. 
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab 
kepada Bupati. 
Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan 
terkait dengan peran dan fungsi Sekretaris Daerah membantu 
Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan 
penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah termasuk 
Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Bagian Kedua 
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah 

(2) Ketentuan mengenai kepemilikan kekayaan daerah yang 
dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan Peratuan Perundang-undangan. 
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Pasal 7 
(1) Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (6) huruf b adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur 
penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang 
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, mempunyai tugas: 
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan 

daerah; 
b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda 

tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah 
diatur dengan Peraturan Daerah; 

d. melaksanakan fungsi BUD; dan 
e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang 

dilimpahkan oleh Bupati. 
(2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang: 

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 
b. mengesahkan DPA-SKPD /DPPA-SKPD; 
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 
d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan 

dan pengeluaran kas daerah; 
e. melaksanakan pungutan pajak daerah; 
f. menetapkan anggaran kas dan SPD; 
g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman 

atas nama pemerintah daerah; 
h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 

daerah; 
1. menyajikan informasi keuangan daerah; 
J. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan 

dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas 
Umum Daerah; dan 

k. menetapkan pembantu kuasa bendahara umum daerah. 
(3) Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu: 

a. mengelola investasi; 
b. menetapkan anggaran kas; 
c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D; 
d. membuka rekening kas umum daerah; 
e. membuka rekening penerimaan; 
f. membuka rekening pengeluaran; dan 

Bagian Ketiga 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
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Pasal 8 
( 1) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD 

kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD. 
(2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 
(3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai 

tugas: 
a. menyiapkan anggaran kas; 
b. menyiapkan SPD; 
c. menerbitkan SP2D; 
d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD 

oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah 
ditunjuk; 

e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam 
pelaksanaan APBD; 

f. menyimpan uang daerah; 
g. melaksanakan penempatan uang daerah dan 

mengelola/ menatausahakan investasi; 
h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas 

beban APBD; 
1. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama 

pemerintah daerah; 
J. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan 
k. melakukan penagihan piutang daerah. 

( 4) Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas: 
a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan 

menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk 
ditetapkan oleh BUD; 

( 5) Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, 
sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari 
investasi tersebut. 

(6) Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari 
kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi. 

merupakan g. menyusun laporan keuangan yang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

(4) Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari 
kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak 
daerah. 
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Pasal 9 
(1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c mempunyai tugas: 
a. menyusun RKA-SKPD; 
b. menyusun DPA-SKPD; 
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 

beban anggaran belanja; 
d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran; 
f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 
g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain 

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 
h. menandatangani SPM; 
i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab 

SKPD yang dipimpinnya; 
j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 

dipimpinnya; 
k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
1. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD; 
m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya 

dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan 
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 
(2) Selain tugas Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas 

lainnya, meliputi: 

Bagian Keempat 
Pengguna Anggaran 

b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola 
piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak 
tertagih atas investasi; dan 

c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan 
dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD. 

(5) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung 
jawab kepada PPKD selaku BUD. 

(6) Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa 
BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah 
uang yang dikelola, be ban kerja, lokasi, dan/ atau rentang kendali. 

(7) Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban 
kerja, lokasi, dan/ a tau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan 
oleh Bupati. 
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a. menyusun anggaran kas SKPD; 
b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah; 
c. menyusun dokumen naskah perjanjian hi bah daerah (NPHD); 
d. menyusun dokumen pemberian bantuan sosial; 
e. menyusun dokumen pennintaan pengesahan pendapatan 

dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak 
dilakukan melalui rekening kas umum daerah, BUD 
melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan 
pengeluaran daerah tersebut; dan 

f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD 
yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD. 

(3) Kepala SKPD selaku PA mempunyai wewenang, meliputi: 
a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan 

dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

b. menandatangani dokumen naskah perjanjian hibah daerah 
(NPHD); 

c. menandatangani dokumen pemberian bantuan sosial; 
d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya 

dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan 
e. menetapkan pembantu bendahara penerimaan, pembantu 

bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran 
pembantu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(4) Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan 
wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah PA 
melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

(5) Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab 
SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari 
pelaksanaan DPA-SKPD. 

(6) Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain 
sebagai akibat: 
a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya; 
b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia 

barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui 
tahun anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan; 

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap; 

d. akibat putusan sidang TPTGR yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap; dan 

e. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus 
dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan 
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(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

( 1) 

Pasal 10 
PA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 dapat melimpahkan se bagian kewenangannya kepada 
kepala unit kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran 
(KPA). 
Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub 
kegiatan, lokasi, dan/ a tau rentang kendali. 
Pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan dilakukan 
oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran kegiatan/ sub 
kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh Bupati. 
Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap 
SKPD yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis 
Daerah, dan/ atau kelurahan sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 
Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Bupati atas 
usul Kepala SKPD. 
Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) meliputi: 

Bagian Kelima 
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran 

selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

(7) Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat: 
a. perjanjian atau perikatan; 
b. berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 
c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap; dan 
d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
(8) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, 

PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(9) PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat 
dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan 
bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(10) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(11) Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris Daerah dapat 
melimpahkan pada kepala bagian selaku KPA untuk melakukan 
pengelolaan keuangan. 
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I 

g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

(7) Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggungjawab kepada PA. 
(8) Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari 

kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya 
memungut pajak daerah kepada KPA. 

(9) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, 
KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(10) KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat 
dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan 
bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(11) Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA 
mempunyai tugas: 
a. menyusun RKA-unit organisasi bersifat khusus; 
b. menyusun DPA-unit organisasi bersifat khusus; 
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 

be ban anggaran belanja dan/ atau pengeluaran pembiayaan; 
d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus 

yang dipimpinnya; 
e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran; 
f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 
g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain 

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 
h. menandatangani SPM; 
i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung 

jawab SKPD yang dipimpinnya; 

J. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit 
organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya; 

menjadi 

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 
beban anggaran belanja; 

b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; 
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran; 
d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain 

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 
e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 
f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang 

tanggungjawabnya; dan 
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(6) 

Pasal 11 
(1) PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan menetapkan pejabat pada 

SKPD / unit SKPD selaku PPTK. 
(2) PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. 
(3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran, 
kegiatan, be ban kerja, lokasi dan/ atau rentang kendali dan 
pertimbangan objektif lainnya. 

(4) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) bertanggung jawab atas pelaksanaan 
tugasnya kepada PA/KPA. 

(5) PPTK mempunyai tugas mencakup: 
a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan 

teknis kegiatan/ sub kegiatan SKPD /unit SKPD; 
b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran 

atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; 
dan 

c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada 
kegiatan/sub kegiatan SKPD/unit SKPD sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai 
pengadaan barang/jasa. 

Tugas mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan 
teknis kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
huruf a meliputi: 
a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan; 
b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub 

kegiatan; dan 

Bagian Keenam 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD 

k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat 
khusus yang dipimpinnya; 

1. menetapkan PPTK dan PPK-unit SKPD; 
m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat 

khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan 
daerah; dan 

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

(12) Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan, PA bertugas untuk 
mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah 
diserahkan kepada kepala unit SKPD selaku KPA. 
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Pasal 12 
(1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, 

Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata 
usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. 

(2) Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan 
fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan 
wewenang BLUD. 

(3) PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang 
bertugas rnelakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi 
daerah, bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu, 
bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran 
pembantu/bendahara khusus, dan/ a tau PPTK. 

Bagian Ketujuh 
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 

c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan 
kepada PA/KPA. 

(7) Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran 
atas be ban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi: 
a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/ sub 

kegiatan; 
b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan Perundang­ 
undangan; dan 

c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen 
pelaksanaan kegiatan. 

(8) Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat 
yang dilaksanakan oleh PPTK. 

(9) PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan 
SKPD/unit SKPD. 

( 10) Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas 
dan fungsi. 

( 11) PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(12) Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sebagaimana 
dimaksud pada ayat (11) merupakan pejabat satu tingkat di bawah 
kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial 
dan berintegritas. 

(13) Dalam hal tidak terdapat pegawai ASN yang menduduki jabatan 
struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (11), PA/KPA dapat 
menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya 
ditetapkan oleh Bupati. 
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(2) 

( 1) 
Pasal 13 

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA 
karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 
(1), KPA menetapkan PPK unit SKPD untuk melaksanakan fungsi 
tata usaha keuangan pada unit SKPD. 
Penetapan PPK unit SKPD didasarkan atas pertimbangan: 
a. besaran anggaran yang berlaku untuk bagian di lingkungan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi; 
b. rentang kendali dan/ a tau lokasi; dan 
c. dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan 

layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam 
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang 
kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

Bagian Kedelapan 
Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD 

(4) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 
dan wewenang: 
a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS 

beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara 
pengeluaran; 

b. menyiapkan SPM; 
c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara 

penerimaan dan bendahara pengeluaran; 
d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan 
e. menyusun laporan keuangan SKPD. 

(5) Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti 
kelengkapan dan keabsahan. 

(6) Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang 
lainnya yaitu: 
a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS 

beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara 
lainnya; 

b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas 
pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara 
penerimaan; dan 

c. menerbitkan surat pemyataan verifikasi kelengkapan dan 
keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti 
kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM. 

(7) Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu 
PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan 
keuangan SKPD. 
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(3) 

(2) 

( 1) 
Pasal 14 

Bupati menetapkan bendahara penerimaan untuk melaksanakan 
tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran 
pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD. 
Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, 
menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan, 
dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang 
diterimanya. 
Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
bendahara penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya 
paling sedikit yaitu: 
a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima 

langsung melalui RKUD; 

b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan bank yang 
ditetapkan oleh Bupati; 

c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan 
jumlah yang telah ditetapkan; 

Bagian Kesembilan 
Bendahara Penerimaan 

(3) PPK unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
tu gas: 

a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti 
kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran 
pembantu; 

b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan 
SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu; 
dan 

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara 
penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu. 

(4) Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan 
SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran 
pembantu. 

(5) Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan 
laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu 
dan bendahara pengeluaran pembantu. 

(6) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
PPK unit SKPD melaksanakan tugas lainnya meliputi: 
a. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas 

pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara 
penerimaan pembantu/bendahara lainnya; dan 

b. menerbitkan surat pemyataan verifikasi kelengkapan dan 
keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya 
sebagai dasar penyiapan SPM. 
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Pasal 16 
( 1) Bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu 

bertanggung jawab secara administratif dan fungsional. 
(2) Bendahara penerimaan bertanggung jawab secara administratif 

dengan membuat la po ran pertanggungjawaban secara 
administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan 
kepada PA. 

(3) Bendahara penerimaan pembantu bertanggung jawab secara 
administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban 
secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan 
disampaikan kepada KPA. 

(4) Bendahara penerimaan bertanggung jawab secara administratif 
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional 
atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD 
selaku BUD. 

Pasal 15 
(1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, 

Bupati dapat menetapkan bendahara penerimaan pembantu pada 
unit SKPD yang bersangkutan. 

(2) Bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui PPKD. 

(3) Bendahara penerimaan pembantu memiliki tugas dan wewenang 
sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati. 

(4) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling 
sedikit meliputi: 
a. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam 

rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, 
kecuali untuk transaksi secara elektronik; 

b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima 
langsung melalui RKUD; 

c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan bank yang 
ditetapkan oleh Bupati; 

d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan 
jumlah yang telah ditetapkan; 

e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan 
daerah yang diterimanya; dan 

f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian 
kelebihan pendapatan daerah. 

d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan 
daerah yang diterimanya; dan 

e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian 
kelebihan pendapatan daerah. 
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Pasal 18 
(1) Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara pengeluaran untuk 

melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan 
anggaran belanja dan/ atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD 
dan SKPKD. 

(2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memiliki tugas dan wewenang: 
a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, 

SPP GU, SPP TU, dan SPP LS; 
b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU; 
c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang 

dikelolanya; 
d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 
e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 
f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif 

kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional 
kepada BUD secara periodik; dan 

g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
bendahara pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang 
lainnya meliputi: 

Bagian Kesepuluh 
Bendahara Pengeluaran 

Pasal 17 
( 1) Kepala SKPD atas usul bendahara penerimaan dapat menetapkan 

pegawai yang bertugas membantu bendahara penerimaan untuk 
meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. 

(2) Pegawai yang bertugas membantu bendahara penerimaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melaksanakan tugas dan 
wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan 
Kepala SKPD. 

(3) Pegawai yang membantu bendahara penerimaan dalam 
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bendahara 
penerimaan. 

(4) Pegawai yang bertugas membantu bendahara penerimaan disebut 
pembantu bendahara penerimaan. 

(5) Bendahara penerimaan pembantu bertanggung jawab secara 
administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban 
secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan 
disampaikan kepada bendahara penerimaan. 
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Pasal 19 
(1) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Bupati 

atas usul PPKD menetapkan bendahara pengeluaran pembantu. 
(2) Bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) memiliki tugas dan wewenang : 
a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU 

dan SPP LS; 
b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari bendahara 

pengeluaran; 
c. menerima dan menyimpan TU dari BUD; 
d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang 

dikelolanya; 
e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 
f. meniliti kelengkapan dokumen pembayaran; 
g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan; dan 
h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif 

kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional 
kepada bendahara pengeluaran secara periodik. 

(3) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
bendahara pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang 
lainnya meliputi: 
a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan 

oleh Bupati; 
b. rnerneriksa kas secara periodik; 
c. menerirna dokumen bukti transaksi secara elektronik atau 

dokumen fisik dari bank; 

a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan 
oleh Bupati; 

b. memeriksa kas secara periodik; 
c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau 

dokumen fisik dari bank; 
d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas 

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; 
e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian 

belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan 
eksternal; dan 

f. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD 
yang melaksanakan fungsi BUD. 
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Pasal 22 
(1) Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu 

bendahara pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas 
pengelolaan belanja daerah. 

(2) Pegawai yang bertugas membantu bendahara pengeluaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan 
wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan 
Kepala SKPD. 

Pasal 21 
( 1) Bendahara pengeluaran pembantu secara administratif 

bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA. 
(2) Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu 

bertanggung jawab secara administratif dan fungsional. 
(3) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara administratif 

dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara 
administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan 
kepada PA. 

(4) Bendahara pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara 
administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban 
secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan 
disampaikan kepada KPA. 

(5) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional 
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional 
atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD 
selaku BUD. 

(6) Bendahara pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara 
fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara 
fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan 
kepada bendahara pengeluaran. 

Pasal 20 
(1) Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Bupati 
menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus. 

(2) Bendahara unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) memiliki tugas dan wewenang setara dengan 
bendahara pengeluaran. 

d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas 
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada 
tahun berjalan; dan 

e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian 
belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan 
eksternal pada tahun berjalan. 
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Bagian Kesebelas 
TAPD 

Pasal 24 
(1) Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD yang 

dipimpin oleh Sekretaris Daerah. 
(2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat 

Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan 
kebutuhan. 

(3) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 
a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah; 
b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan 

peru bahan KU A; 
c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan 

peru bahan PPAS; 
d. melakukan verifikasi RKA SKPD; 
e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan 

rancangan pertanggungjawaban APBD; 
f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan 

pertanggungjawaban APBD; 
g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan 

peru bahan DPA SKPD; 
h. menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman 

penyusunan RKA; dan 

Pasal 23 
( 1) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang: 

a. melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, 
dan penjualan jasa; 

b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan/atau 
penjualan jasa; 

c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan 
lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak 
langsung; dan 

d. larangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan 
huruf c berlaku juga terhadap bendahara penerimaan 
pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara 
khusus. 

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan terhadap 
kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/ atau aktivitas lainnya yang 
berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD. 

(3) Pegawai yang membantu bendahara pengeluaran bertanggung 
jawab kepada Bendahara Pengeluaran. 
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Pasal 27 
Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain dari 
yang diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 26 
(1) PA/KPA, bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran, dan 

orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan 
daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Pejabat yang menandatangani dan/ a tau mengesahkan dokumen 
yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan 
atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab 
terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari 
penggunaan surat bukti dimaksud. 

(3) Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang 
dicapai atas beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang 
bersangkutan. 

Pasal 25 
(1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dianggarkan 

dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah 
yang dikelola oleh BUD. 

(2) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sesuai Peraturan Perundang-undangan 
tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah, pencatatan 
penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan setelah adanya 
pengesahan BUD atas laporan dari PA. 

(3) Pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang 
menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan 
APBD, dilakukan melalui penelitian kelengkapan dokumen laporan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(4) Proses pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah dapat 
dilakukan secara elektronik diantaranya memuat informasi, aliran 
data, serta penggunaan dan penyajian dokumen. 

Bagian Kesatu 
Asas Umum Pelaksanaan APBD 

BAB IV 
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN APBD 

1. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(4) Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan. 
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Pasal 30 
PA/KPA melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara 
penerimaan dan bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 
(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 

(1) 

(2) 

Pasal 29 

(1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan: 
a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD; 
b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM; 
c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat 

pertanggungjawaban; 
d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D; 
e. bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran; 

f. bendahara khusus; 
g. bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran 

pembantu; dan 
h. pejabat lainnya dalam pelaksanaan APBD. 
Keputusan Bupati tentang penetapan pejabat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun 
anggaran berkenan. 

Pasal 28 
(1) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas 

tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. 
(2) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat 

pengeluaran atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai 
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. 

(3) Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan 
Surat Penyediaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang 
dipersamakan dengan SPD. 

(4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan 
jika dalam keadaan darurat melalui pergeseran anggaran yang 
selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD 
dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 

(5) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­ 
undangan. 

(6) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban 
anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan 
dalam APBD. 

(7) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip ekonomis, 
efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­ 
undangan. 
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Pasal 31 
(1) Dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, PA 

dapat mengangkat staf penanggung jawab pengelola keuangan 
diantaranya: 
a. pembantu bendahara pengeluaran; 
b. pembantu bendahara penerimaan; 
c. staf pengelola keuangan; 
d. staf pengelola proyek; 
e. pembantu pengurus barang; dan 
f. pembantu pengurus obat dan bahan medis habis pakai. 

(2) Pengangkatan pembantu bendahara pengeluaran, pembantu 
bendahara penerimaan, dan/ atau staf pengelola keuangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c 
dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing SKPD dan 
kemampuan keuangan daerah. 

(3) Pengangkatan staf pengelola proyek sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d dilakukan sesuai kebutuhan dengan 
mempertimbangkan nilai total pagu anggaran proyek yang dikelola 
oleh masing-masing SKPD dengan ketentuan jumlah sebagai 
berikut: 
a. nilai pagu anggaran s.d. Rp 5 miliar maksimal sebanyak 3 (tiga) 

orang; 
b. nilai pagu anggaran diatas Rp 5 miliar s.d. Rp 25 miliar 

maksimal sebanyak 4 (empat) orang; 
c. nilai pagu anggaran diatas 25 miliar s.d. 50 miliar maksimal 

sebanyak 5 (lima) orang; dan 
d. nilai pagu anggaran diatas Rp 50 miliar s.d. 75 miliar maksimal 

sebanyak (lima) 6 orang. 
(4) Pengangkatan pembantu pengurus barang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e maksimal 2 (dua) orang berdasarkan 
pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, 
kompetensi atau rentang kendali dan pertimbangan objektif 
lainnya. 

(5) Pengangkatan pembantu pengurus obat dan bahan medis habis 
pakai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf f disesuaikan 
dengan kebutuhan SKPD, dengan mempertimbangkan volume 
beban kerja pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai dengan 
keten tuan se bagai beriku t: 

(2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran melakukan 
pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan 
pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu sekurang­ 
kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 

(3) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas. 
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Pasal 33 
( 1) Dalam pengelolaan kas, uang daerah yang belum digunakan dapat 

dioptimalkan dan dialokasikan untuk investasi jangka pendek. 
(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa 

dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu melalui deposito, surat utang 
negara, dan sertifikat Bank Indonesia. 

(3) Proses penempatan kas dalam investasi jangka pendek 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui langkah­ 
langkah se bagai beriku t: 
a. Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek 

sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, 
tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik; 

b. sebelum mengalokasikan kas umum daerah ke dalam investasi 
jangka pendek, BUD harus meyakini <lulu bahwa dana yang 
digunakan adalah dana yang benar-benar belum akan 
digunakan dalam waktu dekat ( idle cash); 

c. BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada investasi 
jangka pendek kepada Bupati; 

Pasal 32 
( 1) PPKD selaku BUD wajib menyelenggarakan penatausahaan setiap 

uang/kekayaan daerah yang diterima dan/atau dalam 
penguasaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD 
membuka rekening kas umum daerah pada bank umum yang 
sehat. 

(3) Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh 
Bupati. 

(4) Penetapan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan bank umum yang 
bersangkutan. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas U mum Daerah 

a. pengangkatan pembantu pengurus obat dan bahan medis 
habis pakai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi 
maksimal sebanyak 4 (empat) orang; 

b. pengangkatan pembantu pengurus obat dan bahan medis 
habis pakai pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Wakatobi maksimal sebanyak 4 (empat) orang; 

c. pengangkatan pembantu pengurus obat dan bahan medis 
habis pakai pada puskesmas sebanyak 2 (dua) orang. 

(6) Besaran Honorarium staf penanggungjawab pengelola keuangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur tersediri dengan 
Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Pemerintah 
Daerah. 
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(3) 

(2) 

Pasal36 
Kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D atas setiap pengeluaran 
uang dari RKUD. 
Penerbitan SP2D didasarkan pada dokumen SPM yang diterbitkan 
oleh PA/KPA. 
Setiap pengeluaran dari RKUD, BUD mencatat pada BKU pada sisi 
kolom pengeluaran, kolom tanggal dan kolom nomor bukti. 

( 1) 

(2) 
(3) 

(1) 

Pasal 35 
Berdasarkan nota kredit atau bukti penerimaan lain yang sah, 
BUD mencatat pada buku kas umum pada sisi penerimaan pada 
kolom tanggal dan kolom nomor bukti. 
BUD mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan. 
BUD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah pada Buku Kas 
Um um. 

Pasal 34 
( 1) PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua 

penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dari RKUD. 
(2) Proses penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian 
dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

(3) Dokumen yang digunakan dalam proses penatausahaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: 
a. buku kas umum (BKU); 
b. register SP2D; dan 
c. register surat penolakan penerbitan SP2D. 

d. rencana penempatan dana sebagaimana dimaksud pada huruf 
c mencakup jumlah dana yang akan diinvestasikan dan pilihan 
investasi beserta alasan dan hasil analisa pemilihan investasi; 

e. berdasarkan rencana penempatan dana yang diajukan BUD 
atas rencana investasi jangka pendek, Bupati menetapkan 
jenis investasi jangka pendek yang dipilih dengan menerbitkan 
keputusan Bupati; 

f. berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada 
huruf e, BUD menerbitkan surat perintah pemindahbukuan 
(SP2) BUD yang memerintahkan pemindahan dana dari kas 
umum daerah ke dalam investasi yang dipilih; dan 

g. investasi jangka pendek harus disetor ke rekening kas umum 
daerah paling lambat per 31 desember. 
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Pasal 38 
( 1) Jenis-jenis kas transitoris, antara lain: 

a. pajak pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran, 
bendahara pengeluaran pembantu dan/atau bendahara 
khusus lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 
dari setiap transaksi pemerintah daerah dengan pihak ketiga 
seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 
ayat 2, dan/atau PPN; 

b. potongan gaji pegawai seperti iuran wajib pegawai penerima 
upah antara lain Bupati, DPRD, ASN, kepala desa/perangkat 
desa dan pegawai lainnya, simpanan peserta taspen, PPh Pasal 
21, taspen, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan 
kecelakaan kerja, dan iuran jaminan kematian; dan 

c. jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(2) Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari 
transaksi belanja daerah dan/ atau pendapatan daerah sehingga 
dasar pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak 
terpisahkan dari dokumen kelengkapan transaksi. 

(3) Penerimaan kas transitoris diperlukan sebagai hutang pada akun 
perhitungan fihak ketiga (PFK). 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris 

Pasal 37 
(1) Proses pelaporan oleh BUD memuat informasi, aliran data, serta 

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 
elektronik. 

(2) BUD membuat laporan atas kas umum daerah yang berada dalam 
pengelolaannya. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh 
BUD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(4) Laporan BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam 
bentuk: 
a. laporan posisi kas harian (LPKH); 
b. rekonsiliasi bank atas posisi kas harian. 

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat setiap hari 
dan diserahkan setiap hari kerja pertama setiap minggunya 
kepada Bupati atau dapat diserahkan sesuai kebutuhan. 

(6) Disamping laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BUD 
membuat buku kas umum BUD dan register SP2D yang telah 
diterbitkan. 

(7) Register SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara 
otomatis diperoleh dari sistem aplikasi pengelolaan keuangan 
daerah yang terintegrasi. 
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(3) 

(2) 

Pasal 41 
Penyetoran kas transitoris pada Kuasa BUD atas potongan pajak 
dan potongan lainnya dari belanja yang menggunakan mekanisme 
LS dilakukan langsung oleh bank. 
Pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening pihak ketiga 
atau rekening penerima lainnya, bank juga melakukan 
pemindahbukuan kas transitoris dari RKUD ke rekening tujuan 
yang telah ditentukan. 
Pelaksanaan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dikecualikan apabila pihak bank persepsi belum dapat melakukan 
mekanisme penyetoran dimaksud. 

( 1) 

Pasal 40 
(1) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu/ 

bendahara khusus lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan 
sebagai wajib pungut pajak sesuai Peraturan Perundang­ 
undangan, wajib memungut pajak atas pembayaran belanja 
melalui UP/GU/TU/LS. 

(2) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu / 
bendahara khusus lainnya sebagai wajib pungut pajak sesuai 
Peraturan Perundang-undangan wajib menyetorkan seluruh 
penerimaan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara. 

(3) Atas pungutan dan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2), bendahara pengeluaran/bendahara 
pengeluaran pembantu/bendahara khusus lainnya sebagai wajib 
pungut pajak sesuai Peraturan Perundang-undangan melakukan 
pencatatan pada buku pembantu pajak. 

Pasal 39 
( 1) Penerimaan kas transitoris, meskipun menambah kas daerah, 

tidak boleh digunakan untuk operasional belanja karena dalam 
jangka waktu tertentu harus dibayarkan ke pihak ketiga. 

(2) Proses penatausahaan kas transitoris memuat informasi, aliran 
data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan 
secara elektronik. 

(4) Pengeluaran kas transitoris dilakukan sebagai pembayaran hutang 
pada akun perhitungan fihak ketiga (PFK). 

(5) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak 
mempengaruhi SiLPA sehingga tidak dilaporkan dalam laporan 
realisasi anggaran namun informasinya disajikan dalam neraca 
sebagai utang PFK dan di laporan arus kas (LAK) di bagian 
aktivitas transitoris sesuai dengan standar akuntansi 
pemerintahan. 
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Pasal 43 
(1) Setelah penetapan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, 

PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD 
untuk menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD. 

(2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Kepala SKPD paling lambat 3 (tiga) hari 
setelah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD ditetapkan. 

(3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang perlu diperhatikan oleh 
setiap Kepala SKPD dalam menyusun Rancangan DPA-SKPD 
meliputi: 
a. pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA; 
b. rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterima oleh 

SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan; 
c. sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, sub 

kegiatan, dan anggaran belanja yang disediakan; 
d. rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan; 
e. rencana penarikan dana setiap SKPD; 
f. batas akhir penyerahan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD 

paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diterbitkannya surat 
pemberitahuan, untuk diverifikasi oleh TAPD; dan 

g. batas akhir penetapan rancangan DPA-SKPD. 

Bagian Kelima 
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD 

Pasal 42 
( 1) Kepala SKPD menyusun rencana anggaran kas SKPD berdasarkan 

DPA-SKPD dan jadwal pelaksanaan kegiatannya. 
(2) Rencana anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

disampaikan kepada Kuasa BUD. 
(3) Kuasa BUD melakukan verifikasi atas rencana anggaran kas SKPD 

paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya rencana anggaran kas 
dari SKPD. 

(4) Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi rencana angggaran kas 
SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi antara lain: 
a. sinkronisasi perkiraan penerimaan dalam DPA-SKPD; 
b. sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana 

penarikan dana dalam DPA-SKPD. 

Bagian Keempat 
Penyiapan Anggaran Kas Pemerintah Daerah 
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Pasal 47 
( 1) Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran 

kas pemerintah daerah. 

Bagian Keenam 
Surat Penyediaan Dana 

(3) 

(2) 

Pasal 46 
Kuasa BUD berdasarkan rencana anggaran kas SKPD yang telah 
diverifikasi menyusun rancangan anggaran kas pemerintah 
daerah. 
Rancangan anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
disampaikan kepada PPKD selaku BUD. 
PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas 
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 
lambat 1 (satu) hari sejak dokumen rancangan anggaran kas 
pemerintah daerah diterima. 

( 1) 

Pasal 45 
(1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama 

dengan Kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari sejak 
ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, atau 
paling lambat 6 (enam) hari sejak diterimanya Rancangan DPA­ 
SKPD. 

(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan 
Sekretaris Daerah. 

(3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdapat ketidaksesuaian dengan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran APBD, SKPD melakukan penyempurnaan rancangan 
DPA-SKPD untuk disahkan oleh PPKD dengan persetujuan 
Sekretaris Daerah. 

(4) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku 
Pengguna Anggaran. 

Pasal 44 
(1) Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan surat 

pemberitahuan Bupati dan menyerahkan rancangan DPA-SKPD 
yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari 
setelah surat pemberitahuan diterima. 

(2) Rancangan DPA-SKPD mencakup: 
a. rancangan ringkasan DPA-SKPD; 
b. rancangan DPA-pendapatan SKPD; 
c. rancangan DPA-belanja SKPD; 
d. rancangan DPA-rincian belanja SKPD; dan 
e. rancangan DPA-pembiayaan SKPD. 
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Pasal 50 
( 1) Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai 

dan/ atau non tunai. 
(2) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dilakukan dengan cara: 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

Dalam hal penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD, BUD 
melakukan pengesahan dan pencatatan penerimaan daerah 
terse but. 
Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke 
RKUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari. 
Dalam hal kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan 
komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa 
keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan 
dapat melebihi 1 ( satu) hari. 
Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan 
sah atas setoran. 
Bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat 
meliputi dokumen elektronik. 

(2) 

Pasal 49 
(1) Semua penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD dan 

penyetorannya melalui RKUD. 

Bagian Ketujuh 
Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan Daerah 

Pasal 48 
(1) SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan 

SKPD atau unit SKPD setiap periodik. 
(2) PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila 

terdapat kondisi sebagai berikut: 
a. ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan 

penerimaan dalam anggaran kas; atau 
b. perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan 

darurat termasuk keperluan mendesak. 
(3) Perubahan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 

dasar permintaan pembayaran berikutnya. 
(4) Penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran data, 

serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 
elektronik. 

(2) Rancangan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
kepada PPKD selaku BUD untuk disahkan. 

(3) Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada 
Kepala SKPD. 
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Pasal 51 
(1) Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran, 

pendapatan daerah dapat dibedakan: 
a. pendapatan yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati 

melalui pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan dokumen 
penetapan pendapatan daerah; dan/ atau 

b. pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (tanpa ada 
penetapan). 

(2) Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran 
pendapatan daerah, penatausahaan pendapatan daerah 
dilaksanakan sebagai berikut: 
a. penatausahaan pendapatan yang dipungut setelah penetapan 

oleh Bupati, didasarkan pada dokumen surat ketetapan sesuai 
dengan jenis pendapatan yang diatur dalam Peraturan 
Perundang-undangan; dan 

b. penatausahaan pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib 
pajak (tanpa ada penetapan) didasarkan pada dokumen/bukti 
penerimaan sesuai dengan jenis pendapatan yang diatur dalam 
Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Penatausahaan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) didasarkan pada dokumen/bukti meliputi: 
a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-D); 
b. surat ketetapan retribusi daerah (SKR-D); 
c. surat setoran pajak daerah (SSPD); 
d. surat pemberitahuan pajak daerah (SPPD); 
e. surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB); 
f. surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan 

(SKPDKBT); 

(4) Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, eek, atau surat 
berharga yang dalam penguasaannya: 
a. lebih dari 1 (satu) hari, kecuali dalam hal kondisi geografis 

daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan 
keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif 
lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 ( satu) hari; 

b. atas nama pribadi. 

non tunai 
kredit/ media 

b. penyetoran penerimaan pendapatan secara 
dibuktikan dengan bukti notifikasi/ nota 
elektronik lainnya. 

(3) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima notifikasi/nota 
kredit/ media elektronik/ dokumen lain yang dipersamakan. 

a. penyetoran penerimaan pendapatan secara tunai dibuktikan 
dengan penerbitan surat tanda setoran (STS) atau bukti lain 
yang sah; 
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Pasal 54 
( 1) Penagihan atas pendapatan daerah dapat dilakukan dengan cara 

manual, surat elektronik, nofitikasi sistem secara digital dan/ a tau 
media elektronik lainnya. 

(2) Langkah-langkah penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah se bagai beriku t: 
a. petugas pemungut berdasarkan dokumen penetapan 

pendapatan dan surat tagihan melakukan penagihan ke pihak 
ketiga; 

Pasal 53 
( 1) Penagihan pendapatan daerah dapat dilakukan oleh petugas 

pemungut yang ditunjuk oleh PA/KPA. 
(2) Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu 

melakukan validasi dan verifikasi atas penerimaan pendapatan 
berdasarkan dokumen penetapan. 

Pasal 52 
( 1) Dalam rangka pemungutan pendapatan daerah, Bupati atau 

pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan dokumen penetapan 
pendapatan daerah. 

(2) Penetapan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat 
berupa: 
a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-D); 
b. surat ketetapan retribusi daerah (SKR-D); 
c. surat pemberitahuan pajak daerah (SPPD); 
d. surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB); dan 
e. dokumen penetapan lainnya yang sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 
(3) Surat ketetapan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada wajib pajak/ retribusi sebagai dasar 
pembayaran dan kepada bendahara penerimaan/bendahara 
penerimaan pembantu sebagai dasar penagihan. 

g. surat ketetapan pajak daerah lebih bayar (SKPDLB); 
h. surat tanda bukti pembayaran (STBP); 
1. surat tanda setoran (STS); 
J. nota kredit dari bank; 
k. surat perjanjian; 
1. dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan; 
m. hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan/atau 
n. bukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 
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a. tanda bukti penerimaan; 
b. surat tanda setoran; 
c. nota kredit bank; dan 
d. bukti transaksi yang sah yang dipersamakan dengan dokumen 

diatas. 

(4) 

(3) 

Pasal 55 
(1) Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu harus 

melakukan pengendalian atas penerimaan dan penyetoran 
pendapatan daerah yang menjadi kewenangannya. 

(2) Pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan buku-buku 
sebagai berikut: 
a. laporan penerimaan dan penyetoran; 
b. register STS; dan 
c. buku kas umum. 
Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan 
pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas 
penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya. 
Dalam melakukan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), bendahara penerimaan menggunakan dokumen-dokumen 
tertentu sebagai berikut: 

Bagian Kedelapan 
Pembukuan Bendahara Penerimaan 
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b. penagihan kepada pihak ketiga dilakukan sesuai dengan 
jadwal yang tercantum dalam dokumen penetapan 
pendapatan. 

(3) Proses penagihan secara manual dilakukan dengan cara: 
a. petugas pemungut menyampaikan dokumen penetapan 

pendapatan dan surat tagih kepada pihak ketiga; 
b. dokumen penetapan pendapatan yang disampaikan kepada 

pihak ketiga dibuktikan dengan tanda terima yang 
ditandatangani oleh pihak ketiga; 

c. petugas pemungut menyampaikan tanda terima dokumen 
kepada bendahara penerimaan/bendahara penerimaan 
pembantu dan PPK-SKPD. 

( 4) Proses penagihan melalui surat elektronik dilakukan dengan cara: 
a. petugas pemungut mengirim surat elektronik penagihan 

pendapatan kepada pihak ketiga; 
b. petugas pemungut memberitahukan kepada PPK-SKPD dan 

bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu atas 
pengiriman surat elektronik pendapatan. 

(5) Proses penagihan melalui sistem digital dilakukan secara otomatis 
sesuai dengan jadwal dengan mengirimkan notifikasi atau media 
lain secara elektronik kepada pihak ketiga yang memiliki 
kewajiban untuk membayar pendapatan daerah. 
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Pasal 59 
( 1) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara penerimaan 

merupakan penggabungan dengan LPJ bendahara penerimaan 
pembantu dan memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan, 
penyetoran dan saldo kas yang ada di bendahara. 

(2) LPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: 
a. surat ketetapan pajak/ retribusi daerah; 
b. BKU; 
c. laporan penerimaan dan penyetoran; 
d. register STS; 
e. bukti penerimaan dan penyetoran yang langkap dan sah; dan 
f. pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu. 

Pasal 58 
Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban kepada Bendahara Penerimaan paling lambat 
tanggal 5 bulan berikutnya. 

Pasal 57 
( 1) Bendahara penerimaan wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban administratif kepada PA melalui PPK-SKPD 
paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. 

(2) Bendahara penerimaan wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban fungsional yang merupakan hasil konsolidasi 
dengan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan 
pembantu kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat 
persetujuan PA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

Pasal 56 
(1) Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, bendahara 

penerimaan/bendahara penerimaan pembantu harus 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban. 

(2) Bendahara penerimaan SKPD bertanggung jawab secara 
administratif kepada PA dan secara fungsional kepada BUD. 

(3) Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban 
bendahara penerimaan memuat informasi, aliran data, serta 
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 
elektronik. 

Bagian Kesembilan 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 
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Pasal 62 
(1) Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan/atau 

retribusi daerah, pemerintah daerah menetapkan Surat Ketetapan 
Lebih Bayar (SKLB) sebagai dasar pengembalian kelebihan 
penerimaan pendapatan daerah. 

Bagian Kesebelas 
Penatausahaan Pembayaran Atas Kelebihan Pendapatan 

Pasal 61 
( 1) Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, PPKD selaku 

BUD melalui Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi melakukan 
verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban 
penerimaan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan. 

(2) Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) kepada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi, meliputi: 
a. kesesuaian perhitungan atas laporan pertanggungjawaban 

penerimaan; 
b. evaluasi kesesuaian realisasi dengan target penerimaan; dan 
c. analisis capaian realisasi penerimaan. 

(3) Rekonsiliasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan secara periodik yang dituangkan dalam berita acara 
hasil rekonsiliasi. 

Bagian Kesepuluh 
Rekonsiliasi Penerimaan 

Pasal 60 
(1) Verifikasi LPJ bendahara penerimaan dilakukan oleh PPK-SKPD 

sebagai bagian dari pengendalian atas penerimaan dan penyetoran 
pendapatan daerah. 

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti 

penenmaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau 
laporan terkait; 

b. meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti 
penyetorannya yang terdokumentasikan dalam buku atau 
laporan terkait; dan 

c. melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap 
proses penerimaan pendapatan dan penyetorannya. 

(3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
PPK SKPD menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara 
penerimaan kepada PA. 
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Pasal 63 
(1) Pengembalian kelebihan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 62 ayat ( 1) terdiri dari: 
a. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya 

berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun 
sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening 
penerimaan yang bersangkutan; 

b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya 
tidak berulang dan terjadi pada tahun yang sama dilakukan 
dengan membebankan pada rekening penerimaan yang 
bersangkutan; dan 

c. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya 
tidak berulang dan terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan 
dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga. 

(2) Berdasarkan pengajuan SKLB untuk pengembalian atas kelebihan 
penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf a dan huruf b, bendahara penerimaan SKPD/SKPKD 
melakukan koreksi pada rekening penerimaan yang bersangkutan. 

(2) SKLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB); 
b. surat ketetapan retribusi lebih bayar (SKRLB). 

(3) Unsur penyebab pengajuan pengembalian dapat dikarenakan: 
a. kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau 
b. adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan 

yang sudah disampaikan. 
(4) Informasi kelebihan atas penerimaan daerah dapat berupa: 

a. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran; 
b. rekomendasi APIP; 
c. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 

(BPK-RI); 
d. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah 

tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau 
e. informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan. 
(5) Bendahara penerimaan melakukan verifikasi terhadap informasi 

kelebihan atas penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4). 

(6) Setelah proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
bendahara penerimaan menyiapkan SKLB. 

(7) SKLB disahkan dan diterbitkan oleh pejabat yang diberi 
kewenangan menerbitkan dokumen penetapan pendapatan 
daerah. 
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(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

Pasal 65 
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada Pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan UP yang 
dikelola oleh bendahara pengeluaran. 
Dalam proses belanja menggunakan UP, bendahara pengeluaran 
dapat melakukan pembayaran secara sekaligus langsung kepada 
penyedia barang/jasa atau penerima lainnya dan/atau melalui 
pemberian uang panjar terlebih dahulu kepada PPTK. 
Pemberian uang panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari 
rekening bendahara pengeluaran ke rekening PPTK dengan terlebih 
dahulu mendapat persetujuan PA yang dituangkan dalam Nota 
Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh PPTK. 
Dalam hal uang panjar lebih besar dari realisasi pembayaran 
belanja, PPTK mengembalikan kelebihan uang panjar dimaksud 
kepada bendahara pengeluaran melalui transfer ke rekening 
bendahara pengeluaran. 
Dalam hal uang panjar lebih kecil dari realisasi pembayaran 
belanja, bendahara pengeluaran membayar kekurangannya kepada 
PPTK melalui transfer ke rekening PPTK. 

( 1) 

Pasal 64 
(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung 

dengan bukti yang lengkap dan sah. 
(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat 

pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 
atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang 
dimaksud. 

(3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat 
dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 
ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. 

(4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 
termasuk untuk belanja wajib dan mengikat, keperluan keadaan 
darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

Bagian Keduabelas 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah 

(3) Berdasarkan pengajuan SKLB untuk pengembalian atas kelebihan 
penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf c, bendahara pengeluaran SKPD/SKPKD akan memproses 
pengajuan LS pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah 
dan membebankannya pada rekening belanja tidak terduga. 
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Bagian Keempatbelas 
Sub Kegiatan Yang Bersifat Tahun Jamak 

Pasal 67 
(1) Dalam melaksanakan sub kegiatan yang bersifat tahun jamak 

(multiyears), harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan 
Daerah. 

(2) Sub kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memiliki kriteria: 
a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang 

secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 
satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 
(dua belas) bulan; 

b. pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut 
sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun 
anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, 
pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah 
sakit, layanan pembangunan sampah dan pengadaan jasa 
cleaning service; 

Pasal 66 
(1) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/ 

kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang 
melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat: 
a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah 

terselesaikan 100°/o (seratus persen) pada tahun berkenaan; 
b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai 
pengadaan barang/ jasa; 

c. keadaan di luar kendali pemerintah daerah dan/atau penyedia 
barang/jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai 
Peraturan Perundang-undangan; dan 

d. Kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan antara lain basil putusan 
pengadilan yang bersifat tetap. 

(2) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melalui mekanisme perubahan APBD. 

(3) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan 
perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan 
yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus dilakukan reviu terlebih dahulu oleh APIP sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Bagian Ketigabelas 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja yang Melampaui Tahun 

Anggaran 
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(3) 

(2) 

Pasal 68 
(1) Belanja yang bersifat mengikat. merupakan belanja yang 

dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh 
Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan 
setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan seperti: 
a. pembayaran gaji ASN; 
b. pembayaran jasa listrik; 
c. pembayaran jasa air; 
d. pembayaran jasa internet; dan 
e. pembayaran iuran jaminan kesehatan. 
Belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya 
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar 
masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan/atau 
melaksanakan kewajiban pada pihak ketiga. 
Dalam hal terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebelum DPA­ 
SKPD disahkan, maka BUD dapat membuat SPD-nya tanpa 
menunggu DPA disahkan. 

Bagian Kelimabelas 
Belanja Wajib dan Mengikat 

c. jangka waktu pelaksanaan tahun jamak tidak melampaui masa 
jabatan Bupati; dan 

d. dalam hal pelaksanaan tahun jamak, masa jabatan Bupati 
berakhir sebelum akhir tahun anggaran, sub kegiatan tahun 
jamak dimaksud dapat diselesaikan sampai berakhirnya tahun 
anggaran. 

(3) Penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan 
bersama antara Bupati dan DPRD. 

(4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan 
PPAS. 

(5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
sekurang-kurangnnya memuat: 
a. nama sub kegiatan; 
b. jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan; 
c. jumlah anggaran; dan 
d. alokasi anggaran per tahun. 
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Pasal 70 
Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan 
penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: 
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil 

dari pada realisasi belanja; 
b. mendanai kewajiban pemerintah daerah yang belum tersedia 

angggarannya; 

Pasal69 
(1) Pembiayaan daerah terdiri atas: 

a. penerimaan pembiayaan; dan 
b. pengeluaran pembiayaan. 

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a bersumber dari: 
a. SiLPA; 
b. pencairan dana cadangan; 
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
d. penerimaan pinjaman daerah; 
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/ atau 
f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 
(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dapat digunakan untuk pembiayaan: 
a. pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo; 
b. penyertaan modal daerah; 
c. pembentukan dana cadangan; 
d. pemberian pinjaman daerah; dan/ atau 
e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 
(4) Pelaksanaan dan pentausahaan penerimaan dan pengeluaran 

pembiayaan daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD. 
(5) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) dilakukan melalui RKUD. 
(6) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak 
dilakukan melalui RKUD, BUD melakukan pencatatan dan 
pengesahan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah 
terse but. 

Bagian Keenambelas 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran Pembiayaan Daerah 
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(2) 

Pasal 73 

( 1) Pinjaman daerah bersumber dari: 
a. pemerintah pusat; 
b. pemerintah daerah lainnya; 
c. lembaga keuangan bank; 
d. lembaga keuangan bukan bank; dan 
e. masyarakat. 
Tata cara pelaksanaan Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan 
Bupati dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan. 

Pasal 72 
Penerimaan kas atas penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah 
melalui RKUD. 

Pasal 71 
( 1) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke RKUD 

dilakukan berdasarkan rencana penggunaan dana cadangan 
sesuai peruntukannya. 

(2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan 
Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan yang 
bersangku tan mencukupi. 

(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan sesuai 
peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan 
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan 
Dana Cadangan. 

(4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas 
persetujuan PPKD. 

c. membayar bunga dan pokok utang dan/ atau obligasi daerah yang 
melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD; · 

d. melunasi kewajiban bunga dan pokok utang; 
e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai ASN akibat adanya 

kebijakan pemerintah; 
f. mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia 

anggarannya;dan/atau 
g. mendanai sub kegiatan yang capaian sasaran kinerjanya 

ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun 
anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas 
akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan. 
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Pasal 77 
Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, Kuasa BUD 
berkewajiban untuk: 
a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh 

Kepala SKPKD; 
b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang 

tercantum dalam perintah pembayaran; 
c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan 
d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas 

pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan. 

Pasal 76 
(1) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dilakukan 

pembebanan melalui RKUD. 
(2) Tata cara pembayaran pokok utang yangjatuh tempo diatur dalam 

peraturan bupati dengan mengacu pada ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

Pasal 75 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik 
negara/ daerah dan/ atau badah usaha lainnya ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. 

Pasal 74 
(1) Pengalokasian anggaran untuk pembentukan dana cadangan 

dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana 
Cadangan. 

(2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap 
tahun ditempatkan pada rekening tersendiri untuk dana cadangan 
pada bank umum yang ditetapkan oleh Bupati dalam bentuk 
deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang beresiko 
rendah. 

(3) Dalam hal terdapat bunga dana cadangan atas pemanfaatan dana 
cadangan Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat bunga dana 
cadangan sebagai lain-lain PAD yang sah. 

(4) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipindahbukukan dari RKUD ke rekening dana cadangan. 

(5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 
dengan surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD. 
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d. SPP langsung (SPP-LS). 
(4) SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu terdiri 

dari: 
a. SPP tambah uang (SPP-TU); dan 
b. SPP langsung (SPP-LS}. 

( 1) 

Pasal 79 
Permintaan pembayaran dilakukan oleh bendahara pengeluaran/ 
bendahara pengeluaran pembantu sebagai proses awal 
pembayaran oleh pemerintah daerah kepada pihak terkait 
sekaligus sebagai proses pembebanan rekening belanja. 
Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan 
SPD, bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu 
mengajukan SPP kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD. 

(3) SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: 
a. SPP uang persediaan (SPP-UP); 
b. SPP ganti uang (SPP-GU}; 
c. SPP tarn bah uang (SPP-TU); dan 

(2) 

Bagian Kedelapanbelas 
Permintaan Pembayaran 

Pasal 78 
(1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan sub kegiatan, SKPD 

diberikan UP yang dikelola oleh bendahara pengeluaran SKPD. 
(2) Besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak 

menggunakan mekanisme LS. 
(3) Penghitungan besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

didahului dengan melakukan perhitungan besaran anggaran 
belanja yang menggunakan LS. 

(4) Perhitungan besaran anggaran belanja yang menggunakan LS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam rencana 
pencairan dana yang diajukan oleh PA kepada BUD untuk 
diverifikasi yang berisi rencana pembayaran belanja dengan 
menggunakan mekanisme LS, UP/ GU, dan TU. 

(5) Besaran UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati tentang Besaran UP. 

(6) Keputusan Bupati tentang Besaran UP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) ditetapkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada 
awal tahun anggaran dan dilampiri dengan rencana pencairan 
dana SKPD yang telah diverifikasi oleh kuasa BUD dan disetujui 
oleh PPKD. 

Bagian Ketujuhbelas 
Penetapan Besaran U ang Persediaan 
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(5) 

Pasal 81 
(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh 

bendahara pengeluaran dalam rangka mengganti UP. 
(2) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada PA melalui 

PPK-SKPD dilampiri surat pengesahan laporan 
pertanggungjawaban UP. 

(3) Besaran GU adalah sebesar UP yang dipertanggungjawabkan oleh 
bendahara pengeluaran. 

(4) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri 
dari: 
a. surat pengantar SPP-GU; 
b. ringkasan SPP-GU; 
c. rincian SPP-GU; 
d. laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan UP disertai 

dengan bukti-bukti transaksi yang lengkap dan sah, termasuk 
dokumen perpajakan terkait; 

e. draft surat pemyataan pengajuan SPP-GU untuk 
ditandatangani oleh PA; dan 

f. salinan SPD. 
Bukti transaksi yang sah dan lengkap sebagai syarat dokumen 
SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d disimpan 
pada SKPD yang bersangkutan untuk kepentingan administrasi 
dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. 

Pasal 80 
( 1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh 

bendahara pengeluaran dalam rangka pengisian UP yang mengacu 
pada Keputusan Bupati tentang Besaran UP. 

(2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh 
bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari 
PA/KPA melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang 
persediaan. 

(3) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dari: 
a. surat pengantar SPP-UP; 
b. ringkasan SPP-UP; 
c. rincian SPP-UP; 
d. SK Bupati tentang Besaran UP; 
e. salinan SPD; dan 
f. draft Pemyataan pengajuan SPP-UP untuk ditandatangani oleh 

PA. 
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a. surat persetujuan TU oleh PPKD; 
b. surat pengantar SPP-TU; 
c. ringkasan SPP-TU; 
d. rincian rencana penggunaan TU; 

( 11) 

(10) 

(9) 

(8) 

(7) 

Pasal82 
(1) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu 

mengajukan SPP TU untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat 
mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/ atau SPP 
UP/GU. 

(2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh 
bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari 
PA/KPA melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang 
persediaan. 

(3) Dalam rangka pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), PPTK menyusun TOR/KAK yang minimal memuat jadwal 
kegiatan dan rincian rencana penggunaan dana TU dan 
disampaikan kepada PA untuk mendapatkan persetujuan. 

(4) Setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), PA mengajukan permohonan pengajuan TU kepada PPKD 
yang dilampiri dengan TOR/KAK untuk disetujui. 

(5) Persetujuan pengajuan pengajuan TU oleh PPKD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pengajuan permintaan 
pembayaran TU. 

(6) Pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
untuk membiayai: 
a. kegiatan yang sifatnya mendesak; dan 
b. kegiatan yang tidak cukup dibiayai dari UP dan GU. 
Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan 
rencana pencairan dana yang telah disetujui oleh PPKD. 
Untuk kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana pencairan 
dana dengan melalui mekanisme TU, namun pelaksanaannya telah 
selesai maka mekanisme pembayaran dilakukan melalui LS 
dengan melampirkan alasan perubahan tersebut. 
Kegiatan yang sifatnya mendesak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) huruf a diperuntukan dalam rangka menunjang tugas 
SKPD yang sifatnya mendesak dan tidak dapat ditunda 
pelaksanaannya. 
Kegiatan yang tidak cukup dibiayai dari UP dan GU sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) huruf b digunakan untuk membiayai 
kegiatan tertentu yang merupakan satu kesatuan belanja. 
Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), terdiri 
dari: 

(6) Penerbitan dan Pengajuan SPP-GU oleh bendahara pengeluaran 
dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam sebulan disesuaikan 
kebutuhan dan ketersediaan dana. 
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(2) 

Pasal 84 
Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran 
gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai Peraturan 
Perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna 
memperoleh persetujuan PA/KPA melalui PPK-SKPD. 
Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta 
penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri 
dari: 
a. surat pengantar SPP-LS; 
b. ringkasan SPP-LS; 
c. rincian SPP-LS; 
d. salinan SPD; dan 
e. lampiran SPP-LS. 

( 1) 

Pasal 83 
( 1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh 

bendahara pengeluaran untuk pembayaran: 
a. gaji dan tunjangan; 
b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang/jasa; 
c. kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan; dan 
d. belanja pendukung belanja modal, kegiatan swakelola 

pemeliharaan rutin jalan, serta kegiatan operasional lainnya 
yang telah ditetapkan dalam rencana pencairan dana 
dibayarkan melalui mekanisme LS. 

(2) Pengajuan SPP LS harus disertai dengan berbagai kelengkapan 
sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

e. salinan SPD; 

f. draft surat pernyataan pengajuan pengajuan SPP-TU untuk 
ditandatangani oleh PA; dan 

g. surat keterangan TU. 
( 12) Dalam hal dana tambahan uang tidak ha bis digunakan dalam 1 

(satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke RKUD dilampiri 
dengan rincian penggunaan dana. 

(13) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana dimaksud 
pada ayat (12) dikecualikan untuk: 
a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; 
b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah 

ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali 
PA/KPA yang dibuktikan dengan dokumen pendukung yang 
sah. 
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(3) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan 
serta penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
mencakup: 
a. pembayaran gaji induk; 
b. gaji susulan; 
c. kekurangan gaji; 
d. gaji terusan; 
e. surat keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil; 
f. surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil; 
g. surat keputusan kenaikan pangkat; 
h. surat keputusan pengangkatan dalam jabatan; 
1. kenaikan gaji berkala; 
J. surat pemyataan pelantikan; 
k. surat pemyataan menduduki jabatan; 
1. surat pemyataan melaksanakan tugas; 
m. surat keterangan pembayaran tunjangan keluarga/kartu 

permohonan penambahan penghasilan pegawai negeri sipil 
(KP4); 

n. fotokopi surat nikah; 
o. fotokopi akte kelahiran; 
p. surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji; 
q. surat keterangan masih sekolah/kuliah; 
r. surat pindah; 
s. surat kematian; 
t. e-billing; dan 
u. Peraturan Perundang-undangan mengenai penghasilan 

pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan 
Bupati/Wakil Bupati. 

(4) Penerbitan SKPP Gaji sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf p 
dilengkapi dengan: 
a. Surat Keputusan Pensiun Asli bagi pegawai yang pensiun; 
b. SK Pindah; 
c. SKPP dari SKPD; 
d. pas foto wama ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar; 
e. surat keterangan bebas barang milik daerah; 
f. surat pemyataan bebas kredit dari bank untuk pegawai yang 

pindah keluar Kabupaten; dan 
g. surat keterangan bebas temuan untuk pegawai yang pindah 

keluar Kabupaten. 
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Pasal 85 
(1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa untuk 

disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka 
pengajuan permintaan pembayaran. 

(2) Dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) terdiri dari: 
a. surat pengantar SPP-LS; 
b. ringkasan SPP-LS; 
c. rincian SPP-LS; dan 
d. lampiran SPP-LS. 

(3) Lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf d, mencakup: 
a. salinan SPD; 
b. e-billing pajak dan faktur pajak yang telah ditandatangani 

wajib pajak; 
c. surat perjanjian kontrak/SPK pengadaan barang/jasa antara 

PA/KPA dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor 
rekening bank pihak ketiga; 

d. surat perintah mulai kerja (SPMK); 
e. fotokopi nomor pokok wajib pajak perusahaan/penyedia; 
f. fotokopi rekening bank a.n. perusahaan/penyedia; 
g. surat perjanjian kerja sama (PKS) antara pemerintah daerah 

dengan pihak ketiga; 
h. berita acara kemajuan pekerjaan yang ditandatangani oleh 

KPA, pihak ketiga dan konsultan pengawas dan/ atau direksi 
teknis yang ditunjuk dengan keputusan Kepala SKPD; 

1. Monthly Certificate (MC) yang ditandatangani oleh KPA, 
konsultan pengawas, pihak ketiga dan direksi teknis bila ada; 

J. setiap tahap permintaan pembayaran termin dan permintaan 
pembayaran 100°/o (seratus persen) harus melampirkan back up 
data kemajuan realisasi basil pekerjaan; 

k. fotokopi sah surat jaminan uang muka/pelaksanaan dan/ atau 
jaminan pemeliharaan dari bank atau yang dipersamakan yang 
dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank; 

1. berita acara penyelesaian pekerjaan untuk pekerjaan 
konstruksi; 

m. berita acara serah terima awal dan akhir barang /jasa; 
n. berita acara pembayaran; 

h. Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pembayaran gaji dan 
tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai 
dengan peruntukannya. 
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Pasal 86 
(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS kepada pihak ketiga 

lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh 
persetujuan PA/KPA melalui PPK-SKPD. 

o. kw~tansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak 
ketiga dan PPK serta disetujui oleh PA/KPA; 

p. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan 
oleh bank atau lembaga keuangan non bank; 

q. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang 
dilaksanakan di luar wilayah kerja; 

r. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan 
dari PPK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan; 

s. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian 
pekerjaan; 

t. potongan Jamsostek (potongan sesuai ketentuan yang 
berlaku/surat pemberitahuan Jamsostek); dan 

u. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya 
menggunakan biaya personil (billing rate) berita acara prestasi 
kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dan 
tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan 
bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti kas 
dan bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam 
surat penawaran. 

(4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai 
peruntukannya dan dicantumkan dalam resume kelengkapan 
dokumen pembayaran LS barang/ jasa, dan disimpan pada SKPD 
yang bersangkutan untuk kepentingan administrasi dan keperluan 
pemeriksaan aparat pengawas fungsional. 

(5) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, maka bendahara 
pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang/ 
jasa kepada PPTK untuk dilengkapi. 

(6) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada PA setelah ditandatangani oleh 
PPTK guna memperoleh persetujuan PA/KPA melalui PPK SKPD. 

(7) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan 
barang/jasa dapat juga dilakukan oleh bendahara pengeluaran 
pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya 
kepada KPA. 

(8) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan 
barang/jasa oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran 
pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya 
tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK. 
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g. pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan 
rekomendasi APIP dan/ atau rekomendasi BPK. 

(3) Dokumen SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri dari: 
a. surat pengantar SPP-LS; 
b. ringkasan SPP-LS; 
c. rincian SPP-LS; 
d. salinan SPD; dan 
e. lampiran SPP-LS. 

(4) Lampiran SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, 
mencakup: 
a. hibah berupa uang: 

1. surat keputusan bupati tentang penerima hibah; 

2. NPHD; 
3. proposal penggunaan; 
4. pakta integritas; 
5. fotokopi rekening penerima hibah; 
6. fotokopi KTP ketua dan bendahara penerima hibah; 
7. fotokopi NPWP penerima hibah (kecuali hibah kepada 

panitia pembangunan masjid); 
8. laporan realisasi penggunaan dana hibah tahap 

sebelumnya; 
9. SPTJM; 
10. bukti kas; dan 
11. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan. 
b. bantuan sosial berupa uang: 

1. keputusan bupati tentang penerima bansos; 

2. proposal; 
3. fotokopi rekening penerima bansos; 

untuk pengembalian kelebihan 
pada tahun anggaran sebelumnya; 

(2) SPP LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk 
pembayaran antara lain: 
a. hibah berupa uang; 
b. bantuan sosial berupa uang; 
c. bantuan keuangan; 
d. subsidi; 
e. bagi hasil; 
f. belanja tidak terduga 

penerimaan yang terjadi 
dan 
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1. peraturan bupati tentang tata cara pembagian dan 
penetapan besaran alokasi dana desa di setiap desa di 
Kabupaten Wakatobi; 

2. rekomendasi dari dinas yang membidangi pemerintahan 
desa; 

3. surat permohonan pencairan dari kepala desa; 
4. SPTJM kepala desa; 
5. pakta integritas; 

6. fotokopi KTP kepala desa dan bendahara desa; 
7. NPWP desa; 
8. fotokopi rekening desa; 

9. rincian penggunaan dana desa; 
10. SPTJB (untuk permintaan tahap II dan III); 

11. realisasi pajak bumi dan bangunan (untuk permintaan 
tahap III); 

12. bukti kas; dan 

13. dokumen kelengkapan lain berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

d. subsidi: 
1. keputusan bupati tentang penerima subsidi; 
2. surat permohonan pembayaran subsidi bunga KUR Mikro 

UKM dari dinas teknis; 

3. laporan pencairan kredit UKM dari bank/lembaga 
keuangan lainnya; 

4. SPTJM kepala dinas terkait; 
5. bukti kas; dan 
6. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Pera tu ran 

Perundang-undangan. 
e. bagi hasil: 

1. peraturan bupati tentang tata cara pembagian dan 
penetapan besaran bagi hasil pajak dan retribusi daerah 
setiap desa di Kabupaten Wakatobi; 

berdasarkan Peraturan 

4. fotokopi KTP penerima bansos; 
5. bukti kas; 
6. SPTJM; 
7. bukti kas; dan 
8. dokumen kelengkapan lain 

Perundang-undangan. 
c. bantuan keuangan: 
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Pasal 87 
(1) Pengakuan belanja pendukung belanja modal, kegiatan swakelola 

pemeliharaan rutin jalan, serta kegiatan operasional lainnya yang 
telah ditetapkan dalam rencana pencairan dana dibayarkan 
melalui mekanisme LS dapat dimintakan melalui SPP-LS. 

(2) Khusus permintaan pembayaran untuk kegiatan swakelola 
pemeliharaan rutin jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu: 
a. tahap I sebesar 30°10 (tiga puluh persen) dalam bentuk uang 

muka; 
b. tahap II sebesar 35°10 (tiga puluh lima persen); dan 
c. tahap III sebesar 35%> (tiga puluh persen). 
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2. rekomendasi dari dinas yang membidangi pemerintahan 
desa; 

3. surat permohonan pencairan dana dari kepala desa; 
4. surat pelunasan PBB; 
5. SPTJM kepala desa; 
6. bukti kas; dan 

7. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan. 

f. Belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan 
penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya: 
1. surat ketetapan lebih bayar (SKLB); 
2. surat ketetapan penggunaan BTI untuk pengembalian 

kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran 
sebelumnya yang dananya bersumber dari pusat dan 
provinsi; dan 

3. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan. 

g. pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan 
rekomendasi APIP dan/ atau rekomendasi BPK: 
1. surat ketetapan tentang pembayaran kewajiban pemda atas 

putusan pengadilan, dan rekomendasi APIP dan/atau 
rekomendasi BPK; 

2. surat rekomendasi dari instansi/lembaga terkait yang 
berwenang; 

3. fotokopi rekening penerima; 
4. fotokopi KTP penerima; dan 
5. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan. 
(5) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) digunakan sesuai peruntukannya dan disimpan pada 
SKPD yang bersangkutan untuk kepentingan administrasi dan 
keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. 
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(3) Dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari: 
a. surat pengantar SPP-LS; 
b. ringkasan SPP-LS; 
c. rincian SPP-LS; dan 
d. lampiran SPP-LS. 

(4) Lampiran SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d 
mencakup: 
a. salinan SPD; 
b. salinan surat rekomendasi dari SKPD terkait; 
c. e-billing pajak dan faktur pajak yang telah ditandatangani 

wajib pajak; 
d. surat keputusan penunjukan panitia; 
e. bukti kas; 
f. daftar penerimaan; 
g. nota pesanan dan faktur pembelian; dan 
h. surattugas, SPPD;dan 
1. bukti kelengkapan lainnya yang sah. 

(5) Lampiran SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d 
khusus permintaan pembayaran untuk kegiatan swakelola 
pemeliharaan rutin jalan mencakup: 
a. salinan SPD; 
b. e-billing pajak dan faktur pajak yang telah ditandatangani 

wajib pajak; 
c. kerangka acuan kerja (KAK) / term of reference (ToR); 
d. surat keputusan PA tentang pembentukan tim perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pemeliharaan jalan 
dan jembatan; 

e. rencana anggaran biaya (RAB); 
f. laporan pertanggungjawaban (SPJ); 
g. laporan harian yang ditandatangani oleh PPK, tim pelaksana, 

dan tim pengawas; 
h. laporan mingguan yang ditandatangani oleh PPK, tim 

pelaksana, dan tim pengawas; 
1. Monthly Certificate (MC) yang ditandatangani oleh PPK, tim 

pelaksana, dan tim pengawas; 
j. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian 

pekerjaan; 
k. gambar hasil pelaksanaan pekerjaan asbuilt drawing; dan 
1. backup data. 

(6) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dan ayat (5) digunakan sesuai peruntukannya dan 
disimpan pada SKPD yang bersangkutan untuk kepentingan 
administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas 
fungsional. 
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Pasal 90 
(1) Perintah membayar adalah kewenangan yang dimiliki PA/KPA 

untuk belanja yang telah dianggarkan dalam DPA SKPD. 
(2) Perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didahului dengan proses verifikasi oleh PPK SKPD/PPK Unit SKPD. 
(3) PPK Unit SKPD berwenang melakukan verifikasi kelengkapan dan 

keabsahan hanya untuk pengajuan permintaan pembayaran LS 
dan/ a tau TU dari bendahara pengeluaran pembantu. 

(4) Dalam hal dokumen SPP dinyatakan memenuhi syarat, PA/KPA 
menerbitkan SPM. 

(5) Dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak memenuhi syarat, 
PA/KPA tidak menerbitkan SPM. 

(6) Dalam hal PA/KPA berhalangan sementara dan/atau tetap, dapat 
ditunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani 
SPM dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Bagian Kesem bilan be las 
Perintah Membayar 

Pasal 89 
(1) PA/KPA meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, 

SPP-LS yang diajukan bendahara pengeluaran. 
(2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD. 
(3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan 
dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS kepada bendahara 
pengeluaran untuk dilengkapi. 

Pasal 88 
Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam 
menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup: 
a. buku kas umum; 
b. buku simpanan/bank; 
c. rekening koran bank; 
d. buku pajak; 
e. buku panjar; 
f. buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek; dan 
g. register SPP-UP /GU /TU /LS. 
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PA menandatangani dan menerbitkan SPM-GU paling lama 2 (dua) 
hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk 
kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, yang terdiri dari: 
a. SPM-GU sebanyak 2 (dua) rangkap; 
b. surat pemyataan pengajuan SPM-GU oleh PA (bermeterai); 

(4) 

(3) 

(2) 

Pasal 92 

(1) PPK SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ penggunaan 
UP beserta bukti-bukti transaksinya yang diterima dari bendahara 
pengeluaran dengan langkah berikut: 
a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

terkait tidak melebihi sisa anggaran; 
b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 

terkait telah disediakan; 
c. meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti transaksi dan 

dokumen perpajakan terkait; dan 
d. meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU, LPJ 

penggunaan UP, dan bukti-bukti transaksinya. 
Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/ atau ketidakabsahan 
dan/ atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan 
dan/atau penyempumaan kepada bendahara pengeluaran paling 
lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-GU. 
Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD 
menyiapkan pengajuan perintah membayar GU yang 
didokumentasikan dalam draft SPM-GU untuk ditandatangani oleh 
PA. 

Pasal 91 
( 1) Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, 

PPK SKPD melakukan verifikasi dengan cara meneliti kesesuaian 
besaran UP dengan Keputusan Bupati tentang Besaran UP. 

(2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dinyatakan sesuai, PPK SKPD menyiapkan rancangan Perintah 
Membayar UP yang didokumentasikan dalam draft SPM-UP untuk 
ditandatangani PA. 

(3) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2 (dua) 
hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, untuk 
kemudian disampaikan kepada BUD, yang terdiri dari: 
a. SPM-UP; 
b. surat pemyataan pengajuan SPM-UP oleh PA (bermeterai); 
c. surat pemyataan tanggungjawab mutlak oleh PA (bermeterai); 
d. surat pemyataan verifikasi PPK-SKPD; dan 
e. checklist kelengkapan dokumen SPP-UP yang ditandatangani 

oleh PPK-SKPD. 
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Pasal 93 
(1) Berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh bendahara 

pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang disertai 
dengan daftar rincian rencana belanja TU, PPK-SKPD/PPK unit 
SKPD melakukan verifikasi dengan langkah sebagai berikut: 
a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

terkait tidak melebihi sisa anggaran; 
b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 

terkait telah disediakan; 
c. meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan pengajuan 

permintaan perintah membayar TU. 
(2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/ atau ketidakabsahan 

dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta 
perbaikan dan/ atau penyempumaan kepada bendahara 
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu paling lambat 1 
( satu) hari sejak diterimanya SPP-TU. 

(3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK­ 
SKPD /PPK-unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar 
TU yang didokumentasikan dalam draft SPM-TU untuk 
ditandatangani oleh PA. 

(4) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling lama 2 
(dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah 
untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, yang terdiri 
dari: 
a. SPM-TU; 
b. surat persetujuan TU oleh PPKD; 
c. rincian kegiatan (TOR/KAK) yang paling sedikit memuat jadwal 

kegiatan; 
d. surat pemyataan pengajuan SPM-TU oleh PA/KPA (bermeterai); 

c. surat pemyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) oleh PA 
sebanyak 2 (dua) lembar (lembar 1 bermeterai dan lembar ke 2 
tidak bermeterai; 

d. surat pemyataan tanggung jawab belanja (SPTJB) oleh PA 
(bermeterai); 

e. berita acara rekonsiliasi pendapatan dan berita acara 
rekonsiliasi belanja dari bidang akuntansi; 

f. berita acara rekonsiliasi persediaan dari bidang aset; 
g. asli bukti tanda terima laporan SPJ dari Inspektorat Daerah 

Kabupaten Wakatobi; 
h. surat pemyataan verifikasi PPK-SKPD; dan 
1. checklist kelengkapan dokumen SPP-GU yang ditandatangani 

oleh PPK-SKPD. 
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Pasal 95 
(1) PA mendandatangani dan menerbitkan SPM-LS gaji dan tunjangan 

paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap 
dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, yang 
terdiri dari: 
a. SPM-LS (2 rangkap); 
b. daftar gaji; 

c. e-billing pajak; 
d. SPTJM oleh PA sebanyak 2 (dua) lembar (lembar 1 bermeterai 

dan lembar ke 2 tidak bermeterai); 

Pasal 94 
( 1) Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh bendahara 

pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang dilengkapi 
dengan dokumen-dokumen pendukungnya, PPK-SKPD /PPK-unit 
SKPD melakukan verifikasi dengan langkah berupa: 
a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

terkait tidak melebihi sisa anggaran; 
b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 

terkait telah disediakan; 
c. meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis 

pengajuannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang­ 
undangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di 
sistem; 

d. meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung; dan 
e. meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan 

dokumen pendukungnya. 
(2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/ atau ketidakabsahan 

dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta 
perbaikan dan/ a tau penyempurnaan kepada bendahara 
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu paling lambat 1 
(satu) hari sejak diterimanya SPP-LS. 

(3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK­ 
SKPD /PPK-unit SKPD menyiapkan pengajuan perintah membayar 
LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk 
ditandatangani oleh PA/KPA. 

e. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) oleh PA/KPA 
(bermeterai); 

f. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD (2 rangkap, 1 rangkap 
bermeterai); 

g. checklist kelengkapan dokumen SPP-TU yang ditandatangani 
oleh PPK-SKPD; dan 

h. rencana pencairan dana. 
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Pasal 96 
(1) PA/KPA mendandatangani dan menerbitkan SPM-LS barang /jasa 

yang merupakan pembayaran langsung kepada pihak ketiga paling 
lama 1 (satu) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan 
sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, yang terdiri 
dari: 
a. SPM LS (2 rangkap); 
b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) oleh PA 

sebanyak 2 (dua) lembar (lembar 1 bermeterai dan lembar ke 2 
tidak bermeterai); 

e. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD (2 rangkap, lembar 1 
bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai); 

f. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang ditandatangani 
oleh PPK-SKPD (2 rangkap); 

g. pembayaran gaji induk; 
h. gaji susulan; 
1. kekurangan gaji; 
J. gaji terusan; 
k. surat keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil; 
1. surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil; 
m. surat keputusan kenaikan pangkat; 
n. surat keputusan pengangkatan dalamjabatan; 
o. kenaikan gaji berkala; 
p. surat pernyataan pelantikan; 
q. surat pernyataan menduduki jabatan; 
r. surat pernyataan melaksanakan tugas; 
s. surat keterangan pembayaran tunjangan keluarga/kartu 

permohonan penambahan penghasilan pegawai negeri sipil 
(KP4); 

t. fotokopi surat nikah; 
u. fotokopi akte kelahiran; 
v. surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji; 
w. surat keterangan masih sekolah/kuliah; 
x. surat pindah; 
y. surat kematian; 
z. e-billing; dan 
aa. Peraturan Perundang-undangan mengenai penghasilan 

pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan 
Bupati/Wakil Bupati. 

(2) pengajuan SPM LS gaji bulan berikutnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) paling lam bat tanggal 20 bulan berjalan. 
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c. resume kontrak; 
d. sertifikat tanah dan surat pelepasan hak atas tanah dari 

notaris untuk pengadaan tanah yang masih atas nama pihak 
lain; 

e. surat ukur dan akta jual beli untuk pengadaan tanah yang 
belum bersertifikat; 

f. permohonan pensertifikatan tanah pemda (permohonan hak 
pakai) yang telah diverifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional; 

g. bukti tanda terima dokumen kontrak untuk permintaan uang 
muka ditandatangani oleh SKPD dan penyedia yang telah 
diverifikasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat 
Daerah Kabupaten Wakatobi dan Inspektorat Daerah 
Kabupaten Wakatobi melalui aplikasi sistem monitoring 
pembangunan berbasis geospasial; 

h. bukti tanda terima dokumen kemajuan pekerjaan untuk 
permintaan termin ditandatangani oleh SKPD dan penyedia 
yang telah diverifikasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan 
Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi dan lnspektorat 
Daerah Kabupaten Wakatobi melalui aplikasi sistem monitoring 
pembangunan berbasis geospasial; 

1. bukti tanda terima dokumen berita acara serah terima 
pekerjaan untuk permintaan pembayaran 100°/o ( seratus 
persen) ditandatangani oleh SKPD dan penyedia yang telah 
diverifikasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat 
Daerah Kabupaten Wakatobi dan Inspektorat Daerah 
Kabupaten Wakatobi melalui aplikasi sistem monitoring 
pembangunan berbasis geospasial; 

J. sertifikat badan usaha (SBU) atau dokumen lain yang 
menyatakan kualifikasi penyedia; 

k. bukti setoran pajak mineral bukan logam dan batuan untuk 
permintaan lOOo/o (seratus persen); 

1. faktur pajak; 
m. e-billing pajak; 
n. fotokopi rekening koran giro/bank a.n. perusahaan/ penyedia; 
o. fotokopi NPWP a.n. perusahaan/penyedia; 
p. surat perjanjian, kontrak/SPK/nota pesanan (lembar 1, lembar 

tanda tangan serta pasal yang mengatur cara pembayaran); 
q. surat perintah mulai kerja (SPMK) khusus pekerjaan 

kontraktual; 
r. Surat pemyataan tanggung jawab penyedia (khusus pengadaan 

kendaraan bermotor); 
s. surat pemyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1 

bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai); dan 
t. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang ditandatangani 

oleh PPK-SKPD (2 rangkap). 
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(2) PA/KPA mendandatangani dan menerbitkan SPM-LS kepada pihak 
ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­ 
undangan paling lama 1 (dua) hari sejak proses verifikasi 
dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada 
Kuasa BUD, yang terdiri dari: 
a. hibah berupa uang: 

1. SPM LS (2 rangkap); 

2. SPTJM PA/KPA sebanyak 2 lembar, (lembar 1 bermeterai 
dan lembar 2 tidak) (lembar 1 bermeterai dan lembar ke 2 
tidak bermeterai); 

3. surat pemyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1 
bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai); 

4. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang 
ditandatangani oleh PPK-SKPD (2 rangkap); 

5. surat keputusan bupati tentang penerima hibah; 
6. fotokopi rekening penerima hibah; dan 
7. fotokopi NPWP penerima hibah (kecuali hi bah kepada 

panitia pembangunan masjid). 
b. bantuan sosial berupa uang: 

1. SPM LS (2 rangkap); 
2. surat pemyataan verifikasi PPK-SKPD /PPK-unit SKPD yang 

dilampiri checklist kelengkapan dokumen; 
3. SPTJM PA/KPA anggaran sebanyak 2 lembar (lembar 1 

bermeterai dan lembar ke 2 tidak bermeterai); 
4. asli bukti tanda terima laporan SPJ dari Inspektorat Daerah 

Kabupaten Wakatobi; 
5. surat pemyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1 

bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai); 
6. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang 

ditandatangani oleh PPK-SKPD (2 rangkap); 
7. surat keputusan bupati ten tang penerima bansos; dan 
8. fotokopi rekening penerima ban sos. 

c. bantuan keuangan: 
1. SPM LS (2 rangkap); 
2. SPTJM PA/KPA sebanyak 2 (dua) lembar, (lembar 1 

bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai); 
3. asli bukti tanda terima laporan SPJ dari Inspektorat Daerah 

Kabupaten Wakatobi; 
4. surat pemyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1 

bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai); 
5. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang 

ditandatangani oleh PPK-SKPD (2 rangkap); 
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1. SPM LS (2 rangkap); 
2. surat pemyataan verifikasi PPK-SKPD/PPK-unit SKPD yang 

dilampiri checklist kelengkapan dokumen; 
3. SPTJM PA/KPA sebanyak 2 lembar, (lembar 1 bermeterai 

dan lembar 2 tidak bermeterai); 
4. asli bukti tanda terima laporan SPJ dari Inspektorat Daerah 

Kabupaten Wakatobi; 
5. surat pemyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1 

bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai); 
6. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang 

ditandatangani oleh PPK-SKPD (2 rangkap); 
7. surat keputusan bupati tentang penerima subsidi; 
8. surat permohonan pembayaran subsidi bunga KUR Mikro 

UKM dari dinas teknis; 
9. laporan pencairan kredit UKM dari bank/lembaga 

keuangan lainnya; dan 
10. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan. 
e. bagi hasil: 

1. SPM LS (2 rangkap); 
2. surat pemyataan verifikasi PPK-SKPD/PPK-unit SKPD yang 

dilampiri checklist kelengkapan dokumen; 

6. peraturan bupati tentang tata cara pembagian dan 
penetapan besaran alokasi dana desa di setiap desa di 
Kabupaten Wakatobi; 

7. rekomendasi dari dinas yang membidangi pemerintahan 
desa; 

8. surat permohonan pencairan dari kepala desa; 
9. SPTJM kepala desa; 
10. pakta integritas; 
11. fotokopi KTP kepala desa dan bendahara desa; 
12. NPWP desa; 
13. fotokopi rekening desa; 
14. rincian penggunaan dana desa; 
15. SPTJB (untuk permintaan tahap II dan III); 
16. realisasi pajak bumi dan bangunan (untuk permintaan 

tahap III); dan 
1 7. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan. 
d. subsidi: 
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3. SPTJM PA/KPA sebanyak 2 lembar, (lembar 1 bermeterai 
dan lembar 2 tidak bermeterai); 

4. asli bukti tanda terima laporan SPJ dari lnspektorat Daerah 
Kabupaten Wakatobi; 

5. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1 
bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai); 

6. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang 
ditandatangani oleh PPK-SKPD (2 rangkap); 

7. peraturan bupati tentang tata cara pembagian dan 
penetapan besaran bagi hasil pajak dan retribusi daerah 
setiap desa di Kabupaten Wakatobi; 

8. rekomendasi dari dinas yang membidangi pemerintahan 
desa; 

9. surat permohonan pencairan dana dari kepala desa; 
10. surat pelunasan PBB; 
11. SPTJM kepala desa; dan 

12. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan. 

f. belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan 
penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya: 
1. SPM LS (2 rangkap); 

2. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD/PPK-unit SKPD yang 
dilampiri checklist kelengkapan dokumen; 

3. SPTJM PA/KPA sebanyak 2 lembar, (lembar 1 bermeterai 
dan lembar 2 tidak bermeterai); 

4. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1 
bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai); 

5. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang 
ditandatangani oleh PPK-SKPD (2 rangkap); 

6. surat ketetapan lebih bayar (SKLB); 
7. surat ketetapan penggunaan BTI untuk pengembalian 

kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran 
sebelumnya yang dananya bersumber dari pusat dan 
provinsi; dan 

8. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan. 

g. pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan 
rekomendasi APIP dan/ a tau rekomendasi BPK: 
1. SPM LS (2 rangkap); 
2. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD/PPK-unit SKPD yang 

dilampiri checklist kelengkapan dokumen; 
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Pasal 97 
Batas waktu akhir pengajuan SPM ganti uang persediaan, SPM 
tambahan uang persediaan, SPM LS rutin kegiatan, dan SPM LS 
Barang/Jasa diatur tersendiri dalam Surat Edaran Bupati. 

(4) 

3. SPTJM PA/KPA sebanyak 2 lembar, (lembar 1 bermeterai 
dan lembar 2 tidak bermeterai); 

4. asli bukti tanda terima laporan SPJ dari Inspektorat Daerah 
Kabupaten Wakatobi; 

5. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1 
bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai); 

6. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang 
ditandatangani oleh PPK-SKPD (2 rangkap); 

7. surat ketetapan ten tang pembayaran kewajiban Pemda atas 
putusan pengadilan, rekomendasi APIP dan/atau 
rekomendasi BPK; 

8. fotokopi rekening penerima; 
9. fotokopi KTP penerima; dan 
10. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan. 
(3) PA/KPA mendandatangani dan menerbitkan SPM-LS barang/jasa 

yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga paling lama 
2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah 
untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, yang terdiri 
dari: 
a. SPM LS (2 rangkap); 
b. SPTJM PA/KPA sebanyak 2 lembar, (lembar 1 bermeterai dan 

lembar 2 tidak bermeterai); 
c. asli bukti tanda terima laporan SPJ dari Inspektorat Daerah 

Kabupaten Wakatobi; 
d. bukti validasi setoran pajak; 
e. daftar rincian penggunaan anggaran; 
f. khusus untuk belanja honor dilampirkan dengan surat 

keputusan penunjukan; 
g. KAK/ToR (khusus untuk LS swakelola pemeliharaan rutin 

jalan; 
h. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1 

bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai); 
1. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang ditandatangani 

oleh PPK-SKPD (2 rangkap); dan 
J. rencana pencairan dana. 
Format kelengkapan dokumen tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 101 
( 1) Kuasa BUD menerbitkan perintah pencairan dana atau SP2D 

berdasarkan SPM yang diterimanya dari PA/KPA yang ditujukan 
kepada bank operasional mitra kerjanya. 

(2) Pencairan SP2D-UP, SP2D-GU, SP2D-TU, SP2D-LS rutin kantor 
dan SP2D-LS gaji dan tunjangan, ditransfer dari RKUD ke rekening 
bendahara pengeluaran dan/penerima yang berhak sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Pencairan SP2D-LS swakelola tipe 1 oleh SKPD selaku penanggung 
jawab anggaran, ditransfer dari RKUD ke rekening bendahara 
pengeluaran. 

(4) Pencairan SP2D-LS swakelola tipe 2 oleh lembaga/perangkat 
daerah lain, swakelola tipe 3 oleh Ormas, swakelola tipe 4 oleh 
kelompok masyarakat ditransfer langsung dari RKUD ke rekening 
pelaksana swakelola. 

( 5) Pencairan SP2D-LS belanja barang/ jasa yang dipihakketigakan 
di transfer langsung dari RKUD ke rekening penyedia barang / jasa. 

(6) Pencairan SP2D-LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan ditransfer langsung 
dari RKUD ke rekening penerima. 

(7) Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima. 

(8) Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA/KPA yang disertai surat 
pernyataan verifikasi PPK-SKPD /PPK unit SKPD dan surat 
pernyataan tanggung jawab mutlak PA/KPA, Kuasa BUD 
melakukan verifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

Bagian Keduapuluh 
Pencairan Dana 

Pasal 100 
Setelah tahun anggaran berakhir, PA/KPA dilarang menerbitkan SPM 
yang membebani tahun anggaran yang berkenaan. 

Pasal 99 
(1) Dokumen yang digunakan oleh PA/KPA dalam menatausahakan 

pengeluaran perintah membayar mencakup: 
a. register SPM-UP /SPM-GU /SPM-TU /SPM-LS; dan 
b. register surat penolakan penerbitan SPM. 

(2) Penatausahaan pengeluaran perintah membayar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD. 

Pasal 98 
SPM. y:3-ng telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat 
(1) diajukan pada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D. 
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b. buku pembantu bank; 
c. buku pembantu kas tunai; 
d. buku pembantu pajak; 

( 1) 

Pasal 102 
Dalam penatausahaan belanja daerah, bendahara 
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu harus melakukan 
pengendalian atas pelaksanaan belanja yang menjadi 
kewenangannya. 
Dalam rangka pengendalian dan pelaksanaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), bendahara pengeluaran/bendahara 
pengeluaran pembantu menggunakan buku-buku sebagai berikut: 
a. buku kas umum; 

(2) 

Bagian Keduapuluhsatu 
Pembukuan Bendahara Pengeluaran 

a. meneliti DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak 
melebihi sisa anggaran; 

b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 
terkait telah disediakan; 

c. meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi 
persyaratan pengajuan SPM; dan 

d. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang 
tercantum dalam SPM. 

(9) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA 
apabila: 
a. tidak dilengkapi surat pemyataan tanggung jawab mutlak 

PA/KPA; 
b. tidak dilengkapi surat pemyataan verifikasi PPK-SKPD/PPK­ 

unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen; 
c. tidak dilengkapi dokumen kelengkapan lainnya yang 

dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3), 
Pasal 92 ayat (4), Pasal 93 ayat (4), Pasal 95 ayat (1), dan Pasal 
96 ayat ( 1), ayat (2) dan ayat (3); dan 

d. pengeluaran terse but melebihi sisa anggaran dan/ atau dana 
tidak tersedia. 

(10) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan 
dalam proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), 
Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM paling lam bat 1 ( satu) 
hari terhitung sejak diterimanya SPM. 

(11) Dalam hal proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan perintah pencairan 
dana yang didokumentasikan dalam SP2D. 

( 12) Format kelengkapan dokumen tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 104 
( 1) LPJ Penggunaan UP dilakukan bendahara pengeluaran pada setiap 

pengajuan GU. 

b. register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran 
(SPJ); dan 

c. register penutupan kas; 

menatausahakan (3) Dokumen yang digunakan dalam 
pertanggungjawaban pengeluaran mencakup: 
a. register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran 

(SPJ); 

Pasal 103 
(1) Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, bendahara 

pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu wajib 
menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). 

(2) Untuk tertib LPJ pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban 
pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat 
tanggal 31 Desem ber. 

Bagian Keduapuluhdua 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran 

e. buku pembantu per jenis pajak 
f. buku pembantu panjar; dan 
g. register SPP /SPM/SP2D; 

(3) Pencatatan buku-buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
bersumber pada data, antara lain: 
a. bukti transaksi yang sah dan lengkap; 
b. SPP UP/GU/TU/LS; 
c. SPM UP/GU/TU/LS; 
d. SP2D; 
e. rekening koran; 
f. bukti penerimaan dan penyetoran pajak; dan 
g. dokumen pendukung lainnya sesuai Peraturan Perundang­ 

undangan. 
(4) Buku kas umum bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran 

pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib 
ditutup pada setiap akhir bulan dengan ditandatangani oleh 
bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dengan 
PA/KPA. 

(5) Penutupan BKU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri 
berita acara pemeriksaan kas. 
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(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

Pasal 106 
Bendahara pengeluaran secara administratif wajib 
mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA 
melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. 
Bendahara pengeluaran menyiapkan LPJ bendahara serta 
melakukan konsolidasi dengan LPJ bendahara pengeluaran 
pembantu. 
Bendahara pengeluaran pembantu menyiapkan LPJ sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) setiap akhir bulan untuk disampaikan 
kepada bendahara pengeluaran dengan dilampiri: 
a. BKU; dan 
b. laporan penutupan kas. 
PPK-unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) sebelum ditandatangani KPA untuk 
mendapat persetujuan. 
Pertanggungjawaban administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa LPJ yang menggambarkan jumlah anggaran, 

( 1) 

Pasal 105 
( 1) Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh bendahara 

pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu setelah TU yang 
dikelolanya telah ha bis/ selesai digunakan untuk mendanai suatu 
sub kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak 
TU diterima. 

(2) Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada PA/KPA 
melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ TU yang dilampiri 
bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah. 

(3) PPK-SKPD /PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ 
penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh PA/KPA dengan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
a. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 

terkait tersedia; 
b. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

terkait tidak melebihi sisa anggaran; dan 
c. meneliti keabsahan bukti belanja. 

(2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan UP disampaikan kepada 
PA melalui PPK-SKPD sebagai lampiran pengajuan SPP-GU dengan 
dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan sah. 

(3) Pada akhir tahun, LPJ penggunaan UP disampaikan secara khusus 
(tidak menjadi lampiran pengajuan GU), sekaligus sebagai laporan 
sisa dana UP uang tidak diperlukan lagi. 

(4) Penyampaian LPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti 
dengan penyetoran sisa dana UP ke RKUD. 
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Pertanggungjawaban fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berupa LPJ yang merupakan konsolidasi dengan LPJ bendahara 
pengeluaran pembantu, dilampiri: 
a. laporan penutupan kas; 
b. surat tanda terima SPJ dari Inspektorat Daerah Kabupaten 

Wakatobi; 
c. berita acara pemeriksaan kas beserta lampiran; 
d. laporan keadaan kas pemegang kas; 
e. register penutupan kas; 
f. rekening koran; 
g. BKU; 
h. buku pembantu bank; 

(3) 

Pasal 107 
( 1) Bendahara pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan secara 

fungsional pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya 
dengan menyampaikan LPJ pengeluaran kepada PPKD selaku BUD 
melalui bidang akuntansi dan pelaporan paling lambat tanggal 10 
bulan berikutnya. 

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
disampaikan setelah mendapat persetujuan oleh PA. 

realisasi dan sisa pagu anggaran secara kumulatif dan/atau per 
kegiatan yang dilampiri: 
a. BKU; dan 
b. laporan penutupan kas. 

(6) PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
a. meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti belanja yang 

terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait; 
b. meneliti penerimaan SP2D yang terdokumentasikan dalam 

buku atau laporan terkait; dan 
c. melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses 

belanja dan pengeluaran kas. 
(7) Apabila dalam proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6) PPK-SKPD menemukan ketidaksesuaian dan/atau 
ketidaklengkapan, maka PPK-SKPD meminta perbaikan dan/ atau 
penyempurnaan kepada bendahara pengeluaran. 

(8) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan lengkap, maka 
PPK-SKPD melakukan pengajuan penandatanganan dan 
persetujuan LPJ bendahara secara administratif kepada PA. 

(9) PA menandatangani LPJ bendahara pengeluaran yang sudah 
diverifikasi sebagai bukti persetujuan. 
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Pasal 108 
Bukti pendukung dan sahnya setiap pengeluaran uang pada bendahara 
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, mencakup: 
a. pengadaan barang/jasa: 

1. pengadaan barang: 
a) sampai dengan Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah): 

1) tanda bukti kas; 
2) bukti pembelian/bill/nota pembayaran; 
3) bukti pembayaran pajak daerah khusus untuk 

pembelanjaan makan minum di rumah makan/warung 
makan / restoran; 

4) nota pesanan barang yang memuat jumlah, merk, type 
dan spesifikasi barang (khusus belanja modal, belanja 
hibah barang dan belanja barang yang diserahkan ke 
masyarakat/ pihak ketiga); 

5) berita acara pemeriksaan administrasi basil pekerjaan 
(khusus belanja modal, belanja hibah barang dan belanja 
barang yang diserahkan ke masyarakat/ pihak ketiga); 

6) Berita acara serah terima pekerjaan dari 
PPK/PPTK/Kepala Puskesmas (BLUD FKTP) ke pengguna 
barang (khusus belanja modal, belanja hibah barang dan 
belanja barang yang diserahkan ke masyarakat/pihak 
ketiga); dan 

7) dokumentasi barang (khusus belanja modal, belanja 
hibah barang dan belanja barang yang diserahkan ke 
masyarakat/ pihak ketiga). 

b) diatas Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan 
Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah): 
1) tanda bukti kas untuk belanja Rpl .000.000,00 (satu juta 

rupiah) sampai dengan Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta 
rupiah) bermeterai Rpl0.000,00; 

1. buku pembantu kas tunai; 
J. buku pembantu pajak; 
k. buku pembantu per jenis pajak; 
1. bukti setoran pajak; 
m. register SPP/SPM/SP2D; 
n. rekapan kartu persediaan; 
o. kartu persediaan metode FIFO; dan 
p. LPJ bendahara pengeluaran pembantu. 

(4) Lampiran LPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan 
sebagai bahan rekonsiliasi belanja dan dituangkan dalam berita 
acara. 
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2) bukti pembelian/bill/nota pembayaran; 
3) nota pesanan barang yang memuat jumlah, merk, type 

dan spesifikasi barang; 
4) berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan; 
5) berita acara serah terima pekerjaan dari 

PPK/ PPTK/ Kepala Puskesmas (BLUD FKTP) ke pengguna 
barang (khusus belanja modal dan belanja barang yang 
diserahkan ke masyarakat/ pihak ketiga); 

6) faktur pajak dan e-billing pajak (untuk belanja diatas 
Rpl .000.000,00); 

7) dokumentasi barang (khusus untuk belanja modal dan 
belanja barang yang diserahkan ke masyarakat/pihak 
ketiga); dan 

8) bukti pembayaran pajak daerah khusus untuk 
pembelanjaan makan minum di rumah makan/ warung 
makan/ restoran. 

c) diatas Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan 
Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah): 
1) bukti kas bermeterai Rp 10. 000, 00; 
2) surat perintah kerja (SPK); 
3) laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dari penyedia; 
4) berita acara pemeriksaan pekerjaan; 
5) berita acara pemeriksaan dan pengujian fungsi perangkat 

(khusus mesin, aplikasi dan alat elektronik); 
6) berita acara serah terima pekerjaan dari penyedia ke PPK; 
7) berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan; 
8) berita acara serah terima pekerjaan dari ppk ke pengguna 

barang (khusus belanja modal dan belanja barang yang 
diserahkan ke masyarakat/ pihak ketiga); 

9) faktur pajak dan e-billing pajak (untuk belanja diatas 
Rpl.000.000,00); 

10) dokumentasi barang (khusus untuk belanja modal dan 
belanja barang yang diserahkan ke masyarakat/pihak 
ketiga); 

11) khusus untuk belanja bahan bakar minyak (BBM) tidak 
menggunakan berita acara pemeriksaan 
barang/ penerimaan hasil pekerjaan; dan 

12) bukti pembayaran pajak daerah khusus untuk 
pembelanjaan makan minum di rumah makan/ warung 
makan/restoran. 

d) belanja diatas Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah): 
1) bukti kas bermeterai Rp 10. 000, 00; 
2) surat perjanjian (Kontrak); 
3) laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dari penyedia; 
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4) berita acara pemeriksaan pekerjaan; 
5) berita acara pemeriksaan dan pengujian fungsi perangkat 

(khusus mesin, aplikasi dan alat elektronik); 
6) berita acara serah terima pekerjaan dari penyedia ke PPK; 
7) berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan; 
8) faktur pajak dan e-billing pajak; 
9) dokumentasi barang (khusus untuk belanja modal dan 

belanja barang yang diserahkan ke masyarakat/pihak 
ketiga); 

10) khusus untuk belanja bahan bakar minyak (BBM) tidak 
menggunakan berita acara pemeriksaan 
barang/ penerimaan hasil pekerjaan; dan 

11) bukti pembayaran pajak daerah khusus untuk 
pembelanjaan makan minum di rumah makan/ warung 
makan/ restoran. 

2. pengadaan konstruksi: 
a) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah): 

1) bukti kas bermeterai Rpl0.000,00; 
2) surat perintah kerja (SPK); 
3) laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan; 
4) berita acara pemeriksaan pekerjaan; 
5) berita acara serah terima pekerjaan dari penyedia ke PPK; 
6) berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan; 
7) berita acara serah terima pekerjaan dari PPK ke 

pengguna barang; 
8) faktur pajak dan e-billing pajak; 
9) dokumentasi (hard copy/soft copy); dan 
10) Bukti Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan. 
b) diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah): 

1) bukti kas bermeterai Rpl0.000,00; 
2) surat perjanjian (Kontrak); 
3) laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan; 
4) berita acara pemeriksaan pekerjaan dari penyedia ke 

PPK; 
5) berita acara serah terima pekerjaan dari penyedia ke PPK; 
6) berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan; 
7) berita acara serah terima pekerjaan dari PPK ke 

pengguna barang; 
8) faktur pajak dan e-billing pajak; 
9) dokumentasi (hard copy/soft copy); dan 
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10) Bukti Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan. 

3. Pengadaan Jasa konsultansi: 
a) sampai dengan Rpl00.000.000,00 (seratusjuta rupiah): 

1) bukti kas bermeterai Rpl0.000,00; 
2) surat perintah kerja (SPK); 
3) laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan; 
4) berita acara pemeriksaan pekerjaan dari penyedia ke 

PPK; 
5) berita acara serah terima pekerjaan dari penyedia ke PPK; 
6) berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan; 
7) berita acara serah terima pekerjaan dari PPK ke 

pengguna barang; 
8) faktur pajak dan e-billing pajak; 
9) dokumentasi (soft copy/hard copy). 

b) diatas Rpl00.000.000,00 (seratusjuta rupiah): 
1) Bukti kas bermeterai Rpl0.000,00; 
2) surat perjanjian (kontrak); 
3) laporan kemajuan pekerjaan; 
4) berita acara pemeriksaan pekerjaan dari penyedia ke 

PPK; 
5) berita acara serah terima pekerjaan dari penyedia ke PPK; 
6) berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan; 
7) berita acara serah terima pekerjaan dari PPK ke 

pengguna barang; 
8) faktur pajak dan e-billing pajak; dan 
9) dokumentasi (soft copy/hard copy). 

4. pengadaan jasa lainnya: 
a) sampai dengan Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah): 

1) bukti kas untuk belanja Rpl.000.000,00 (satu juta 
rupiah) sampai dengan Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta 
rupiah) bermeterai Rpl0.000,00; 

2) bukti pembelian/pembayaran/nota pesanan; dan 
3) faktur pajak dan e-billing pajak. 

b) diatas Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan 
RpS0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 
1) bukti kas bermeterai Rpl0.000,00; 
2) Kwitansi/perjanjian sewa menyewa (khusus untuk sewa 

menyewa dan tidak termasuk untuk kategori bisnis 
penginapan); dan 

3) faktur pajak dan e-billing pajak. 
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m) dokumentasi barang. 
b. belanja honorarium PNS dan Non PNS: 

1. bukti kas; 
2. daftar rincian penerimaan; 
3. keputusan penunjukan; dan 
4. e-billing pajak. 

1) 

i) 
j) berita acara pemeriksaan administrasi basil pekerjaan; 
k) berita acara serah terima pekerjaan dari PPK ke pengguna 

barang; 
faktur pajak dan e-billing pajak; dan 

surat pesanan; 
g) laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan; 
h) berita acara pemeriksaan dan pengujian fungsi perangkat 

(khusus mesin, aplikasi dan elektronik); 
berita acara serah terima pekerjaan dari penyedia ke PPK; 

e) bukti kas bermeterai Rpl0.000,00; 
f) 

c) belanja diatas RpS0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 
sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah): 
1) bukti kas bermeterai Rpl0.000,00; 
2) surat perintah kerja (SPK)/Perjanjian sewa menyewa 

(khusus untuk sewa menyewa dan tidak termasuk untuk 
kategori bisnis penginapan); 

3) laporan hasil pekerjaan (tidak termasuk sewa menyewa); 
dan 

4) faktur pajak dan e-billing pajak. 
d) belanja diatas Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah): 

1) bukti kas bermeterai Rpl0.000,00; 
2) surat perjanjian (kontrak)/perjanjian sewa menyewa 

(khusus untuk sewa menyewa dan tidak termasuk untuk 
kategori bisnis penginapan); 

3) laporan hasil pekerjaan (tidak termasuk sewa menyewa); 
dan 

4) faktur pajak dan e-billing pajak. 
5. pengadaan barang melalui e-purchasing/toko daring sampai 

dengan Rpl0.000.000,00: 
a) bukti kas bermeterai Rpl0.000,00; 
b) Bukti Pembelian yang ditandatangani oleh PPK/PPTK/Kepala 

Puskesmas (BLUD FKTP); 
c) e-billing pajak untuk belanja diatas Rp2.000.000,00; dan 
d) dokumentasi barang (khusus untuk pengadaan aset tetap 

dan barang yang diserahkan ke masyarakat/ pihak ketiga). 
6. pengadaan barang melalui e-purchasing/toko daring diatas 

Rp.10.000.000,00; 
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c. belanja uang lembur: 
1. bukti kas; 
2. surat permohonan untuk melaksanakan kegiatan lembur 

kepada kepala SKPD; 
3. surat perintah kerja lembur dari kepala SKPD; 
4. daftar hadir kegiatan lembur; 
5. daftar rincian penerimaan; dan 
6. e-billing pajak. 

d. belanja beasiswa pendidikan diatur tersendiri dengan Peraturan 
Bupati. 

e. belanja bantuan pendidikan penyelesaian studi: 
1. bukti kas; 
2. proposal yang ditujukan kepada Bupati; 
3. keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi; 
4. keterangan tidak mampu; 
5. indeks prestasi kumulatif (IPK); 
6. izin penelitian; 
7. nomor rekening bank penerima bantuan penyelesaian studi; 
8. surat rekomendasi dari tim verifikasi yang diketahui oleh 

koordinator anggaran berdasarkan formulir penelitian 
persyaratan/kelengkapan berkas; dan 

9. keputusan Bupati tentang penerima bantuan pendidikan. 
f. belanja bantuan pasca bencana: 

1. bukti kas; 
2. laporan dari kecamatan/instansi terkait; 
3. daftar/data yang ditandatangani oleh tim penilai besaran 

kerugian; 
4. keputusan Bupati tentang besaran penerima bantuan; 
5. daftar penerima bantuan yang ditandatangani oleh penerima 

bantuan dan tim penilai; dan 
6. foto/dokumentasi. 

g. belanja subsidi: 
1. bukti kas; 
2. kontrak/kerja sama operasional yang ditandatangani oleh 

Bupati dan/ atau pejabat yang ditunjuk; 
3. surat tagihan permintaan pembayaran dari bank; dan 
4. bukti transfer. 

h. belanja peningkatan kapasitas SDM: 
1. bukti kas; 
2. fotokopi sertifikat/ tanda lulus; 
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Pasal 110 
(1) Untuk kepentingan dinas Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai 

Negeri Sipil dapat diperintahkan untuk bekerja diluar jam 
dinas/kerja lembur. 

(2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
berdasarkan surat perintah kerja lembur (SPK-Lembur) yang 
dikeluarkan oleh kepala SKPD / unit kerja. 

(3) Waktu bekerja diluar jam dinas/kerja lembur dalam sehari paling 
sedikit 2 (dua) jam dan paling lama 3 (tiga) jam. 

(4) Waktu bekerja diluar jam dinas/kerja lembur yang dilakukan pada 
hari libur, dalam sehari dapat dilakukan selama lebih dari 3 (tiga) 
jam dan maksimum selama 6 (enam) jam. 

BABV 
BEKERJA DI LUAR JAM DINAS/LEMBUR 

Pasal 109 
(1) Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, penerima hibah, bantuan 

sosial, bantuan keuangan selaku obyek terperiksa wajib 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang dilengkapi bukti 
pendukung yang sah kepada auditor internal/ auditor ekstemal 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) belum disampaikan, maka akan menjadi 
pertimbangan untuk pemberian dana bantuan berikutnya. 

3. surat perjalanan dinas (SPD), bukti pengeluaran tiket 
pesawat/kapal laut, boarding pass dan laporan perjalanan dinas 
(kecuali diklat kepemimpinan dan diklat prajabatan); 

4. surattugas;dan 
5. kwitansi dan/ a tau bill kepesertaan. 

1. belanja pemeliharaan kesehatan (khusus Bupati dan Wakil Bupati): 
1. bukti kas; dan 
2. fotokopi resep dari dokter a tau keterangan dari rumah sakit 

yang disahkan. 
J. kelengkapan bukti belanja perjalanan dinas diatur terpisah pada 

BAB VIII yang mengatur tentang perjalanan dinas; 
k. belanja pengadaan tanah: 

1. bukti kas; 

2. bukti pembayaran yang sah/kwitansi/daftar penerimaan; 
3. bukti transfer (jika perlu); 
4. berita acara pelepasan hak atas tanah yang diterbitkan oleh 

notaris dan/ atau sertifikat dan/ atau surat lain yang sah; dan 
5. keputusan bupati tentang pembentukan tim pengadaan tanah. 
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Pasal 113 
(1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat 

kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat 
kedudukan semula. 

(2) Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip 
sebagai berikut: 

Bagian Kesatu 
Asas Umum Perjalanan Dinas 

BAB VIII 
PERJALANAN DINAS 

Pasal 112 
(1) Bagi pejabat/pegawai/calon pegawai yang akan/telah menduduki 

jabatan tertentu yang ditugasi mengikuti pendidikan dan pelatihan 
(diklat) kepemimpinan struktural/teknis fungsional diberikan 
biaya diklat. 

(2) Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pelatihan 
prajabatan sebagai syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri 
Sipil diberikan biaya pelatihan prajabatan sesuai kemampuan 
keuangan daerah. 

(3) Besaran biaya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan 
struktural/teknis fungsional dan pelatihan prajabatan diatur 
dengan Peraturan Bupati tersendiri. 

BAB VII 
BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN 

STRUKTURAL/TEKNIS FUNGSIONAL DAN PELATIHAN PRAJABATAN 

Pasal 111 
(1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan biaya penunjang operasional 

untuk mendukung pelaksanaan tugasnya yang disesuaikan 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur sebagai berikut: 
a. Bupati diberikan sebesar 60°/o (enam puluh persen) dari pagu 

anggaran; 
b. Wakil Bupati diberikan sebesar 40°/o (empat puluh persen) dari 

pagu anggaran. 

BAB VI 
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL 

(5) Besaran Uang Lembur serta Uang Makan dan Minum Lembur 
diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri. 
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Pasal 114 
( 1) Perjalanan dinas digolongkan menjadi: 

a. perjalanan dinas dalam negeri yaitu perjalanan dinas ke luar 
tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik 
Indonesia; 

b. perjalanan dinas luar negeri yaitu perjalanan dinas yang 
melewati batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

(2) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a terdiri dari: 
a. perjalanan dinas biasa, yaitu perjalanan dinas jabatan melewati 

batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, 
pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

b. perjalanan dinas tetap, yaitu perjalanan dinas tetap yang 
dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang 
melaksanakan perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk 
pelayanan masyarakat, seperti perjalanan dinas oleh tenaga 
penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan 
lainnya; 

c. perjalanan dinas dalam kota, yaitu perjalanan dinas di dalam 
kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, 
dan pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang­ 
undangan baik yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam 
termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam 
rangka menghadiri rapat, seminar dan sejenisnya; 

d. perjalanan dinas paket meeting dalam kota, yaitu perjalanan 
dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang 
dilaksanakan di dalam kota pada pemerintah daerah 
penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah 
penyelenggara maupun yang dilaksanakan pemerintah daerah 
penyelenggara di dalam kota daerah peserta dan biaya 
perjalanan dinasnya ditanggung oleh pemerintah daerah 
peserta; dan 

Bagian Kedua 
Jenis Perjalanan Dinas 

a. se~ek?f yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan 
pnontas serta berkaitan dengan penyelenggaraan 
pemerintahan; 

b. efisien yaitu penggunaan anggaran perjalanan dinas dilakukan 
secara hemat dan didasarkan pada kebutuhan nyata; 

c. efektif yaitu perjalanan dinas disesuaikan dengan pencapaian 
kinerja SKPD; dan 

d. akuntabel yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan 
dinas dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya perjalanan 
dinas. 
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J. 

g. mengikuti pendidikan dan pelatihan; 
h. menjemput/mengantarkan ketempat jenazah bupati dan wakil 

bupati/pimpinan dan anggota DPRD/pegawai ASN yang 
meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; 

i. menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah 
bupati dan wakil bupati/pimpinan dan anggota DPRD/Pegawai 
ASN yang meninggal dunia dari tempat kedudukan terakhir ke 
kota tempat pemakaman; dan 
pegawai negeri sipil diluar instansi pemerintah daerah yang 
melakukan perjalanan dinas sesuai nota kesepakatan atau 
perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah. 

e. perjalanan dinas paket meeting luar kota, yaitu perjalanan 
dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang 
dilaksanakan di luar kota pada pemerintah daerah 
penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah 
penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota pemerintah 
daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung 
oleh pemerintah daerah peserta. 

(3) Biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh pemerintah daerah 
penyelenggara maupun pemerintah daerah peserta sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e meliputi: 
a. biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau 

narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari 
luar kota; 

b. biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard); 
c. uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber 

baik yang berasal dari dalam kota mau pun dari luar kota; dan 
d. uang harian dan/ atau biaya penginapan peserta, 

panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami 
kesulitan transportasi. 

(4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk 
pula perjalanan dinas dalam hal: 
a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; 
b. mengikuti rapat, seminar, pelatihan, workshop, pameran, 

promosi daerah, lomba dan sejenisnya; 
c. pengumandahan (detasering); 
d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan; 
e. memberi keterangan atau menjadi saksi terhadap kasus terkait 

tugas dan jabatan; 
f. mengikuti pendidikan tugas belajar setara diploma/Sl/82/83; 
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Pasal 115 
(1) Perjalanan dinas dilakukan sesuai perintah pejabat yang 

berwenang dan tertuang dalam SfYI'. 
(2) SfYI' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani sebagai 

berikut: 

a. untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil 
Bupati, SfYI' ditandatangani oleh Bupati; 

b. untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Sekretaris 
Daerah, SfYI' ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas 
persetujuan Bupati; 

c. untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan 
Anggota DPRD, SfYI' ditandatangani oleh Unsur Pimpinan 
DPRD; 

d. untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Kepala SKPD, 
Staf Ahli Bupati, dan Asisten Sekretaris Daerah, SfYI' 
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; 

e. untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan eselon III, eselon IV 
dan staf dari setiap SKPD, SfYI' ditandatangani oleh Kepala 
SKPD; 

f. untuk perjalanan dinas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan 
Anggota TP-PKK dan/atau Dekranasda yang biaya perjalanan 
dinasnya dibebankan pada SKPD, SfYI' ditandatangani oleh 
Kepala SKPD. 

g. untuk perjalanan dinas khusus masyarakat yang mengikuti 
kegiatan seminar, workshop, lokakarya, monitoring, sosialisasi, 
studi banding, kegiatan promosi, kursus, lomba dan sejenisnya 
yang dilaksanakan di luar daerah dan merupakan bagian dari 
pelaksanaan kegiatan SKPD, SfYI' ditandatangani oleh Kepala 
SKPD. 

(3) Kewenangan penandatanganan SPT sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g 
dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk. 

(4) SfYI' sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 
mencantumkan hal-hal sebagai berikut: 
a. pemberi tugas; 
b. pelaksana tugas; 
c. waktu pelaksanaan tugas; 
d. tempat pelaksanaan tugas; dan 
e. maksud pelaksanaan tugas. 

(5) SfYI' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan 
Surat Perjalanan Dinas (SPD). 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan Perjalanan Dinas 
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Pasal 117 
( 1) Satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 

ayat (1) huruf a meliputi biaya transportasi laut, darat dan/atau 
udara pergi pulang (PP) dari pelabuhan bandara/terminal/stasiun 
keberangkatan suatu kota ke pelabuhan/bandara/terminal/ 
stasiun kota tujuan. 

Pasal 116 
( 1) Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari: 

a. biaya transportasi; 
b. biaya penginapan; 
c. sewa kendaraan dalam kota; 
d. uang harian; 
e. uang representasi; 
f. biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri; dan 
g. biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 ( rapid test/ rapid test 

antigen/ PCR test/ swab test/pemeriksaan sejenis) sepanjang 
dalam masa pandemi COVID-19. 

(2) Bia ya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat 
dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan. 

(3) Biaya yang dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
bilamana telah dilengkapi dengan bukti yang sah. 

(4) Khusus untuk biaya pemetian jenazah termasuk yang 
berhubungan dengan pengurusan jenazah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 114 ayat ( 4) huruf h dan huruf i dibayarkan sesuai 
dengan biaya riil yang dilengkapi dengan bukti yang sah. 

(5) Khusus untuk biaya angkutan jenazah termasuk yang 
berhubungan dengan pengurusan jenazah sebagaimana dimaksud 
pada pasal 114 ayat (4) huruf h dan huruf i dibayarkan sesuai 
dengan biaya riil yang dilengkapi dengan bukti yang sah. 

(6) Besaran satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur terpisah melalui Peraturan Bupati tentang 
Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah. 

Bagian Keempat 
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri 

(6) SPD pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5) ditandatangani oleh Kepala SKPD. 

(7) Seti~p pelaksana ?erjalanan dinas wajib menyampaikan laporan 
hasil perjalanan dmas kepada pejabat yang menerbitkan SPT dan 
terhadap hasil perjalanan dinas yang bersifat khusus dilaporkan 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
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Pasal 119 
( 1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

116 ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati 
dan Pimpinan DPRD yang melakukan perjalanan dinas. 

(2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sudah 
termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak. 

Pasal 118 
(1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) 

huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel 
atau tempat menginap lainnya. 

(2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan 
secara at coast (sesuai bukti pembayaran/bill payment). 

(3) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan 
fasilitas hotel atau tempat menginap lainnya, kepada yang 
bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30°/o (tiga puluh 
persen) dari tarif hotel atau penginapan dengan standar hotel 
dalam ibu kota provinsi tempat tujuan. 

(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan 
secara lumpsum. 

(5) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk 
melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, 
seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada 
hotel/ penginapan yang sama. 

(6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya 
hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati 
tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wakatobi 
Tahun Anggaran 2023, maka pelaksana perjalanan dinas 
menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada 
hotel/penginapan dimaksud. 

(2) Satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta 
biaya retribusi lainnya. 

(3) Dalam melakukan perjalanan dinas, satuan biaya transportasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan metode at cost 
(sesuai bukti pengeluaran) dan dapat diberikan uang muka biaya 
transportasi. 

(4) Uang muka biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) diberikan maksimal 50°/o (lima puluh persen) dari standar yang 
ditetapkan dan akan dipertanggungjawabkan sesuai bukti 
pengeluaran. 

(5) Khusus untuk biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 114 ayat (4) huruf h dan huruf i diberikan 
tambahan biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah. 
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Pasal 122 
(1) Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 116 ayat (1) huruf f merupakan biaya yang digunakan 
untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali 
perjalanan taksi antara lain: 
a. satuan biaya taksi keberangkatan dari kantor tempat 

kedudukan asal menuju bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun 
keberangkatan ke tempat tujuan; 

b. satuan biaya taksi Keberangkatan dari 
bandara/ pelabuhan / terminal/ stasiun kedatangan men uju 
tempat tujuan; 

c. satuan biaya taksi kepulangan dari tempat tujuan menuju 
bandara/pelabuhan/terminal/stasiun untuk keberangkatan ke 
tempat kedudukan asal; 

d. satuan biaya taksi Kepulangan dari bandara/pelabuhan/ 
terminal/stasiun kedatangan menuju kantor tempat 
kedudukan asal. 

(2) Dalam setiap satu kali perjalanan dinas dalam negeri, pelaksana 
perjalanan dinas diberikan biaya taksi maksimal sebanyak 4 
(empat) kali perjalanan taksi. 

(3) Standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dibayarkan secara lumsum berdasarkan 
besaran yang telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar 
Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 
2023. 

Pasal 121 
Vang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) 
huruf e dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, 
Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Sekretaris DPRD/Pelaksana Tugas 
Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/Pelaksana Tugas Kepala Dinas, dan 
Kepala Badan/ Pelaksana Tugas Kepala Badan selama melakukan 
perjalanan dinas. 

Pasal 120 
(1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) 

huruf d merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari bagi 
pelaksana perjalanan dinas yang dapat digunakan untuk: 
a. uang makan; 
b. uang transport lokal; dan 
c. uang saku. 

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan 
secara lumpsum, yang besarannya diatur dalam Peraturan Bupati 
tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wakatobi 
Tahun Anggaran 2023. 
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Pasal 124 
(1) Jumlah hari perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah dalam 

daerah maksimal 3 (tiga) hari. 
(2) Jumlah hari perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah luar 

daerah sebagai berikut: 
a. perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah dalam provinsi 

dengan pelaksanaan kegiatan selama 1-2 (satu sampai dua) 
hari diberikan waktu perjalanan dinas maksimal 4 (empat) hari; 

b. perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah dalam provinsi 
dengan pelaksanaan kegiatan selama 3 (tiga) hari diberikan 
waktu perjalanan dinas maksimal 5 (lima) hari; 

c. perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah luar provinsi 
dengan pelaksanaan kegiatan selama 1-2 (satu sampai dua) 
hari diberikan waktu perjalanan dinas maksimal 5 (lima) hari; 

d. perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah luar provinsi 
dengan pelaksanaan kegiatan selama 3 (tiga) hari diberikan 
waktu perjalanan dinas maksimal 6 (enam) hari; 

e. perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah luar provinsi 
dengan pelaksanaan kegiatan selama 4 (empat) hari diberikan 
waktu perjalanan dinas maksimal 7 (tujuh) hari; dan 

f. perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah luar provinsi 
dengan pelaksanaan kegiatan selama 5 (lima) hari diberikan 
waktu perjalanan dinas maksimal 7 (tujuh) hari. 

Bagian Kelima 
Jumlah Hari Perjalanan Dinas Dalam Negeri 

Pasal 123 
( 1) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/ rapid test 

antigen/ PCR test/ swab test/pemeriksaan sejenis) sepanjang dalam 
masa pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 
ayat (1) huruf g dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas 
yang dalam perjalanannya disyaratkan untuk melakukan rapid 
test/ PCR test/ swab test. 

(2) Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibayarkan secara at cost. 

(4) Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat melebihi 
besaran standar biaya yang telah ditetapkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) sepanjang didukung dengan pengeluaran 
riil (pem biayaan secara at cost). 

(5) Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) hanya berlaku untuk perjalanan dinas wilayah luar 
daerah Kabupaten Wakatobi. 
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Pasal 125 
(1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari 

sebagaimana diatur dalam Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) dan 

(3) Kegiatan perjalanan dinas dalam rangka kajian antar daerah 
ditentukan secara selektif dan dibatasi waktunya maksimal 5 (lima) 
hari untuk luar provinsi, dan 4 (empat) hari untuk dalam provinsi. 

(4) Khusus Bupati dan Wakil Bupati dalam melakukan kegiatan 
perjalanan dinas dalam provinsi dan luar provinsi yang 
kegiatannya bersambung disesuaikan dengan jadwal kegiatan 
sampai selesai dan dibayarkan uang harian sesuai jumlah hari 
pelaksanaan tugas. 

(5) Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati dalam melakukan 
kegiatan perjalanan dinas dalam provinsi dan luar provinsi 
mendampingi Bupati dan Wakil Bupati dibayarkan uang harian 
sesuai jumlah hari pelaksanaan tugas mendampingi Bupati dan 
Wakil Bupati. 

(6) Kegiatan perjalanan dinas dalam rangka rapat/ 
sosialisasi/ seminar /bimtek/ diklat/workshop dan sejenisnya 
diberikan jumlah hari perjalanan sesuai surat undangan 
pelaksanaan kegiatan. 

(7) Peserta diklat/workshop dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh 
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya diberikan biaya 
kepesertaan secara at cost (sesuai kwitansi dari penyelenggara 
kegiatan). 

(8) Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Inspektorat 
untuk melakukan pemeriksaan dalam daerah dapat dilakukan 
lebih dari 7 (tujuh) hari sesuai kebutuhan dan surat tugas. 

(9) Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Kabupaten Wakatobi untuk melakukan pengurusan Kepegawaian 
dapat dilakukan lebih dari 7 (tujuh) hari sesuai kebutuhan dan 
surat tugas. 

( 10) Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan konsinyering 
penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat 
dilakukan lebih dari 7 (tujuh) hari sesuai kebutuhan dan surat 
tugas. 

(11) Perjalanan dinas dalam rangka rapat sosialisasi/seminar/ 
bimtek/Diklat/workshop dan sejenisnya yang dilaksanakan oleh 
badan/lembaga Diklat kementerian dapat dilakukan lebih dari 7 
(tujuh) hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan sampai selesai. 

( 12) Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan reses anggota DPRD 
dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari disesuaikan dengan jadwal 
kegiatan dan surat tugas. 

(13) Perjalanan dinas anggota DPRD dalam rangka sosialisasi peraturan 
perundang-undangan dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari 
disesuaikan dengan jadwal kegiatan dan surat tugas. 
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Pasal 126 
(1) Satuan biaya transportasi luar negeri diperuntukan bagi pembelian 

tiket pesawat udara dari bandara tempat berkedudukan, pindah 
pesawat ke berbagai bandara kota tujuan diluar negeri PP. 

(2) Satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta 
biaya retribusi lainnya. 

(3) Dalam melakukan perjalanan dinas, satuan biaya transportasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan metode at cost 
(sesuai bukti pengeluaran) dan diberikan uang muka biaya 
transportasi. 

(4) Uang muka biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) diberikan maksimal 75°/o (tujuh puluh lima persen) dari standar 
yang ditetapkan dan akan dipertanggungjawabkan sesuai bukti 
pengeluaran. 

(5) Jika bukti pengeluaran (tiket) lebih besar dari uang muka, maka 
akan mengajukan reimburstment (tambahan biaya) kepada 
bendahara pengeluaran dan/atau bukti pengeluaran (tiket) lebih 
kecil dari uang muka, maka kelebihan uang muka akan 
dikembalikan ke kas bendahara pengeluaran. 

(6) Uang harian dan operasional luar negeri ditetapkan untuk 
komponen biaya perjalanan dinas Luar Negeri perhari meliputi 
biaya penginapan dan uang harian (uang saku, transport lokal dan 
uang makan). 

Bagian Keenam 
Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri 

tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPD, dapat 
diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang 
representasi, dan sewa kendaraan. 

(2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan 
s~w~ kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat 
dimintakan pada PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan 
melampirkan dokumen berupa: 
a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar / kepala 

bandara/ perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/ atau 
b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas. 

(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
PA/KPA membebankan biaya tambahan uang harian, biaya 
penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan pada DPA­ 
SKPD yang bersangkutan. 

(4) Dalam hal hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang 
ditetapkan dalam SPD dan SPT, pelaksana SPD harus 
mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang 
representasi, dan sewa kendaraan yang telah diterimanya kepada 
PA/KPA. 
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Pasal 127 
( 1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan 

dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada 
PA/KPA paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah perjalanan dinas 
selesai dilaksanakan. 

(2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa: 
a. SPT yang sah dari pejabat yang berwenang; 
b. SPD yang telah ditandatangani oleh Kepala SKPD dan pejabat 

ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang 
menjadi tempat tujuan perjalanan dinas (lembar 1 dan lembar 2); 

c. rincian perjalanan dinas; 
d. tiket pen um pang dan boarding pass (khusus tiket pesawat); 
e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan berupa 

kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh 
badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; 

f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; 
g. bukti rapid test atau sejenisnya (menyesuaikan); 
h. bukti pengeluaran riil (jika ada). 
i. laporan hasil perjalanan dinas; dan 
J. bukti kas. 

Bagian Ketujuh 
Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas 

(7) Perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapatkan izin dari 
pejabat yang berwenang dan melaporkan hasil perjalanan dinas 
kepada Bupati secara tertulis. 

(8) Perjalanan dinas ke luar negeri hanya diperuntukkan bagi kegiatan 
yang merupakan agenda Pemerintah sebagai berikut: 
a. kegiatan rapat, simposium dan seminar yang didukung dengan 

undangan resmi dari kementerian/lembaga negara dan badan 
d unia/ in ternasional untuk bertindak mewakili pemerin tah 
daerah dan/ atau pemerintah pusat; 

b. kegiatan promosi daerah yang kegiatannya sangat signifikan 
bagi kepentingan daerah dan pelaksanaannya harus mendapat 
persetujuan Bupati. 

(9) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Kepala SKPD, Pegawai ASN 
dan Pegawai Non PNS yang melakukan perjalanan dinas luar negeri 
dapat diberi fasilitas sewa kendaraan sesuai dengan 
peruntukannya dan diberikan secara at cost (sesuai pengeluaran). 

( 10) Besaran satuan biaya perjalanan dinas luar negeri diatur tersendiri 
dengan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga 
Pemerintah Daerah. 

( 11) Format kelengkapan dokumen perjalanan dinas tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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a. undangan; 
b. SPT yang sah dari pejabat yang berwenang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1); 
c. tiket penumpang dan/ atau boarding pass (tiket pesawat); 
d. bukti rapid test atau sejenisnya (menyesuaikan); 
e. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya; 
f. daftar rincian biaya perjalanan dinas peserta (kolektif); dan 

g. bukti kas. 

(7) 

(3) Laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf j minimal memuat: 
a. dasar perjalanan dinas; 
b. maksud dan tujuan perjalanan dinas; 
c. waktu pelaksanaan perjalanan dinas; dan 
d. laporan hasil kegiatan. 

(4) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau hotel atau 
tempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf d dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya 
perjalanan dinas dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h. 

(5) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pemateri/ narasumber 
kegiatan seminar/ rakor / sosialisasi/ pelatihan / kegiatan sejenis 
melampirkan dokumen berupa: 
a. surat permohonan narasumber dari SKPD; 
b. surat persetujuan sebagai narasumber / surat perintah tugas; 
c. rincian biaya perjalanan; 
d. tiket pen um pang dan/ atau boarding pass (tiket pesawat); 
e. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya; 
f. bukti rapid test atau sejenisnya (menyesuaikan); dan 
g. bukti kas. 

(6) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas peserta kegiatan 
seminar/ rakor / sosialisasi/ pelatihan / lomba/ kegiatan sejenis dalam 
daerah khusus non ASN melampirkan dokumen berupa: 
a. undangan; 
b. daftar rincian biaya perjalanan dinas peserta (kolektif); 
c. tiket penumpang; dan 
d. bukti kas. 
Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas peserta kegiatan 
seminar/ rakor / sosialisasi/ pelatihan I lomba/ kegiatan sejenis luar 
daerah khusus non ASN melampirkan dokumen berupa: 
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Bagian Kesatu 
Ruang Lingkup 

BAB IX 
PERGESERAN ANGGARAN 

Pasal 129 
(1) Pergeseran anggaran belanja dapat dilakukan apabila terdapat 

keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran. 
(2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran 

belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: 
a. program, kegiatan, dan sub kegiatan pelayanan dasar 

masyarakat yang belum tersedia dan/atau belum tercukupi 
dalam tahun anggaran berjalan; 

b. pergeseran yang disebabkan adanya penambahan atau 
pengurangan pagu anggaran belanja baik objek belanja, rincian 
objek belanja maupun uraian dalam rincian objek belanja 
dengan tidak mengurangi jumlah anggaran yang ditetapkan 
dalam DPA; 

c. pergeseran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk 
teknis/petunjuk operasional terhadap kegiatan yang bersumber 
dari dana transfer pemerintah pusat dan/atau dana transfer 
pemerintah provinsi yang sudah jelas peruntukannya; 

d. pergeseran yang disebabkan adanya penerimaan dari 
pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, serta dana 

Pasal 128 
( 1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya 

pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan. 
(2) D_okumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan 

biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. surat pemyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari 

Kepala SKPD pelaksana SPD; 
b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan 

dinas; dan 
c. pemyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transpor 

dan/ a tau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi 
dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA. 

(3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; 

a tau 
b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya 

penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ refund. 
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Pasal 130 
(1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat 

(1) dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar 
program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok, 
an tar jenis, an tar objek, antar rincian objek dan/ atau an tar sub 
rincian objek. 

(2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri 
dari: 
a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan 
b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan 

APBD. 
(3) Pergeseran angggaran yang menyebabkan perubahan APBD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu: 
a. pergeseran antar organisasi; 
b. pergeseran antar unit organisasi; 
c. pergeseran antar program; 
d. pergeseran antar kegiatan; 
e. pergeseran antar sub kegiatan; 
f. pergeseran antar kelompok; dan 
g. pergeseran antar jenis. 

Bagian Kedua 
Jenis dan Mekanisme Pergeseran Anggaran 

sisa lebih 
dan/atau 
bantuan 

pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam 
perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya 
pergeseran belanja tidak terduga untuk 
penanggulangan bencana alam/bencana sosial; 

g. penyediaan anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan obat­ 
obatan, logistik/sandang dan pangan diformulasikan ke dalam 
RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan 
kegiatan dimaksud; 

h. penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan 
disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota/desa yang dilanda 
bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada belanja 
bantuan keuangan; 

1. pergeseran yang disebabkan adanya keadaan kahar dan/atau 
keadaan luar biasa yang harus merubah anggaran; dan 

J. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah 
daerah dan masyarakat. 

f. 

transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya yang belum 
cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD; 

e. pergeseran yang disebabkan adanya kebijakan dari pemerintah 
pusat; 
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Pasal 131 
(1) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan 

perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) 
huruf a dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui 
Peraturan Bupati dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. 

(2) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kondisi 
mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat 
nasional maupun daerah diantaranya: 

(4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu: 
a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama pada sub 

kegiatan berkenaan; 
b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub 

kegiatan berkenaan; 
c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang 

sama pada sub kegiatan berkenaan; dan 
d. pergeseran atas uraian dari sub rincian objek; 

(5) Pergesaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 
dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah. 

(6) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b 
dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. 

(7) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c 
dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. 

(8) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d 
dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. 

(9) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d 
dapat berupa perubahan lokasi, perubahan uraian keterangan, 
perubahan harga satuan berdasarkan jenis barang/jasa, dan/atau 
volume. 

(10) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, 
huruf b, dan huruf c dapat dilakukan melalui perubahan RKA 
SKPD untuk selanjutnya dilakukan perubahan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran APBD dan/atau perubahan Peraturan Bupati 
tentang perubahan penjabaran APBD; 

(11) Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagiamana 
dimaksud pada ayat (4) huruf d dapat dilakukan melalui 
penyusunan perubahan DPA SKPD pada tahapan pelaksanaan 
tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
APBD dan/atau perubahan Peraturan Bupati tentang perubahan 
penjabaran APBD; 

(12) Pergeseran yang tidak menyebabkan perubahan APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan untuk 
kelompok belanja modal bilamana pergeseran tersebut 
menyebabkan perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik 
Daerah. 
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a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang belum 
tersedia dan/atau belum tercukupi dalam tahun anggaran 
berjalan; 

b. penyesuaian belanja pada program, kegiatan, maupun sub 
kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas 
peruntukannya, dana darurat yang diterima daerah pada tahap 
pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang 
belum cukup tersedia dan/ a tau belum dianggarkan; 

c. penyesuaian belanja pada program, kegiatan, maupun sub 
kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas 
peruntukannya, dana darurat yang diterima daerah pada tahap 
pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang 
belum cukup tersedia dan/ atau belum dianggarkan; 

d. adanya kebijakan mendesak dari pemerintah pusat yang 
menyebabkan harus dilakukannya pergeseran antar organisasi, 
unit organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, 
dan/ a tau jenis; 

e. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah 
daerah dan/ atau masyarakat; 

f. pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam sisa lebih 
perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/ atau 
pergeseran belanja tidak terduga untuk bantuan 
penanggulangan bencana alam/non alam, dan/atau bencana 
sosial; dan 

g. pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam sisa lebih 
perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya untuk 
pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan: 
1. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran 

sebelumnya yang telah ada berita acara serah terima 
pekerjaan dan telah terbit SPM namun belum dilakukan 
pembayaran; dan 

2. akibat putusan pengadilan yang telah mempunya kekuatan 
hukum tetap (incracht) dan sudah tidak ada upaya hukum 
lainnya. 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e 
meliputi: 
a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat 

yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran 
berjalan; 

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat 
wajib; dan 

c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah 
daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta 
amanat peraturan perundang-undangan. 

(4) Jika pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran anggaran 
ditampung dalam Perda Perubahan APBD. 
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Pasal 134 
( 1) Kepala SKPD mengusulkan pergeseran anggaran untuk evaluasi 

oleh TAPD disertai dengan: 
a. penjelasan latar belakang dilakukannya pergeseran; 
b. rencana perubahan DPA; 
c. realisasi anggaran yang akan mengalami pergeseran. 

(2) Hasil evaluasi oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa: 
a. menerbitkan berita acara persetujuan jika pergeseran anggaran 

tidak merubah perda APBD; 
b. tidak menerbitkan berita acara persetujuan jika pergeseran 

anggaran merubah perda APBD; dan 
c. menerbitkan berita acara persetujuan jika pergeseran anggaran 

merubah perda APBD disebabkan kondisi tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1). 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Pelaksanaan Pergeseran Anggaran 

Pasal 133 
( 1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan dengan menyusun 

perubahan DPA-SKPD. 
(2) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD 

mengikuti ketentuan dan mekanisme perubahan APBD. 
(3) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas. 

Pasal 132 
(1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD 

yang dilakukan sebelum perubahan APBD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan tanpa 
melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 
terlebih dahulu. 

(2) Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD. 

(3) Pergeseran anggaran yang dilakukan setelah ditetapkannya 
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD harus dilaporkan 
dalam Laporan Realisasi Anggaran. 

(4) Semua pergeseran dapat dilakukan berdasarkan perubahan DPA­ 
SKPD. 

(5) Jika pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan setelah peru bahan APBD, dilaporkan dalam laporan 
realisasi anggaran. 
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Pasal 135 
Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama 
APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. 

( 1) 

Bagian Kesatu 
Laporan Realisasi Semester Pertama 

BABX 
PERTANGGUNGJAWABAN APBD 

(9) 

(8) 

(6) 
(7) 

(3) Sekretaris Daerah berdasarkan berita acara persetujuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menerbitkan surat 
keputusan persetujuan terhadap pergeseran anggaran antar objek 
dalam jenis yang sama pada sub kegiatan berkenaan. 

(4) PPKD berdasarkan berita acara persetujuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a menerbitkan surat keputusan 
persetujuan terhadap pergeseran anggaran antar rincian objek 
dalam objek yang sama dalam satu jenis pada sub kegiatan 
berkenaan. 

(5) PPKD berdasarkan berita acara persetujuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a menerbitkan surat keputusan 
persetujuan terhadap pergeseran anggaran antar sub rincian objek 
dalam rincian objek dan dalam objek yang sama dalam satu jenis 
pada sub kegiatan berkenaan. 

(5) PPKD berdasarkan berita acara persetujuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a menerbitkan surat keputusan 
persetujuan terhadap pergeseran anggaran atas uraian dari sub 
rincian objek. 

(6) Berdasarkan berita acara persetujuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c: 
a. PPKD menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Penjabaran APBD; 
b. Bupati berdasarkan pertimbangan Sekretaris Daerah selaku 

Ketua TAPD, mengotorisasi rancangan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan 
Bupati; dan 

c. PPKD menyiapkan surat Bupati perihal pemberitahuan atas 
perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada 
pimpinan DPRD. 

PA menyiapkan rancangan perubahan anggaran kas. 
Berdasarkan rancangan perubahan anggaran kas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6), PA menyiapkan rancangan perubahan 
DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran. 
Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD. 
Format kelengkapan dokumen pergeseran anggaran tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 136 
(1) PPK-SKPD menyerahkan laporan realisasi semester pertama APBD 

dan prognosis SKPD kepada Kepala SKPD selaku PA untuk 
ditandatangani. 

(2) Kepala SKPD selaku PA melakukan verifikasi untuk meneliti 
ketepatan, kelengkapan dan kevalidan perhitungan dalam 
penyajian data dan informasi yang tercantum pada laporan 
realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD yang 
diserahkan oleh PPK SKPD. 

(3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dinyatakan sesuai, Kepala SKPD selaku PA menandatangani 
laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD. 

(4) Kepala SKPD selaku PA menyampaikan laporan realisasi semester 
pertama APBD dan prognosis SKPD yang telah ditandatangani 
kepada PPKD selaku BUD paling lambat 10 hari setelah semester 
pertama berakhir. 

(5) Dalam hal laporan realisasi semester pertama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) terlambat disampaikan, maka akan 
dilakukan penundaan penerbitan SP2D Ganti Uang. 

(6) Berdasarkan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), PPKD selaku BUD melalui bidang akuntansi dan pelaporan 
melakukan verifikasi dengan langkah-langkah meneliti kesesuaian 
laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD 
dengan: 
a. pencatatan dan penyetoran penerimaan; dan 
b. pencatatan serta pencairan dana untuk belanja SKPD yang ada 

di BUD. 
(7) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

dinyatakan telah sesuai, PPKD selaku BUD menggabungkan 
laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD 
menjadi laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis 
pemerintah daerah paling lambat minggu kedua bulan Juli. 

(8) Draft laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis 
pemerintah daerah hasil penggabungan sebagaimana dimaksud 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan 
perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam periode 
Januari s.d. Juni pada tahun anggaran berkenaan serta 
menyajikan unsur-unsur sebagai berikut: 
a. pendapatan-LRA; 
b. belanja; 
c. transfer; 
d. surplus/defisit-LRA; 
e. pembiayaan; dan 
f. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. 
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Pasal 137 
(1) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran 

berkenaan dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran 
untuk ditetapkan sebagai laporan keuangan SKPD. 

Bagian Kedua 
Laporan Tahunan 

e. ringkasan LRA Pendapatan dan Belanja Daerah per 30 Juni 
2023; 

f. register SP2D UP/GU/TU/LS/nihil per 30 Juni 2023; 
g. SPJ pendapatan fungsional per 30 Juni 2023; 
h. SPJ belanja fungsional per 30 Juni 2023; 
1. STS pengembalian pembayaran per 30 Juni 2023; 
J. STS pengembalian TU per 30 Juni 2023; 
k. buku pajak, PPN/PPh/pajak daerah per 30 Juni 2023; 
1. jumal penyesuaian per 30 Juni 2023 (jika ada); 
m. jumal koreksi per 30 Juni 2023 (jika ada); 
n. bukti memorial jumal dan pembukuan per 30 Juni 2023 (jika 

ada); 
o. SP2T (Surat Pengesahan Pendapatan Transfer) untuk 

pengakuan pendapatan transfer dana desa; 
p. SP2DK (Surat Pengesahan Pendapatan Dana Kapitasi) untuk 

pengakuan pendapatan dana kapitasi; dan 
q. SPB dan SP2B bagi laporan dana BOS, BLUD, dana desa dan 

JKN pada FKTP per 30 Juni 2023; 

pemenuhan kewajiban perpajakan 
daerah semester II tahun anggaran 
Tahun Anggaran 2023 dari Bidang 
Badan Keuangan dan Aset Daerah 

b. hasil verifikasi atas 
bendahara pemerintah 
2022 dan semester I 
Perbendaharaan pada 
Kabupaten Wakatobi; 

c. rekening koran per 30 Juni 2023; 
d. penjabaran LRA per 30 Juni 2023; 

pada ayat (7) disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku 
koordinator pengelolaan keuangan daerah untuk mendapat 
persetujuan. 

(9) Setelah disetujui, draft sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
disampaikan kepada Bupati untuk ditandatangani paling lambat 
minggu ketiga bulan Juli. 

(10) Bupati menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD 
dan prognosis pemerintah daerah kepada DPRD paling lambat 
akhir bulan Juli. 

( 11) Laporan realisasi semester pertama sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (4) di dilampiri dengan: 
a. pernyataan tanggungjawab kepala SKPD per 30 Juni 2023; 
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m. daftar piutang pendapatan per 31 Desember 2023; 
n. rekap penyisihan piutang pendapatan tahun 2022 yang 

terbayar pada tahun 2023; 
o. daftar penyisihan piutang pendapatan per 31 Desember 2023; 
p. berita acara rekonsiliasi persediaan per 31 Desember 2023; 

pemenuhan kewajiban perpajakan 
daerah semester II tah un anggaran 
Tahun Anggaran 2023 dari Bidang 
Badan Keuangan dan Aset Daerah 

b. hasil verifikasi atas 
bendahara pemerintah 
2022 dan semester I 
Perbendaharaan pada 
Kabupaten Wakatobi; 

c. rekening koran per 31 Desember 2023; 
d. penjabaran LRA per 31 Desember 2023; 
e. register SP2D UP /GU /TU /LS /nihil per 31 Desember 2023; 
f. BKU bendahara penerimaan dan/ atau bendahara pengeluaran 

tahun 2023; 
g. SPJ pendapatan fungsional per 31 Desember 2023; 
h. SPJ belanja fungsional per 31 Desember 2023; 
i. STS pengembalian sisa UP /TU per 31 Desember 2023; 
J. STS pengembalian akibat kesalahan pembayaran per 31 

Desember 2023; 
k. buku pajak, PPN/PPh/pajak daerah 31 Desember 2023; 
1. rekap piutang pendapatan tahun 2022 yang terbayar pada 

tahun 2023; 

Pasal 138 
(1) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 

ayat ( 1) terdiri atas: 
a. laporan realisasi anggaran (LRA); 
b. neraca; 
c. laporan operasional (LO); 
d. laporan perubahan ekuitas (LPE); dan 
e. catatan atas laporan keuangan (CaLK). 

(2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilampiri dengan: 
a. pernyataan tanggung jawab kepala SKPD per 31 Desember 

2023; 

(2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
disampaikan pada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan 
keuangan Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 31 bulan 
Januari tahun berikutnya. 

(3) Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
terlambat disampaikan, maka akan dilakukan penundaan 
penerbitan SP2D Uang Persediaan. 
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q. rekap berita acara perhitungan fisik persediaan 31 Desember 
2023; 

r. kartu persediaan per 31 Desember 2023 (metode FIFO); 
s. rekap persediaan per 31 Desember 2023; 
t. rincian barang persediaan per 31 Desember 2023 (khusus 

persediaan obat lampirkan obat program dan obat kadarluarsa 
s.d 31 Desember 2023); 

u. mutasi penyesuaian aset tetap dan aset lainnya per 31 
Desember 2023; 

v. laporan rekapitulasi penyusutan per 31 Desember 2023; 
w. daftar mutasi aset tetap per 31 Desember 2023; 
x. daftar mutasi aset lainnya per 31 Desember 2023; 
y. daftar beban pegawai per 31 Desember 2023; 
z. daftar beban jasa per 31 Desember 2023; 
re. daftar penyelesaian utang jangka pendek lainya s.d 31 

Desember 2023; 
0. daftar utangjangka pendek lainnya per 31 Desember 2023; 
a. perbandingan prestasi pekerjaan dengan realisasi keuangan per 

31 Desember 2023; 
aa. daftar pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengadaan 

barang/jasa SKPD per 31 Desember 2023; 
bb. jumal balik per 31 Desember 2023; 
cc. jumal penyesuaian per 31 Desember 2023; 
dd.jumal koreksi per 31 Desember 2023; 
ee. bukti memorial jumal dan pembukuan (jika ada) per 31 

Desember 2023; 
ff. register data kontrak per 31 Desember 2023; 
gg. SP2T (Surat Pengesahan Pendapatan Transfer) untuk 

pengakuan pendapatan transfer dana desa; 
hh. SP2DK (Surat Pengesahan Pendapatan Dana Kapitasi) untuk 

pengakuan pendapatan dana kapitasi; dan 
11. SPB dan SP2B bagi laporan dana BOS, BLUD, dana desa dan 

JKN pada FKTP per 31 Desember 2023; 
jj. rincian penerimaan dan pengeluaran dana BOS s.d 31 

Desember 2023; 
kk. rincian penerimaan dan pengeluaran dana JKN pada FKTP s.d 

31 Desember 2023; dan 
11. rincian penerimaan dan pengeluaran BLUD s.d 31 desember 

2023. 
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Pasal 141 
( 1) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi 

keuangan daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan 
kepada Bupati melalui PPKD sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

Pasal 140 
(1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat 

(2) disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK), paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran 
berakhir, setelah dilakukan review oleh Inspektorat Daerah 
Kabupaten Wakatobi. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilampiri 
dengan surat pemyataan pertanggungjawaban Bupati yang 
menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya 
telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian 
terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil 
pemeriksaan BPK. 

c. neraca; 

d. laporan operasional (LO); 
e. laporan arus kas (LAK); 

f. laporan perubahan ekuitas (LPE); dan 
g. catatan atas laporan keuangan (CaLK). 

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun 
dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur 
standar akuntansi pemerintahan dan dilampiri dengan ikhtisar 
realisasi kinerja, laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah, 
dan laporan realisasi APBD. 

Pasal 139 
(1) PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan 

cara menggabungkan laporan keuangan SKPD paling lambat 3 
(tiga) bulan setelah berakhimya tahun anggaran berkenaan. 

(2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam 
rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

(3) Laporan keuangan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
terdiri atas: 

a. laporan realisasi anggaran (LRA); 

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSaL); 
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Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 
bentuk fasilitasi, konsultansi, pendidikan dan pelatihan, serta 
penelitian dan pengembangan. 

(2) 

Pasal 144 
( 1) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan keuangan Daerah 

dilaksanakan oleh Bupati. 

BAB XI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

(1) 
Pasal 143 

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
142 ayat (1) dan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 142 ayat (4) disampaikan kepada Gubernur 
paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan 
rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah 
dan Peraturan Bupati. 
Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang telah 
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan 
kepada DPRD. 

(2) 

Pasal 142 
(1) Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang 

pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan 
dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan 
keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun 
anggaran berakhir. 

(2) Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Bupati bersama 
DPRD untuk mendapat persetujuan bersama yang dituangkan 
dalam berita acara persetujuan. 

(3) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah 
tahun anggaran berakhir. 

(4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 

Bagian Ketiga 
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

(2) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi 
keuangan daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada 
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 
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Pasal 146 
(1) Batas pengajuan SPM Gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan PPPK) 

setiap bulannya adalah tanggal 25 bulan sebelumnya. 
(2) Pengajuan SPM Tambahan Penghasilan PNS untuk tahun berjalan 

diajukan setiap bulan setelah terbitnya rekomendasi dari 
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 

(3) Dalam rangka penyerapan anggaran, pengajuan SPM disesuaikan 
dengan Rencana Anggaran Kas (RAK) dan Rencana Pencairan Dana 
(RPD). 

(4) Untuk kegiatan yang progres pekerjaannya kurang dari 50% (lima 
puluh persen) sampai berakhirnya masa kontrak, maka PPK 
langsung melakukan pemutusan kontrak setelah melaksanakan 3 
(tiga) kali Show Cause Meeting (CSM). 

(5) Setelah pemutusan Kontrak, PPK wajib melakukan: 
a. mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan; 
b. mengembalikan sisa uang muka yang telah dibayarkan; dan 
c. merekomendasikan Penyedia ke dalam daftar Black List LKPP. 

(6) PPK dapat memberikan kesempatan kepada penyedia yang masa 
pelaksanaan pekejaannya telah berakhir maksimal 50 (lima puluh) 
hari kalender dengan pertimbangan bahwa pekerjaan tersebut 
dapat diselesaikan 100°/o, dengan terlebih dahulu melakukan 
addendum kontrak dan perpanjangan masa berlaku jaminan 
pelaksanaan (apabila ada). 

(7) Untuk kegiatan yang mekanisme pencairannya lewat SPM-LS 
pengadaan barang dan jasa (selain LS Rutin), wajib menggunakan 
rekening penyedia. 

(8) Pengadaan barang melalui e-purchasing/toko daring dengan nilai 
sampai dengan Rpl0.000.000,00 dapat melalui mekanisme Uang 
Persediaan (UP). 

(9) Untuk pengadaan tanah, wajib melampirkan Kesesuaian Kegiatan 
Penataan Ruang (KKPR) yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi. 

BAB XII 
HAL-HAL KHUSUS LAINNYA 

Pasal 145 
Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 
bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan 
bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang­ 
undangan. 
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Pasal 147 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Wakatobi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 
3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 

( 10) Penyedia dapat mengajukan uang muka setelah PPK menerbitkan 
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai dengan klausal yang 
diatur dalam kontrak. 

(11) Pembayaran biaya perencanaan teknis didasarkan pada 
pencapaian prestasi atau kemajuan perencanaan setiap tahapan 
dengan ketentuan dilakukan sebagai berikut: 
a. tahap konsepsi perancangan sebesar 15°/o (lima belas persen); 
b. tahap pra rancangan sebesar 20o/o (dua puluh persen); 
c. tahap pengembangan rancangan sebesar 25°/o (dua puluh lima 

persen); 
d. tahap rancangan detail meliputi penyusunan rancangan 

gambar detail dan penyusunan rencana kerja dan syarat, serta 
rencana anggaran biaya sebesar 20°/o (dua puluh persen); 

e. tahap tender penyedia jasa pelaksanaan konstruksi sebesar 5% 
(lima persen); dan 

f. tahap pengawasan berkala sebesar 15°/o (lima belas persen). 
( 12) Pembayaran biaya pengawasan konstruksi dilakukan secara 

bulanan atau tahapan tertentu didasarkan pada prestasi atau 
kemajuan pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik di lapangan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. pengawasan konstruksi tahap pelaksanaan konstruksi fisik 

sampai dengan serah terima pertama (provisional hand overj 
pekerjaan konstruksi paling banyak sebesar 90°/o (sembilan 
puluh persen); dan 

b. pengawasan konstruksi tahap Pemeliharaan sampai dengan 
serah terima akhir (final hand overj pekerjaan konstruksi 
sebesar 10% sepuluh persen). 

(13) Pencairan Permintaan untuk pembayaran LS yang masa 
kontraknya berakhir antara tanggal 20 s.d. 31 Desember dengan 
progres kemajuan pekerjaan 95% (sembilan puluh lima persen) 
atau menurut pertimbangan PPK pekerjaan tersebut dapat 
diselesaikan, maka dapat dilakukan pembayaran sebesar 1 OOo/o 
(seratus persen) dengan ketentuan penyedia harus menyetor 
jaminan/Garansi Bank ke PPK senilai besaran progres pekerjaan 
fisik yang belum terselesaikan. 
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Diundangkan di W angi-W angi 
pada tanggal 4\ ~ ~ - 2023 

Ditetapkan di Wangi-Wangi 
pada tanggal t - ~ - 2023 

Pasal 148 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Wakatobi. 
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NIP: . 

Disiapkan oleh, 
8UD/l(uasa BUD 

Ural an Np. Tangsal No. eukti Penerimaan Pensetuaran Saldo 

8UKU KAS UMUM 
Periode=--·--· .. ··- 

PEMERINTAH PROVINSVKABUPATEN/KOTA •..•... 
BENOAHARA UMUM OAERAH 
TAHUN ANGGARAN _ .. 

APBD 

1. Buku Kas Umum BUD 

KELENGKAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN 
KABUPATEN WAKATOBI 

FORMAT 

LAMPI RAN 
PERATURAN BUPATI WAKATOBI 
NOMOR 7 TAHUN 2023 
TENT ANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 
ANGGARAN 2023 
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G PEMERINTAH ICABUPATEN WAICAT08I 

REGISTER SP2D 
~·oce . : 

No 1ANGG.t.l No.s,20 J!NISS,M UIIAIAN NIL.Al SP20 

TOT AL 

.',:,"',;-,',!l,.,;. 
Mu•M auo 

-, ~;, 

·~-'-..s""';~r 1 
~rti.r;; 

2. Register SP2D 
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I G Pl;MERJHTAH KAIUPATfN WA.KATC>al 

REGISTER SURAT PENOIAKAN PENERBITAN Sl'2D 
'r= " 

tUIGUL 1 ,c,.,uu1 I .. a $PM l .,,11,, .... I """ .. I ....., ..... 
l'Utek..MNI 

- I I I I I 

"'"' I 
,,...,. ..... 

.... w.UD 

... 

Of$::r.,L_.. .. ~--.,.-,. """ ... ...... -. - 

3. Register surat penolakan penerbitan SP2D 
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I 
' 

Rekapitulasi Posisl Kas di BUD: 
Saide Bank 1 : Rp 
Saide Bank 2 : Rp 
dst. : Rp 

--'-- 

Total Saldo Kas*: Rp 

·rorol Soldo Kos rorus soma dengon Posisi Kos (HJ 

Nama 
NIP: .. 

Oisiapkan oleh, 
BUD/Kuasa BUD 

Jumloh ~------1-----+ 
Perubohon Posisi Kos hari ini 

1-------L------f 

Posisi Kos (H-1) 
1-----------i 

Posisi Kos (HJ l....---------' 

Penerimaan Pengeluaran Uraian No. Bukti Transaksi ~o. 1------------- 
SP2D STS lain-lain 

. . . 

. . . Hari 
Tanggal 
Peri ode 

l;.i~.'11;;;11,1mi:t 

t1.1..rJa 

I • t 
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....... 
LAPORAN POSIS! KAS HARIAN 
Tahun Anggaran .. 
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Nam a 
NIP: . 

Bendahara U mum Dae rah 

Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 

Rp - . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp .. _ . 

Rp •. - _. 
Rp .. - . 
Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp .. - . 
Rp -. 
Rp .. - . 

Rp . 
Rp -. 
Rp . 

o. Pengeluaran yang tel ah dicatat oleh Bank, 
belum dicatat oleh Buku 
a. Nota Debit No ..... 
b. BiayaAdministrasi Bank 
c. Bukti Lain yangsah 
d. Ost ..... 

C. Penerimaanyangtelah dcatatoleh Bank, 
belum dicatat oleh Buku 
a Nota Kredit No ..... 
b. Pendapatan Bunga 
c. Pendapatan Jasa Giro 
d. Bukti lain yang sah 
e. Ost... .. 

B. Pengeluaranyangtelah dicatatoleh Buku, 
belum dicatat oleh Bank 
a. SP2D No .... 
b. Bukti Lain yang sah 
c Dst... .. 

KeteranganSelisih 
A. Peneri maan yang tel ah dcatat oleh Bulw, 

belumdicatatoleh Bank 
a. STS No ..... 
b. Bukti lain yang sah 
c. Dst .... 

1. Saldo Kas Umum Dae rah menurut Buku 
2. Saldo Kas Umum Dae rah menl.A"ut Bank 

'$€Hsi! 

PEMERINT AH PROVINSI/KABUP ATEN/KOT A .•••••• 

REKONSILIASI BANK 

Tahun Anggaran . 

Perlode : . 

5. Rekonsiliasi Bank atas osisi kas harian 
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lim .\ni.:i;:11n111 Pemeriutah Doer ah ( I .\l'D): l'lh11L SK l'D 
:i!.1'i!.L11l 

'.\ama s...:ro : ................... 
So. t:ralu .i.mlaltA ....... u 

1. Rp. 

2 Rp, 

Ju111h1h Rp. 

.\dapun hast! , cn1ikim me11;-2l.!LW "cl1·., a :)PA-SKP:) Telah .'>(!.,rtui I Tidut; Se.\l1ui d~ngi!l1 
Peraturan Bupau tcntang Pe111ebaran Ai'BD >i!ng diurai kan sel>aga1 ".ml.ut: 

:'ada!l~rt !Ill, ..••. T.!.ngg~ Bu!c:1\ Tehun u •• ~angt,.e,rt.atu.111 t.c.u1ga11 
dibaw ch 1111 T:1:i :\ngguw ?~menni.ah :)2erah 1TAP:)i, dan scsuar de11g.lJ1 Surat Sckretans 
:)aerah Kabupateu \\".J..~tob1 \:o. ., T.;i1ggcl r,•nh.:.! penyusuuau dau 
pe11~11111p11i11u r11nca11i:1111 DPA-SKrD Tahun Anggl!l'an ., t::lah 111~lduk211 ,~nfil-2..,1 
ierhadap '.)PA SK Pu Tahun A11gga"11 2020 yang d1a;ukan ui~h· 

\: "11:" L,:ngk,r 
\:IP 
:ilf'at~I 

Hcrita Acara Hasil ,·crifikasi 

6. Format Berita Acara Hasil Verifikasi Rancangan DPA-SKPD 
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.'<11.:nw. 
:-..:>·. 

........ 1a:1g~<l; ..... 
J:sah1<11., o.en , 

,.>,.>i,,J 
J:se~,.;:u: o.en , 

Sek:c~ll:1s Jac:a., 

R1:1c:1L, :\nggc1t., ?c:nb11ly11JL, Dae=w.h Sr.:>'.J 
R,:iclL, ,\.,ggc11., !!c'.11.,·w. S":>'.J J?.\-3E_•\:'.'sJA Sn.:>:J 

J?:\-PE.'IJA?:\ f:\'.11 Sh.?J 

Rlngk1u,.,:o :J?:\ Si-PJ 

:ne:,yct,.;;ul ,.;:,~uk ci.aku kan pe:igcsa..,a.., lltlls dcku m en pc.llAS11.,llll., a:iggca.., 
Sil~ua:, :C.::•a pen1.,gk11t c:ac:11., ?o,r:tc:-::1~11.', ?:a,,:,"' Kllbupw.~c:, '1-.ota ..... sebagic 
dasa: pc:aksa:iH.11., 11.,gga.:-11., 011.e:a.., 111.,u:, A:iggw.:11., .... 

c. Jab11.~11., 

ll. '.'111:n11. 
b. :-;,,., 

3c:d11Sll:'k11:1 has!l •.-enf:kas: T::n :\:igg11=11., ?c:nc:-::1!11., D11c=11., 11t11s se.uru h 
doku me n pelaksan aan 11.,gga:11., satu an ker-a perangka; dac:11.',· 

TA!-:·..::-. .\.'iGGARA.°'i . 

1D?A-SK?D: 

?ERSEr.J:.:.\'.11 REn...·\?:r.:_\$. 
J01'::~1E'.'I :>E..:\KS:\'.11:\:\:-. :\."-GG:\R·\:'\ 
S\ r~A:-. KERJA ?ER.\'.'IGK.·\T DAER.\11 

?RO\' _-.:s. · K:\3::?:\ TE'.11 t1.0T.\ . 

_QGO 
PE~.1ER.'.'ITAH 

J:\ERAH 

7. Format Persetujuan Sekda atas Pengesahan DPA oleh PPKD 
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..'\'a:na 
..'\'JP 

. Ta:,gga. 
Pe ngguna Anggaran 

i) 
D:sab..m:1 o.e n 

PPKD 

!<ode :--a.-nn Fo:-:11·.1.:: 
DPA-PE..'\'DAPATA:',; SKPD R!:1c:a:1 An11.11.a:a:1 Pe :1do:H1~n:1 SK?D 
DPA·BEL:\ .. '\'JA SK?D R::1c,an A.:111.11:1:an Be.ana SKPD 
D!'A·PE.\'.BIAYA:\..'\' SKPD R!:1c:an :\."1ggara:-: Pe mb.avaan Dae:0:1 SKPD 

Pe:1gg·.1:1a Anggaran 
a Xarna 
.)_ ..'\'!? 
c Ja.:ia:0:1 

x 
x xx 

. x.xx.xx 

URUSA..'\' PE.\'.ER!:',;TAHA .. '\' 
BIDA:0-G URUSA_:',; 
ORGA:'.\ISASI 

HHU..'\' A..'\'GGARA..'\' 

DOKU.\:E..'\' PELAKSA:',;AA..'\' A:',;GGARA..'\' 
SATUA..'\' KERJ . .l,. PERA..'\'GK.H DAERAH 

1DPA·SKPD; 

?ROV!..'\'Sl; K:\3UPATE..'\' l KOTA 

LOGO 
PE.\'.ERl..'\'TAH 

DAER.-lli 

8. Format DPA-SKPD 
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·, Scs•.ia: dcr.gan ;x:::od:sas: SPU 
dst 
2 

No. :sla.i:!a :>l!P Ja:)ata.it Tenda ":'a11£>a.i1 

~ 
NIP: . 

':11~ An aaar an Pe m e r m t ah Daer ah: 

Men&eaahkan, 
PPKD 

Nama 
NIP: . 

.,:a~gga. 
Pen"una Anuaran 

Ju:n.a:: l{j . 

l{j . Uesc:nbc: lb . 0e se rnbe r 

!b ..... lb ...... 
!{;::> .. 

l{j . Se;:;r.e:nbc: 
R;:i .... Ai:r.is:·.is 
l{j .... J'cl.: l{j 

R:> .... .J·.i:-.: 

!{:, ..... .\le: 

Ro ... l{j .. . \;:r:. 

l{j .. .\ta:c: l{j .. .\la:c: 

l{j .... Feb:- -1a~: Fc::ruar. R;:, . 
!{:, . . Ja:-.·.:.a:-: R:> · ...... 

l{j .. 

Da:-:a :x:: ~'cl.an •. 
Rc:-:ca:-:a Rca.1..as: 

i'cnc:-t:naar. :::,:: l:h.:.a:-: ·, 

Rc:1ca:i.a i'ens.:-.i<.a:i 

S:.1::l. ·.:.s/, De :: s: :J 

l:k.a:-.·a 

Pe :-:da;:e.:an 
2 3 

U:a:a::: 
J·u:n.a:-: 

Rm gk asan Dokumen Pelaksanaan Anggar an Pendaparan. Be lanja d an 
Perr.orayaan Satu an Kerja Perang~at Daer ah 

Kodc 

Fo:-:-n·..1.::­ 
DPA; SKPD 

: x.xx.xx O:ira:1: i.as: 

PrO\·:ns:;Ka::,u::a:cn;Ko:a ". 
Ta~·un Ar.iu.?a:ar. .... 

DOKL")..I E:-1 PELAKSA:-1:\A'.li :\:-.iGGARA~ 
SATC:\~ KERJ:\ PER:\:'-IGK.:\":' DAER:\![ 

at Ringkasan DPA-SKPD 
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·1 Sesus.1 pe ric di sas! S?::) 

Xe. Xa::-,a :'\"' Jaba:an 

2 

Tan::e Tenl!a:, 

Ju::,!ah Ro·········· 

Rp . 
Ro .. 

Ro . Ok t ob e r 
Rp . Septer.:btr 
Ro ...... . \gustus \'.eni:;esa:-.ka:,. 

??K'.) 

Rp ..... Juni 

Rp ...... '.\lei Xar..a 

x:?: 

Rn ...... April 
Ro ....... '.\!a:et 
Rp ..... Febr uari 
Ro . Janua:1 ... ta.."1sgal. .. 

?en11,guna .\ngi;s.:an 

i) 

Rc:-:cana Realisasi ?cn::s.oate.."1 oc: 3ula:l"I 

~ 
X!?: .. 

Ro .... Juli 

Jur:1la.li 

Rc:ken1:ig Vnlurne Sa:uan 
.Jurnlah Rincui.n ?c:hi:u:, zan 

1Rpi 

Rir.cian :>okur.icn ?claksanaa:l Anggaran ?cnc.aparan 

Saruan ;.;:cr:a ?e:-anl!kat ::)ac:3h 

Cn!an:sas: · x.xx x.xx 

?:"ov1ns:. Kabupate a, Kata . 

Tah ur; Anggarsn. 

Forr:1ut!:- :)?.\­ 
?:::X::).\?.\TAX 

Sil:?D 

coxuxizx ?:::'....\KSA:'..\.\., .\:s;GGAR\X 

S.\TL"A:'. KE.~JA ?='.~\XGK.\T '.).\'.::R.\:-1 

Hala~arL . 

10. Format DPA-Pendapatan 
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.ll&mL 
.NlP: .•....• 

Olaapkan olob, 
PPKD 

iJ 
!lam&.. -. . 

CIHtDJul olob. 
~nal\.l.Da A.ac,aren 

Hkmsetdawk:tb 0231007 

R:. 

.;;,,,, R~ 

J..;..-_;i:-. 
:o· 
::s, 
::S' 

::s· 

F--r:. •• ar., 

:S: 

' . 
h~ . ..::!".•. &c .. u. • 

1:.;u!:r 

r~. -·· . 

f:::- ;...: 
L>f-",•BC1.. ~,J \ 

ik¥D 

J..:J.:: 

: " s e .. : ; -; 1 ~ 2 1 ~ f ~ ~ .,,_ .,,_ 

C0k'.L'!.1C\ rcL \k'.S"'''~\ \\,G,~\IV.\ 
SY71."\", l(CR.l, rc1t~,::.i-.,7 c~cR~I: 

~~-.'.'"1; t,;.•!1.J:;m·:-'.'". h.:""=. 
r~~;.:_ ,._ .. ~".a'.'" 
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•1 Sesuc, de1:.gc.t: penodlsost S~..J 
I dat I 

I 
I I I 

I 1'0. 
I T:.r.dc. "!'Dr.~.01: 

Jun~lcl·. 

,<n. Jes::-m.ber 

.<p. 
OL" cbe r 
Senre-1r.ber 
• ..1 .... SIUS 

:\\ea: ge:aor.kc1:, 
.... ~~., 

.Jt..ll Ro . 
.. Jui:1 

rlo. \1et 
:'\Qr.".Q 

l\lf' 

,'\onl .Ip, 

rlo . 

rln. 

:-"ebn..:i.Af'I 

.. ,uor.gg.c.L 
r'e1:ggur:.o /\r:ggcr~r. 

~ 

f.ter..CQ.1:C P~1:QS' 

.Jcc.uc.n 

$Q1u,u•. Hcrgo ,(n,etister., 
\otur.-:e 

:'\.o::I~ 
.-<ek.e1s:.11:5 

... un:IQJ: 

1Kpl 

,{ et ercu ~c 1: 

A.elucrur. Sub .<ea1ctr.1:: : 1:<uo,:11rcs. der.gQJ: f,.Q.rUQl: .:l1scrr .. ~k.cu: dr.r.~QJ: :~ub ke-1lhuA1:1 

Surr.b~r- i-'ci:dc.1:occ. 
: x.xx.xx Sub :<.e.inc.u::11-:. 

Sctu.c.r. Hcrgo ,.,._o,efiSlf:C ,• 

\'olun·.: 

A:'>!Se 
,<~kcr:.11'".6 

.._.tu,.,.. .. IAI: 

t Rpt 

?{~tenu:a.or. 
: ~)ulc1. Sur.nQI. \\ clc:tu J.teld<SJ:11:e1:.1: 

r<elu~: Sub ,<c:,-1QU1.r: 
...oku1 
Surr:.ber f'er.dAS:ccr. 

'" xx.xx Sub :0.:e:::,,ctcr. 

~lc.sukcr. 
Tol.ok L'kur ~erj11 b::daw_or 

kp .. 1,erb1lccs:rl Alokui 1Qhur. -1 
Rr..i .. 11.e rbah:.z: = 
kn .. , e: rb&h:ir .. C'l "·"" L1:u 
"""'. 
x.xx. 
x.xx . 
x.xx. " Lrus.Qr. t'e1r._en1-.1at·.QJ: 

:\:,rr.::.r J~A :. . . . . 

PrO\u:s,: ""'~upm,er. ! :(:,ia.. 

'!'A!·.u1: Ar.1utcrA1:. 

r·on-r.ul1r ..Jr'A· 
,u:--c:..,:-. 

l!E.-A:\....J:\ S:,,,,P..J 

..x.,,-L·,11:.:-S ,...,;..,._,<SA:'\AA:'\ Al\QQA~I\ 
SA1\.A:'s ,-E:~A l'lil<.Al\0,-."-T JAc.KAH 

12. Format DPA-Rincian Belanja 
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•) Scsuai dcngan pcrrodrs asi SPD 
ds: 

2 

Xo. Xarna .'.'\IP .Jabatan l'and a Tangari 

J·.1:11'.a:1 Ro. 
Des erncer !b 

Rp . 
R:, . Oktobe r 
Ro Se rre mbe :- 

~:e ngesa::~:-J. 
PPKD 

(i 

Ro .. 
J·Jn: '.\JP . 

R;, 
Ro ~'.a:-e: 

Ro .Januar: .. :a:1gga. 
Pe nggune Angga:-an 

(i 
~'..e: 

~a:nc 
'.\IP. 

xencana Re a.isas: Pe r-dapa.an ;:e:­ 
B·.1:a:-1"' 

J·.im'.ah Penert maan Pe mcravaan 

Kode 
Reke n.na 

Ur a.an 
J·.1:11'.ah 

1Xp1 

: x.xx.xxx Orzan.sas: 

Rmcian Dokurne n Pe .aksanaan . Anggar an Penertmaan Penge.uar a» Pern'aayaan 
Satuan Ker sa Pe r anska: Daer ah 

DOKt:~IE'.11 PEL.:..KSA'.llAA'.11 A'.llGGAR:..'.11 
SATt:A.~ KERJA PERA'.llGKAT DAERAH Forrnu.ir DPA 

1---------------------------l 1'£).~lAYA . .\..'- 
P:-m·:ns:/ Ka\y.i:;n:en/ Ko:a SKP!.) 

13. Format DPA Pembiayaan 
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-·- ~ --·----·'"' ---·--·--·-··- 
t.·:i~...:_ ~----- : -- - ' .---.---··--·· -·-- .. -· -----·- .. 

·--+-------- -., . _..i.,._.- ' i 

1"\•..,.1•"Q111••1-:tt·u,"-V'•'l'I 
""'•1•1'·N·..r: 

"""5\W"111ill•lal­ 
!lla.-. 

,ll«NIJIUISln 
~~ 

14. F rmat Rencana Anggaran Kas (RAK) SKPD 
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- ., __ 

I --------'--··- 

l ' • .L J.. 

---'----- ----------- -~ 

l ;.H .. f""~··'.,.i--.:'~_;t/,.::.!.!:..,.._ r~· ....... »' ..... ,..~ ... , ........ :,. 

r 
--- -r 

.... , .. 11 .. .,,._, .. ,., ... ),-~ll"'lnlP~I'• 
1! i lf,,a,·~.:••,,.~~t••·r: ~-- 

-1 • ri,.,,,•,,- 

~=..!'!!:...~ - ..__ --- --.-·-- -;--,-.---- -1 - -t--1 : 
I ' 

----------- - _ ... _ __.,.__ . ., 
I 

____ L 
-, 
i 

I-- 
.. 1-- 

·--- ·•"-'- 

...... - 
-'-1"",'t.OIL. ... 

&MZ.Uaoi 
·--»L- 

15. Format Anggaran Kas Pemerintah Daerah 
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!t!.m! 
NP,--·-· 

PPKO SElAt<\I 8UO 

o,tc:apkan d,: ...... 
PadaTar,u.l: 

•. 1 
~P-··-··-----------··--- 
(Tt1t,ilo.~9 

Hkmsetdawktb 0231007 

e Si:..tlumlnh Oana OPA· 
SKPO/P,rubohcin OPA·SKPOyani 
~lum di SPl>-ken 

Ketentu1111>-hte ntuan la.n 

d. Jum'4h Oonovoni di SPO·k.:,n ,ool ini ;llp,.-··--··-·---·- .. ·--- 
(Tc,t,ilang ---·- .. ·----------··--····-·· _ ··--- .. / 

.. } 

.) ~P-··-·-··---------··---·---- 
(Tcrl>,.l<w; 

!IP---··----·--------·· 
(Tcrl>ifan9 

e SlsbOMll vene belum di SPC>-hn 

b Akul!'ulas, SPO seee h,mnve 

6 tkhtrsar Peny~diaa'l Oana- 
a Jumlah OanaDPA·SKPO/ Perubihan :IIP..----------··----- 

09A·SKPO (TttbJJong • I 

(Ttrbilong --- - .. 
:BuYIL------S,d------- 

~P----··--··-··--··----·· 
S untuk Kebutuhan 

Seroasailcan Per.ituran Dae~'I PttwlAf.l/Ubup;r.en/Kata ·- Tanggal !!utan . 
Tanun tentang Anepran Pendapatandan BelanjaOaerahP.-OYnsifl(abupattn/t:d:11 Tahun Angpran 
·--·--- Mcntt119kan/menvcdiahn krrdit anep,;,n :z~, berilcut: 

1 OasarPcnycdiaanOaoa: 
OPA·SKPO/Pciuballan DPA·SKPO 

2 DitunrJblrl kepada >KPO 
3 Ktl)$SKPO 

Jumlan Pen~-ed1aan Dana 

MEMUl\lSKAH: 

Ment11Nt>g b.ahwa ulltuk melll<Sanal:Maf>Uatan btlanJasob keg11Un tllhun a11,aaran .. btrdasarhn 
OPA SKPl)/9erubahan OPA·SKPO dan anggaran k a;;y ;ing tetah drtetapkan, ~rlu d>Staplcan 
n,pnrbn,utin.rll"nlP'~Offll",..rhitkM~Onri' O•nvtlrt"""" r')-,.,.,~prJ\· 

Mcnein:ot 1. Pcnrturen Oi,ert,I, ...•.. _ .. tcnton£~11CleocnAP80/PAP80 Pro.-,nsi/Kobul)IJ!cn/ 
Koto ... TahunAI\Uo<an 

2. Peraturen Kcpela Dae rl!h Nomor .. - T!lhun tentcni ~ n1aba<an APBO 
Provinsi/Kcbupatcn/Kcr'..ll •. TohunAnu1111W1 . 

3. OPA·Sl(J>O/Pl!rubahan DPA·SKPO'l ProvmsifKabul)ater,/1:ota....._._Tahun . 
4. ····- .. -······- 

PPKO SEU\KIJ BUD 

PEMERINTAH PR~SI/KABUPAT£N/KOTA 
PEJABAT PENGElOlA KEUANGAN DAERAH StlAKU BENDAHARA IMIM DAERAH 

NOM<lft •.• ---·-·-· 
TENTANG 

SURAT PEN'r[DIAAN DANA ANGGARAN 8ElANJA OAERAH 
TAHUN ANGGAAAN 

16. Format Surat Penyediaan Dana (SPD) 
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tuma 
NtP: . 

PPlCO SB.AkU BU O 

o,~ta()bn d1; . 

Pada Tanggal: . 

Jlllllah Pel'ff<laal dana Rp -,., 
(~tlJdang _,_,,_ - -.J 

,-- ;;;:.:...aicllfts.Dll!Nlat.m 
~ 

NOellasl JtalallstE Ssa .,. 
II.ode Nmtl en llllftfnrui"" -- " 

Jwnl.11 

NomorSPO 
fa'l!B~ 
Sl(PO 
Perl ode 
T~un Angprlll 
NomorcbnTa9 IJlA­ 
~0/PerubehanOPA·SKPO 

Lanprai : SUrat Pel'ffdian Da.na (SPDI 

1 7. Folat Lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) 
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::..t.,:.:1 
l'.\:r;cU:.pl:Ll't J-J:j!iaJ: SKP~Ulera.h :J.i:h.s:tr-1-...tUt pm:J.=.. r.~l..il. ;:c:rtutl..ng.u: x~agi:r..: :.b.,u.r ;.r.:rn::L:q.:.:::.n µ.:t.j~. 

~Sf:1.S 
.:.Js.:::at 
~?\'.·p:; 

.......... t&t:!.i,91 .......... Tar.da Tenn: a 

:0,:, 
·_·rut 

:\IP. 
....................... , .... 

Pe:a':)a: Penge.o.a 
Ke:..ia:-igan Daeran 

. .. :a:-igga: 

2. 

Har ap pa·.vc,:,rar, ::lilskuka1·. pads Bar.k . 3ct:ds.l·.srs Pcricnutaar; .. 
. ~.pab1la S~?:::; tr., ti.:bk at au kun!lr.i:; dibayar lcwat waktu pelu:i:; lar..a ]:) 1:an 
sctelar. SK?:'.; ditcrin:s arau tts,:iu;al jstul". tcn:p:,1 diker.akar, sar.ks: ad,::i.-.is1ras1 
berupa bu,·.<>a sebessr .2>•. oer bular. 

J·.l:n'.a:1 Kese.uruaan 
b. Kenaixan 

J·.1.-n:ah 
Sunks i 

J:.im'.ah Ketecapan Po,-o~ Pa:a~ 

NO. URA1AN PAJAK DAERAH KODE REKENINO 
JUMLAH 

(Roi 

:-- a r.: a 
.lJ.iJ!:,u 
:-;ar.:nr ?:,k:,k Wsjib ?a;9k :;acrah 
11'P\\'P:J1 
Tat:1,1,al je,ur. lCt::p:, 

:·.Issa 
:ahur. 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH 
ISKP • L\\ERAH) 

11'0.UROT: PEMERINTAH l 
KABUPATEN WAKATOBI I 

I 
18. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) 
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~~llUt: 
~rtet.=.p~ J-t:-.:.=.h SK..~ .. C·A-:nJ: :fr:.1.u:&.rk:a.rt F!l.:.!.tl. n::iLll ;a:rhllL..niJS.n te~a.1 :ha..~~ p:r.eU:.j:::..n 
HllrHJ1,,;.Sl 

Yaqi \lc1:crn::s. 

:-.s1::a 
Alar::.,H 
~P\\'?:l 

. . .... rsr.i:;;;sl. 

:S:.. LrLl. 

:'-JP. 
························· 

:e;abci! ?e~ge:o~~ 
Ke1..1L,gll:1 :...lac~a., 

. uns.ga.. 

2. 

Dengar; h".l :-.1:· · . 

Harap pa:ycionm ditakuksr; pad" Bar.k.1 3:r.dsr.ara ?c:·.crii::aa1: . 
Apabila SKP::: u;i ridak at au k-urar.i; drbayar lcwar waktu pslir.i;; lsr.:a 2::. 1·.ari 
sctclar. s:...;p::i ditcri1::.!I st au 1tar.i;gal jatul·. 1cr.:po1 dikc1;aka11 s1u:ksi 
adr.1.ir.istrasi bcrups bur.J;!i s ebesar 2'·, per bular; 

: b. Kenai kan \ · a B:.i:1go. 
.Jum.an 
Sanks: 

J-.1:n'.a:1 Ke:e:a;:,a:1 Po-cok 
Re:~bus. 

JUMLAH 
fRnl 

J-.i:n:a:1 Kese. uruhan 

KODE REKENING I URAIAN PAJAK DA.ERAH NO. 

~ ~ 1:"'. a 
..\l!u::s1 
:-.<>r.:or ?:ikok \\'aj1b Rcuisusi 
'.Jacrar. 1:-.PWR:J1 
Tar.i-_~al jarur; tempo 

: .. tas.a 
Tahun 

PEMERINTAH l SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH 
KABUPATEN WAKATOBI ISKR • DAERAH) 

NO.URUT: 
2 Format S.ira: Ke:e:a;:,a:·. Re:r::,·.1s: Daer an 

19. Format Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D) 
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:>t'"' :--e::" 

2:2: 

......... /SSPD/ .... /202 .... 

Hkmsetdawktb 0231007 

'JI> 

;.n; • ·:.< Te-u• 
<a; ;e; i:!".Ta·:a T3"i3 .. 

:ie: .. ;.H =-~"',e,' ,u 

1 4. 1 . 1. :2. :2. :1 

s. ;r . ra,_ • 2:2 

:C<- """!' :,e .. r...1::1 .. 

,131a 1>aJ~ 
C!l'3 ~!,..,....:!)¥)"" 

·o<·= o,,:r 
D<::,:,s 

... SP-PD.. . 2:,2 
... .,2:2 . · ... : .• 2:2 Ti".· : r.r- 0s5~· 

: !SA\( SJ.T'i.~. ',,:. ;..... : 1:s:1:2:::i::3~ 

•,3113 Jsa·;i 
A.3 .... ¥. Jn··i 

:.1: 

I 

SSPD 
rsuu1 S!TORAN PAJAK DAU AH) 

-3'\J~ 2J2 

l'l:MERlNTAH KABUPATEN WAl<ATOBl 
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

20. Format Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 
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M HEHi 

j_,,,. .. 

·,, 

B. OUSt OLEH WAJI8 PAJAK / PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESMENT 

-a';3 =>ast'. 
-, a s.:.a·:i· 

s: ... ~· T:- ·a5.e 
:'-O.T:··, 

A. 01151 OLEH W.UIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK 

1. -.a,3:::. :1a1n 'a'";<ac 2 ,:_3·1:3"" ::_ s:~;a" ·f ... 1 :!TA, 
2, SI!'~.:_"!'(.• :~1 ~::a< ~r~ :ei-s~,1 .. ·: ... <Ji'11.a.:.a., ,a·;: :e'<a· 
3. se:eA· :a :i·: :.1• :r.a·;.r ·ra= ~ ,~,.-..r ~a <~£• 11.oan Pengelol• P•j•k ~n Rettlbutl o.et•h. :a ·; 

a,"i:r. :a· ;,;a 30 :,.. r :r <-:'" ~i. 
"· -..e:t'3Yt:D'" :e'l,e'3"3- ::I' :a .. ;;a :e'>e:...:: Lai a<a,: a< .. '3- ;-r:': :a .. s .. ·a: Te; .. "'i"' 

PERHATIAN: 

\iT'..i :;i!1' ~ 

,e:.e~r ;a~ 

J. ·~-;.-:,.,~ 

SPPD 
(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 

Pajak , . 

PEMERlNTAH KABUPATEN WAKATOBI 

21. Format Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) 
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. "'' 

( ------- - . 

Nama usaha 

Noma 
Alon.at 

TANDA TERIMA 

It>. Fotmullr 

( -------···-··-·-···----··") 

·.1~ 

0, 01151 OlfH PETUGAS PENfRJMA 

wojlb poJ.ak 

:>e .. ;3 .. "l"e:"';3~¥ ~=--·"'"':-3 3<3·"' i-E;a=- 3<:a: :e--Tim.<U'"<S·sa'"'<5 s2S .. a :a·;a· <e:e."': .. a'" :f' .. ·:a'";,, .. -:a"";3· 
a .. ;:!'~-- ·ia)3 a:3... •3"; sa,a :er < .. asa -ne·.a:3c..r i:a ,3-~ :t.a· <a,.., ::.e--:.a·_c;a" :~>:: .. : :r~ :-es.:--:.a 
r: #a··aT·: ~a· ... a a:1a" !:..?: .. ¥. e:;<a: .;;r je ss 

C. PERNYATAAN 
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r. ~--s,.·:..:.-,; 
~~.a lr .. r ~~>-' ;ta,,&( i~~ ~ .. 5 ~ ... ~ .. 

PrBU&J l&N I 
~~ :,e-,e.o::r,-. c ~ .. -e e ; ~~.....,.._.~"er~., :.:b .. ~ ~r -,iiK SUl.TllA 10. RM. J0Stnt>JtJOObO,J6 ~..,..i-3 .. 
~-r,;- ...... .:.~- SJ3":. ~:r-:."' =»:,,.,,, ).:.~:."' ,ss>): 
~.s S·.?~J,. :~ ~., ... , ..... ~--r; =.::a,~~., .. ~ .. :.: .. .:.,: .. »~ .,~ !.J ~· te .. !.' s .... :-)...J - ::~~ ::4~..!-..)"' »-c.J 
>-:""\ .. s:.·u !>!:."'~s::.,_.~n:l!::U· z;r,e:- :, .. ,1- 

.l .l..n e- ,e,,....,-.v,;~., X"'°"r~·.,_ .. o:)(.:,,,. _;u,;a,, :i·l::.: 
Sa...c...s !C""1""C"S:l • 3..,,.. 
j "4..._.U .. 
c ;._-.~- »~.s ,C""t ... .r::' :-::,: 

:.. ...,, ... a .. 

~o 
b 

) » 
:1,:.: 
))) 

ae J ):1 

~ . 
) » 

~ ~. 

)v ~·,»). ... r.._a_"~.)~- ., .. :~se:,.::::r.u ~,.:_~.,, .. .,..~-,~,; -ea- -.ac .. _-:si:.:»,~·~...=,:..,rl.Y~ ::,e,-<.t:.: 

~-:,~~ 

:.;,_,,,.,.... ,.s,; ':e"'-"'~,; 
• .. tK'::,.t,~ 
a '"..o~,c,.~t:a-i.!l"'::.a. .. :e ..... "1 .. :>e..,"T",-a 

1°:y4.--i t•":S :: ),(._~- 

T31~ h-_ .. "e-ee 
,.,.......,.. ~.'%:I :tr-.:.~­ 
«r:~·v;. ... 

, . ., ... ::,:. 

ve-e -'~~ 
/..t,""\!! _$!:. .. $ 

, .. e-e ,' • .a_:,>s . .t" 
• .. 31-u ;. 31,::, )~,SJ! 

Tahun: . Nomor 
Milsa Pajilk 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR 
(l)ITETAPKAN SECARAlABATAH) 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAE RAH 

Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
(SKPDKB) 
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: ~-;:·.'·~~ 
-:.en-~~- ~Y-?-" ~$i=-" 3,. :i:r. :,.s ~="' 

PlAHA.lIAN I 
~·~:, :Je"l',eo:>~"' e ~"-c..a,• ~~ .. je-ee-e-s ce-e- ~:.- ~:, .. •M ~-.,."' IJA!tll SUL1RA N,. Rd. JOJtJJ.01(J()O(JOJtf %""i".., 
~,;,;- .. i-.,c,"\ >-·.,.: ~O".,. .. :,!,.:.(. m-.:.- .S?:>: 
k:>:.:J a. S\.:i,:,.·3 t'. ::4'.( !':..> .. "--t~"',; C.:s.)r~ .. ~,.- er'\.:O: .. ~! .. ~-.; .):""U 3: • e- te:""" ~;,)-.).., j:·~ :.c~-b<~., » .. <U 

_,.;~"1.S:".U X:-..Q.l::>-J"'iaS!!":ln:." l,l-:,,e- :,.. e- 

4. ;\,,i~5"''-..!"'J.t.~.,:>e~,ti-•"":0,..7' ::.!,~ .'-·.k: 
Sa,,.. ~-. ... £•0':: 

• l..-;,;a 
:, ~'-_,. .. 
:. ;,._-,,,-sa"'t<!.S .s,:, .. c·r.: t•:i. 

)._--,,. ... -~'"Ii~~ "",Y- .. 1.:~ • ., .. 

)os,· , ·~-­ 
:.,_,;,c ,>""';:~'"' ... ':~"i 
c-ee t ~;~ 

, ......,...,~ 11..ee"I:>.,~" ::,..,.,r-~ .. -r-r! 

:, _r.7~- r~'"'i: lr'I--•~"' 
...)"'f•e.- 

~. ~. 
De 
; :,: 
:· ):· 

~ 
'o 

j:,: 

i,; 

'!.:> 
~ 

: , • : l l! r; . ll 

~:"-1:-ui ~ :::-:, --..:.l"li•..r:,;.3,,; "\.T"O"' 4S ,...,.;"' 4'.)Ji :~:.- :..a"-c...a-'"I x-ne-~- J,.. <1.r.rto;.;.t"' M 1a-.s XtUa"'U"' 
<.e,d:;:a.·: 

·~~-1.:,."\: 
J.~~: -&a'"tJ; 

\!t,\)) 

T~~ :~-- "e-ee 
-c-o- •• ~!l .ie""9?: .. ~- 

-e-e-e-ue- 

I ...... • .... ·2Jll ... S.d ••••• • •.•• ·202 .. 
Nomor 

...... ""i•k 
tehun i 202 .. 

SURAT KETETAPAN PAJAK OAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN 

l ll 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 
SADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 
(SKPDKBT) 

23. 
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............... 
·~= h:b-=-e~~:,~:ii.,~ .. i.=<e':'::>..S cee-e ... 

P!-R.U.HAN I 
e.-~ ;ie-.~ d .s,o(..Jl.6,. -e e ; )e~'U!'_, ce-e- ~ .v..~ W ~:,., ,IIAJtfK $1.A 11f'4 l/f/0. Rl!lt. J1'JOJOJOCCOOJlf ~""? ... 
~;-.J~C..>..., Si.,;·~ ie':!YY :;_,~._ ~_.,,., ,S;:,:>: 
lo)~, s,:,>2 ~ :~< r..,._ ~J~--s c:,,s,$~ ~~- e.,~ .. &-·:_ ~~ ~~?)-,Ar le~ .. s._:.·>.3., ;.':"~ ="~-.)<;'.,. ... ~""'' 
V-""'l""l':'"H :Jef~:>JYr'l~·2h,e.• ~Y' 

::ll 

::...,,>~r 
:>:,;,,(. ~~-i;:~ .. :3,,; 
~ ... -t/:'!: ::t,:~~ 

e ~~ •ee:i~-~- :.9,~~--,..f~ 
:, Se-:o--&- ·rs-:;, ~-c..:. .. 

~--:..- 

,, ,, 
) )J 

).): 

:, )~ 

'o 

'b 

:, )~ 

c x 
9 
'to 

-' :_-us. .... t-4..r·-.Y'.,oe-o~,~,."I~ :e,~ )·k: 
!O....u ~...,~s:-.$':.z 

• l..-.;• 
:, 1:-,=, .. a~ 

) )) 

=·- .., ... ) » I I 
I ,., I 

)e--_au.·..,.a, ,asa .n _,e.1-,;.....r'.:"~ -.rv- 2i -::.--...r ll)i ::_.,, .. .::.a~ ... u- x-.e--<C...1U- a,_ c.r.~ ...... - .a.."' a:t.1 ;,e.a.<.S&·u.--. 
.. t.,1, »-: 

,...,..,,, -·~'tS 
J,.a,,r. .. D.a. 
\!>;;:,:;. 

T~~~ h:..:- Te-oi:, 

·o-u··..a:!.:.-:.·-,.:-v ... 
'r':e-",;"- 

, ....... - .... -202 ... s.d ..... • .... ·201 .. 
lah•n, 102- Nomor 

SURAT KETETAPAN PAlAK OAERAH LEBJH BAYAR 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) 
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- -- .-•::.r.~ - .~ .: ......... 
-~a....a, .. -.-1ew·-· »<Jil,.,r,.'tl_.,.._ "-·•a·>;.. -~ ... .... ,.~ 

111-..-2 

··:r:::,:":i,: -: .. r; 

JUNUh 
I I 

.., I UR.Al.AN AlMliNOl\'UC KO%)£ U.K£ti.lNG l 
.. :1-J:: 

ia:..;J. :.r:i,r:r 

=-¥..:¥.rl'l:"';7 -:a§,(.'l: 
~,.- -c·c·-~-r.:~ •P . 

ca PfMEIUHTAH KAIUPATfN WAKATOIII 

TANOA BUKTI PEMBAYARAN 

~~~~~N-~_Ra_u~_ .. _ •.. _ ..... ~~~~~-l 

25. Format Tanda Bukti Pembayaran (TBP) 
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Car.star:: 
Fc.--:.:J.:: .. :r.: d:g~.r..c.ku~ :;..r:::J.k ...... E!'l':;ezr p!i.."".q:...:an daera): ,;:,a:ck daeroh. r~:r:b~.s: da': 
;:,e . .-..~~aar1 :a~.·1n.;;c.l 

Csrs ?cn,;isia,·. · 
.. ""loi:·. i,;o:lc Rckcr.il:i; diis: :!er.gs,: kodc rckcdi:i; scuap rir.ciar; obyck per.dataar.: 
2. :,:,-,1:,1:: :..:raisr. :<1r.cis.1·. 8byck diisi urals n r.arna rtr.ciar, obyek pct:dataai:: 
~- i0br.: Jt.:i::lal: :liis.i jurnlal; r.ilai 1:or.:ir.al per.erirnaar; seuap nr.clar, obyek pcr.dspata,· .. 

·1 Car ct yaq; tidak pcrlu 

:...ci::bsr Asli :'-'r.tuk ?cr.:bsyar:?c1:ycr<>r1?ir.3k Kctii:;a 
Sahr.sr; ! :·.:i:tuk acr.da!:ara ~i:crir.:sar .. 3c1::la!':ars ?cr.crii::aar. ?ci.:bar.tt.: 
Sslir.ar; 2 : Arsip 

ocr.:lsb1rs Pcr:c1it::sa1:; 
&r.:!sr.ars ?cr.e.rir::sai: '."c,::bar.tu 

:,leq;ctsr.ui : 
11::r.,;i;u:s .:..q;gsrar,: 

:s1Jasa Pcr,l,l;lll'.s .:..1:1;s;ara1: 

1-'aq; tcrs ebut :iitcl'it::.s ps:1& tsq,Ral . 

JUMLAH 

;.;:,:kRckci:ir.R Craia~ :Cr:dar. Obyck 
Jur.:lar. ;Rp1 

::Cq;ar. rin ciar; per.ertrr.aar, s.ebsi;ai berikut : 

......... :lcr.i:ar. r.urufl I, .. 

'°'srap dueruns usni:; s cbeaar .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 

Bs1:k 
7':>. Rckci:ir.s; 

STS xe . 

(STS) 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 

SURAT TANDA SETORAN 

3. Forrna; s·.1:-0.: Tanda Setoran 

26. Format Surat Tanda Setoran (STS) 
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: H,_I\.· ci•h, 
PfflgUNA~garM{._,~ 

:,,, . .,.anolt• ..,,_..,_, 
9ffwNlto•P--ft 

....,.WI ,....,. ftlM'1'CMI ... ..... .... ....... __. ........ -- l.llwl . .... .... ............ 
! 
: 
• • 
~ 
6 

' a 

' 1, 
11 
12 
n 
1• 
15 1, 

UPOIWI POIWMA.\N DAii P91YC!OIWI 

~-········~· 

2rt. Format Laporan Penerimaan dan Penyetoran 
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O.uopUr-o'tl\ 
a..o.iw, ......,,,....,, 
k,dat,,r,Ptnff\ ... n 

)1tt'4V Oft!\ 

l'W!lav"' A.tu.., "'V 11<,w 
P,rgu..,. Anpv. 

llo 114'.SlS t, ..... ............ Urria Jo!fflll Saldo •• I 
I l 

I 
1 I 

I 

I 

I 
l 
I 

i I 

I l 
I I 

I 

!l<;ISt!IST5 p.,,_, _ 

,u,IEJIINTAA ,RO\lllt51/lABlWATENiKOTA ...... 
51(,0 

TAHIJN ANGGAIIAN 

28. Format Register STS 
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u:;:-: .. 
lh"II 

0Ulrthn;lt"'. 

e.11.11~10 ~tn+i,'l'llr; 

!-~~J/llfl ,., ttfl'\11(1 

OuttU1Y1C ti: 
Pt"!l:W,I 4"Ulll.'\/ 

r"'ni ~,naur.1 

... :,,, 

No. Tinw1 H,.httl lode lkal~ htttilftHll ~ll'llilllJUII ~de 
Rfflr.\r,j 

t 

Ptnae,: . 
SUKUUS U!.'Util 

P(M!AN1'Ak ~~0WlS!;l:AatJ!A1'fk/KO'A .. _. 
mo. .. 
l.1.~ A~GJ.AA'I. ···-· 

29. Format Buku Kas U mum 
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Nolt\4 
NP:--- 

Dl<l.,pbn oloh, 
Bend41hat• PenetimNn/ 

~nd.lNl,a Pene,im .. n PemlMntu 

Rp. ··········-·· 

Rp. -········-·· 

Rp . 

Rp. -········-·· 

Rp ......•....... 
Rp . 
Rp .............• 
Rp ..•..••..•.••• 

Rp . 

Rp. ··········•·· 
Rp .......•..•... 
Rp . 

Hkmsetdawktb 0231007 

flam, 
NIP: __ • 

Okrtujul okh, 
Penllr,una AIU•r•n/ 

Ku•w Pt:naun• A.na:••n 

O. Saldo K.-s d1 8endahara 
1. Benda hara Penerimaan 
2. Benda hara Penenmaan Pembantu ·-··· 
3. Bendaha<a Penerimaan Pembantu ·-··· 
4. dst . 

B. Jumlah penenmaar yang harus d1setor~an {Al•A2•A3) 

C. Jumlah peny<'toran 

A. Pen~rimaan 
l. luna, mel•lu1 bendahara penerim,un. 
2. Tuna, =•~lvi bi?ndlhJr~ penerlma;in pemb.:,nlu 
3. \'lel~lui ke rc~en,r,g t:>en~h.J•3 penerlma.in 
4. Melalv, ke 1eken111g k.J~ umumdaer~h 

!iKPD 
P£RIOOE 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 
BENOAHARA PENERIMAAN/BENOAHARA PENERIIIIIAAN PEMBANTU 

30. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 
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l 

..._ _. •• .......___ .ll.•,u I 

... .. ............ ·~_,. .............. ·-""··· ~·h 

"""'_"'(_ -·­ y-- .................... - .. 

P1Mt•1w,u, 1 .. u-•1tw•-u.a•:;i.1 

WO"-'N ,ur•~~""',."N 1t...~.u.-iu. ,thtlU"""""' 
(9) Pf~UN · AQlflUl'IIJSTUnf) 

D. Format Laporar; ?e:-:a:1gg·.mgawa')a:1 Bend anara Penen maan 
,"'1:11, :1:s::a: .: 

~ 1. Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 
Administratif 
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_ -- - . . ··-·-- ....... ---- 

I ---r----- 

_ __j 

-·- .... _ ......... ,...._._ .. _~_ ........ 

2 F·Jngs:0:111: 

Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 
Fungsional 
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KP. NIP. 
.................................. 

· ... ~::. .. ·::·~:, 

;: ... 

;::: . 

,...,-.;~··"'-" t~·.~" '::;,!' ·,,..,,,._,.,.,,. h., r.; ... c~ l'e- . .r<:'..::."·~.,.,:,r . .,,-~Ol'D~plliodle-~-DI_..,an 
, 4 I 11 ... dlMNdlmli:IDS..,.._...,..._CSPS)~ dlllllll 1 J , bllm'*-'liali l'IIICclwCIWI 
....... .._ ................... .._ ........ bllllu: 

· · ..... r:: .. :" .. r :1"' .. :::.d ~t'.~ : . ..;;" • .:::Jr~""..; ,.~4-~.r ...... .::',\!:!,. '::!-:.'d _:;:,,:_.r.::-. ,..:: . .ih.: . ..!!'.: .... ,c..r.:.:f.3. : . .::: i"'::..::;.t.r.:!". u.~ . ..s: 
f"k . ..:e.,..1r":.'".~•f .... ~ ;:::- .. ..:..;:-!'. .:...'-1"'.:!' ••. r.: .• K9~!lf~ .;r.:-~~.:~ .. · PHIAKKBDUA 

: ·············-···••••h 

:..:.~:~ :--.~ .r; tf::r_r.:4,. J::_ic. •• ;;:- . .:::~ r.;.;.."':...:. ;.:!'".:.:".Q.: ... r.il i .::i. .. ~t :£ .. d &...!::.;J.:-....s -~· :i:".l~'E .. ~::-.1·: .• ier:1:!.:..i."": .. ~' ..::".-.J<. :t c:- ...... :r.:.-;:. 
:.>Sl. -· PIHAK Pl!RTAMA 

: .._..,Ffl_ .. -,,,.._~ 
.......................... _ 

l~t.' .. , r . .c r., ·· ·· · · · :a:- . ..._ ~ ··· .. ·•· · ·• t, ;:r. • .£ .•• r' , ~-~':'.:.,,• ~~ If :..J!'.: .-.i<...::.:.r.~ :..r. f"t-i:-:t.r.~~ 111+.:..:..L K, 
'I ...tC.!: .{.. Jt~:"... :-~· f,~ sr: . .:. .:.:· ...... ~. z: ~ .::•,~!:!: .!.. 

ll!RJTAACARA RBKOHSIUASI BUUN-· ·-- D1 
ANTARA mw«; JJ.<t.H1'ANSI DAN Pl!l.APORANBl'l(A[) !CAB. W AKATOII 

DINCAN KAB. WAKATOII 
Nemet-: /BARJAJH'U···.J'IIIJ 

l'l!MDINT'AK KABll'ATDI WAKA10ll 
SADAN PBMiBLOLA KBUAGAN DAN ASETDAERAH J\.Alllff-NO.aW-AIGa.\'DYI _ -:~ ,_ 

3. Format Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan 
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N<ff'"­ 
~m> ... ,.=:.:..:.. 

~ .. .,, _ 

Ol>1<$>""""'""· 
.... j ...... -,t hl.~'lll lf,10'11' ~·olllwitt 

Ol ......... 1014,f>. 
~ ... WW A."S&W~'lftw~ 

f'et"U~ Aftflll.•Ml 

Jenl,.HPO 
l'PTIC 
Prc:,er-•n 
t(._..tan 
'>tJl>tCAtglM..Wl 
-.DPA 
T•1.1n Angg.ir.Jifl 

Sl<PO •..••.•.. _ ...• 
NOTA ~NCAl;cAN UANA (Nl'Uj 
HO" ,._ ,,. _.. lancaet; .,. ~ , 

34. Format Nota Pencairan Dana (NPD) 
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:.a.,..,·,a..; 
Peng911n•An9g1ran 

PAllU ltlltCANA l'tNC.ltltAN 
IC>Ol RllllNING urailn MGGAllAlt JUMLAH 

UPfGU TU LS 
1 2 3 4 5 6 7=4+5+6 

~Ml.AH 

PEMERlNTAH KABUPATEN WAKATOBI 
Sl<PO . 

REN CANA PENCAIRAN DANA 
TAHUN ANGGARAN . 

35. Format Rencana Pencairan Dana 
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- 

~ ,a ... "" .. i••• 

, ·.,,•,#tr,,:• 

. :.·,:·: 

'·, ..... , . 

--':I~ tc1~J •-:Z '2:.1"(; l .. ·.a::111 ··~,-,· :J• •JI I ~ll •.JI:. 
'1' ·~:,,, • .,.,..... ,, .. , .... ,., ...... ,. ..... , .. , ...... ~"" .... 

:·ra• 

•e.a:1·"- 
... s.·1··:;J-. •.a;"r,;. 1° :.:..-r 

$URAT PfRMIHTMNl'lMIIAV•UIAN UAKG PIASIOIMN (Sl'P·UP) ' 
ftMta:HT4HUSUNn. .. wau,m, 

2. Forrna; Su ra; ?c::.ga:1tac S??-:..:? 

Format Surat Pengantar SPP-UP 
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36. 
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LcmbM MU Vntuk PC"n990,..., AmJgorontPPK·S.KPO 
S.alin.an 1 Unt\lk tc:.iasa euo 
Salln•n 2 · Unt\.k s~ndllMra P~y..!ubran 
S.alln.an 3 Untuk Ars<p Sendal\ara Pen(}'!luaran 

wan11 .. wacr1Q1. 
lendahara "••u•ran 

Padi SPP mt drtetaptcan lamp1ran-lamoiran yang d1pertukan sebagailTlan;i tefte<'a pad.a daftGr keleogkapan 
dokumPn SPP-1 

Ta~qqlll - Nomo, - 
II SPJD Sebefumn a 

I Sf'O 
.. 0 Ura Ian 

uana Persedlaan 
SPP.UP 

1. llama SltPDIUn t ~erJa 
2. t.~m.i Pen99un.1 

,v,,ggaran/Kuasa 
PNU1a UM Ang9~111n 

l. hama B"'"d~h.ra 
P~l\94! U3flln 

4. t!PWP Bendahara 
P«-nof!!uiuan 

'>. Nama 13.Mlk 
f>. Nomo• k,1i<('nina 8anl< 
7. Untulc Ke,,erludn 
8, Oasar Pen9eluar;:,nll 

KAB. WAKATOBI 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 

Nomor. 

37. Format Ringkasan SPP-UP 
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1Nan91-wan91, 
.. ndahara Pengeluaran 

1ert»la<>9 · empat r~tus Jlrta bm~ Pl,liu>, del~pan nbune>iilh 

Mengetahu,JV..enyetuju,: 
,.."90Una Anggaran/lCuasa Pe"99una 

An99aran 

Tcti>I: 

Jumlah Kod• llek4nlnp I u ... i.n 

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN 

Tahun Ang9.sran: 
Nomor: 

IC.AB, WAKATOBI 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 

38. Format Rincian SPP-UP 
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!,2 

,..,_, p ~ 

'v'!r;eur ... 
?ir;~-"i ;.r;ginr · KL.JU Ptr~~Lr J ~·.:.giifi r 

: .• l..f""' l'" _rirg PtrH::•iif' .JP' :t'HOL! :.ll:ii 1,.ar :-1pt-r;_r1kar U'tt1.J .. k.ttil-t _Jr g1J,a 

f""'tr'Di3'\'31 (tflJtar. "ar i kal""1.Jk1ar.ikar, Sii .. l:1 CPA·SKP:'·. 
2 .1.f"'l!ar '"11rs ?enez.aar ,..tP'ttr11b1.tt1:al h.Jr :i.i-'"Jk.ir 1.m-t.f""tr"bJiiJI Otfit i.Jtar 
·Pfr~EfLiflt, ... ar; r""er.1.11.-t k::tter.ti..ir ,ari birta-::... l"Jr~i :,,1\i.J,ir, ~crg:ar Ptf"lb.a,.af1r 

..1r.~1t..r; I~ 

t..3r'S PuH:C:,iJr SPt>~..JP' 
1!p. - ,. (T~tbllong: 

~ab •1\at.1t:>h lJr.1..r 

5erLto .. riar, :tr,;3r 5'.rat PetM1ru1r Pef"'ttJ,irlr 
t .. :i tlri -3t""'i i1 ... r.3r 1eb!nr 

-····························I .•r:c I< 1<.ece11Lar S<FD . 

'l!lr"!)r'. ·········- . 

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP·UP 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 
SKPD . 

39. Format Draft pernyataan pengajuan SPP-UP untuk ditandatangani 
oleh PA 
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- 

... , tt 

;. :~, •ra,:r- ,,: .. '!I t.; 

c ,-. -:a1 

:. •• t , 

I -.Q" •.-1 "2'1" 

"•r-• ! .. :c 1lr'7'S "rac.ar :..: .... ·ranr :r :&.rs :ur •& 

~ •. •· :.;.,, -; ..,· .. '*·•·:a, 

,un.-.JNT.&N Ul,Uf'ATUII WAu.roei 

$UIIAT PfAMIIITAilN •£'-AYAIIAH GAIITI UANCi Pfll$(01UN (:IPP~U) • 
2. rU:7:Ul~ Sl.:.:11.~ ?eng11.:1t~ S??-G'_ . 

Format Surat Pengantar SPP-GU 
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narna ler:5k:~I 
:-.1?. 

. .. ts.r.gg;,I ...... 
Bendahara Pencoluaran 

D;: .. 

11 !11'20 StltelUD111J8 

[.);; 

~\::.:~I~ R;:. 

t,~;r R;:. 

ta· r.~ r- 

,~::: R• r- 

~\~~ r.~ 
DI: Rp. 

I SPD 

t'r.a.b.11. 

R;, Stbua: 
SPD. . . :,:r,.::. 

•Pee 

lt"nbaof.lJ - ._< : .... ~~· .l :_1;1~ ::.. •• ;,-:: 
S. .,*fl 1 - _-: <-U.l :, ... : 
S.U"ta~ 2 _ -" !.t-o i"l:'t -,•·•·• 
Sa 1'1&n} .. !.c L·C $,:-<(! l•i:! :-!.i·! 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATE!'t/KOTA., .... 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ISPP) 

'.\::>r.-.or: .. 

41. Format Ringkasan SPP-GU 
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::1F .. :,lP .. 

Penuuna Anuaran 
:!::p:.: -:-q~;_ 

Bt nda.ha ra Pen gt luaran 
~.l!:12~:ar.:i. ~·!!r::!7J'J... - . . 

~ei":1 .. -f. :: :-4ia~ == 
'TOTAL . 

s. :is: 

0. X..\.U.'0:X.XX.S:XX 

3. is: 

RINCIAN RENCANA PENGGUNAA.f'i 

PEMERINTAH PROVL,SI/KABUPATEN/KOTA*I ...... 
SURAT PERML~AAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAA., !SPP-GU) 

'.\:i::-.:ir : .. 
Tabt:~ .~gg:.rar. : . 

42. Format Rincian SPP-GU 
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NIP . 

v ~er1i!:arf.. 
Per-6~ ... ri ,\rggann :" ~1...1!3 ~er~;t.., 3 ,". rg~iri,.. 

: .wri\Jr 53rt1 1..!f,; ;>erie:ia1r 1G;....1' :.e:rs!b"'-: :~tli a~ar e p-er;Lr1kar- -'",!1..'. teperu .. ar. s .. r a 
f""~f""b-131 a:, ke; uar- ~·:ar; la,...., ,1,:.;3ralar ses~, CPA-S,t,.?C 
2 .,;..f""!Jt $lr.t1 :Jari Pua: aaf\150' ttfitbL: tieB. akar, :ij .. rakar -r!L.k l""'£-bi .. •i1Ctr;e'1..itif, · 
p£r .. ge1 .... 3f'ar fir! r-er c n.t ke:er: .. ar -·arg Dtf\J,c .. e.an.s :1.'a11;..,,1r ~er.;ar Pet""tia,af'l,. 

..arin.rg ,_s· 

••.•..••....•.•.•.•.•.•.•... / •rt•< ~£CHlsillr, SKP:> 

SerLbi.r~ar, :eti;J:r SLrat PU!"" ru3r Cfr"b!"anr, Sant L1J'"~ Perse:1a:ar !S?P .. GY 
•,!) targ;3 .. ,aog. Or'• aJd,ar te~nr Rp. -· .: (Ttlblla!lg: 

'l!)f"!)f: ............•....•....... 

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-GU 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 
SKPD . 

43. Format draft pemyataan pengajuan SPP-GU untuk ditandatangani 
oleh PA 
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:--IP 

Ke?Q..O. SKPD 

De:n:'.<:a:1 Sura: Permohorian .n: semoga Bapa .. dapat 
n1e:1ye:·..1:·..1: d an azas '..:-e::asar:1a.:1yo. ,m.."11: ucapkan :e:-:nlll 

,· Rp 

R? 
Program . 

Keg..o:a:- . 

Sei1"..1.):.mgan d engan .;:e:>·..1:"..1:10:1 xegiat am '..m..'11: maka 

dengan ::'1! rnoho n Kepada Bapak :era:1ya dapa: d:.)e:- . ...a:~ 
Ta:1100.ha:1 Ua:1g se oesar - , 
1.. . . . . .........•.............. ·, dengan R.:1c:o:1 . 

Kepada 
Y::1. Pe:a::ia: Penge.o.a Keuangan 
Daeran Ka'::> \\"a~:o"::>: 

d:. Permchcnan Pe:1gar..1an 
Tn,u'?aha·) ua"g 

. ... 20: 

xomor 
Lamp.ran 
Perraa, 

Jln. 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 
SPKD . 

2. Format S•-:ll'. Perrnchcn an ?te:-iga;1.:.a., S??-T:: 

44. Format surat pennohonan pengajuan Tambahan Uang Persediaan 
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h:ep11lQ llrK\D 
Selaku 111. D. 

T-,mt-ah<.11 L"JJ1f1- !'~ed:un terscbut 11d.1!.. dir,i1 d,guncl.an uutuk r::cmh1,}i!1 1}ens.:lu.,r~11 
~ wg meuurut kct eutuan h.lrus dilakukan d::ngan P.:mba~ aran LJJ1g,unp I LS). 

-~- T.in:b~.h~n t: ang Peried1aan iersel-ut J1gu11aki!n untuk pahng t .:n:z 1 I ~atu) l'ul.?.Jl ~;ak tang.gal 
S:'::!'.) d11crb111'""11 .. \p.1htla r.1mhaha11 Lang P~;;edtJ.W tersebut t1d.:.I.. hab1, dalam saiu t->u:an, 
u~ki! ~i!'ul Lli.!.nt ~lug ada pad.:. Beudahara ~~ngelua~ U1 ,:.:-torkw lc-n~t"-.!!t kc Ka~ :)itr.?.h 
Karur21e11 Wal..a1ob: Rel...'\"1~1:,or: 105.0l.02.000003.6 r-~t.la Bani.. Sultra (,!rwg Wal..arnr:. 

l\ude l raitlll Jumloh 
Rel.. 

.lumleh Ro . . 

S.:hubu11gJJ1 de11ga11 buur I tersebut diatas, d,:ngw: 111 ~.ben!...l!J persctujucn Tw:1'.i.hc.n l." wg 
Pcrs:.'1.ha~11 sebesar Rp ....•...•...•• (1crbila11jl), untuk !..~'.u.!ll n:ende,;.!!.. SK?:) 
dcngau rm:i an: 

. L!.nggill b. Sum Pcm.ohcnzn Tambchan t:.,.ng Persed.aan dar: PA Ki'.\ '.'\01::or 
. 1enw.ng :'~:H,hom,11 T,1r:bd1a11 l.",:.11g ?t'Ts,"11.!.111. 

I. :)i!.-.:.r: 
.!. Percturuu vl enten '.)d.im '\"~g~n '\"on:or -- Td1u11 2020 1<"111,rng ?.:di,1:}cll f'.:ng~h,l~.ill 

Tc!..111, Pe11gelol-.cl1 Keuaugen Daerah. 

Kab.Waketob: 
D1 - 

Kepada Yth, 
Pzngg,unc.t .-\nggarau Kues a r.:·us.suna Anggara11 

'.'"omllr 
; lo!! : rersetuiu1111 Tambah11n l"a1111 rers,-diaa11 

1,~\IERI:>. I .\II K.\Bl·r.\ I>::>. \\ .\K.\ 10111 
ll\U.\, n,GlLOL.\ Kll.\,G.\'.\ 

U.\'.\ .\S[T U.\[R.\H 
1:11. Ailh~cl.sa vo. JU w,,.ng1-Wi!.11g1 s~:ata.n, KoJe?os: .;r9. 

•:mall: dppl..ad "al-atobl'll ,mail.cgm • 
45. Format Surat Persetujuan Tambahan Uang Persediaan 
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-., ", ·,...·..;:.2 l · 

P(f'lfRJNTAH KAIUPATEN WAKATOIJ 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN 
(SPP·TU) 

Format Surat Pengantar SPP-TU 46. 
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:-.:a::a ,e:,.;ie:a? 
:;1p 

Dtcd.aha.ra Pt:n1cll)aran/D1:nd.abara 
Peoa~lua.rao Prmban.tu 

Hkmsetdawktb 0231007 

U:fflbltA.IM .. -_ .. •::~; .. ·1.:.·.;;:-:· ~-;v,: 
~"Ian 1 J!."' '-..:i: ~~C ==~ ::::.:~~'~:~J~;~~;~;;.:~ ~·~ 

:-.:..~~ .~:liJt:I? 
!;:p 

Pejabat Pelaluu,a Telu,ls K£1lstaa 

::--,: 

QI.la.a 

'.\.:>-:-::,,r ~. 
~:,::-::>:- ~;: 

.;st i<F 

'.\;a~'..:lf ~. 
'.\:,-,_ :)~ ~- 
..:,i ~ . 

:Jst 

l SPD 

!<• 

'Tam.lta.han ttaa, PcnuUaan 
!PP.TU 

P£MERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ., .... 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 

:Xor..::ir: . 

Format Ringkasan SPP-TU 
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:\lP .. 
\; a.,:a Len5klct 

:,ir .. 

Pengguna Anggiran/Kuasa Pengpna Anigiran 

:-~rr.?at. :-anga.1 
Bendahara Pen,ehuran/Bendabara Pengeluarao 

Pembintu 

TOTAL . 
::,. :st 
~. xxx.sx.xx.xxxxx 

8. :st 
- ' . :U."<-'cr.X'C XX.X:XX 

5. lt:O(.XX.XX.XX.X.U 

4. X.XX.XX.!\."( XX.lOCX 

.l. :st 

i_·ra:an 

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*I · .. ··· 
SURAT PERMI~'TAANPEMBAYARANTAMBAHAN ti ANG PERSEDIAA.~ !SPP·TUI 

'.\:ir.:~r: . 
Tahun :\ngga:an : . 

48. Format Rincian rencana penggunaan TU 
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Catatan: 
r:o~ur- en ,n, ::i ah Be'l:ial\ara Pa-,;ie'U3ra"\ ?PTK dan :l1a;da'..angan, ::i eh :>en;i;iu,a A"l,l;iaran. 
Kuasa ?en;Jjj.J~e An;i;iaran ;>a:la uat ?B~;JaJuan :,ener:irtan SP2C i(apa:le Kuna BL.D 

11\arra Lan;ii<a? 1 
',IP 

l,'8n;ietahu1; 
f'!!n;i;iu,a "'n3;ia11n Kull!HI Peng;iuna -'lll;J;i3ran 

Dermkran Surat Keterangan iru d1buat untuk melengkapi persyaratan 
SPP~~ 

No. Kode Rekening Ura Ian 
Jumlah 

Urut (Rp) 

Jumlah 

Sehubungan dengan Surat Penntah Perr1bayaran Tambahan Uang 
Persediaan SPP·TUI yang karii ajukan sebesar Rp 

~1a1t,perluan ) .. SKPD Tahun Anggaran 
~mn dengan sebenarnya babwa jumlah taMbahan dtgunakan untuk 
keperluan: 

SURAT KETERANGAN PENGAJUAN SPP-TU 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 
SKPD . 

3. Fo:-:11a: Sura: Kete rangan Pe:1ga:·..1a:1 SPP·TU 

49. Format Surat Keterangan TU 
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.... ~ . 

• •• ~er,QEtJ ... - 
D!f.~i-'.i :,rg;arar .' ~t..i5a Ptrsg1..r3 ,\.r~;itri r 

~ir'J. 

: ... l..'r"tat' far""tJr3r LJri Pen~:,1ar, t""'' ttfifbLt o.aus. Jkar, :tPffj;t.rJt1r- i..rL.t. t.e1art_3r ~1..rl 
r,er-ba ... a, k.e; nar var~ kif""":, ..aUir.ar.ar, .ith.a1 :P :.~~P.C. 
2 .. L r,at t !,..C.!t'.tr, i.J3r~ F!n!::,!!1r 11 ... ·: !!fS!b ... t t :!k a,3 .. :ii..r Jk.J .. .r :,Jc r'l~1""b1! t'!I p!rSt ~ ir3r. 
·per;EILl'Jr; ,·1rg r"er.1.r-.! ,e:er1:_3,. -.,1rg b!f1a~ .. ~Jn .. i :,11lL.-..1r ~er~l"• P~f"'lba·;Jrl" 

,jf~iL(S (~' 

···-····"'··············- ... ) 

SURATPERNYATAAN PENGAJUAN SPP-TU 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 
Sl<PD ..........•.....•.......•.. 

6 Format Pe::1ya:110.:1 Penga_•·Jan SPP· TU 

50. Format draft pemyataan pengajuan SPP-TU untuk ditandatangani 
oleh PA 
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- -------- 

1 ... p•'rr·,--a· 

:e-c..- •r:•-c.r .• .._, !'.-:.r 7'rl -.-~1r •·;~It tru:.,.a3• :.1• :•r1 :Crr •c 
Y- ~:. la• a:,r -.='•- :111ra • .,- ·a-:r-'1'" •~T :..-- ·:a- •r:.t4!11" .a•.;.u: :a 

.... ••::.• • ......... 14:.,.­ .. ·:. 

ftMUJHTAft uauf'Allfill WAU.t'OIIJ 

liHl,\T PlllMINlMN 1'('4MVAIIAN lANCiSUNCi WI OAH lUNlANCiAH 
~-·lS-cA.ll·l'U'l)ANGAN) • 

2. Forrriat St::e.~ ?c:1ge..-it11: S??-:.S Ga:: dan T~-i; 11...-iga:1 

5 Format Surat Pengantar SPP-LS 
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- ., 

: .rr ·r:, ,, ,, :, •:, 

: ..&~ aa..ia , •• - .. -e 

. ., .......... .,. .. 
~-·- u _ .. - . 

:.rc.r .., ·,a:..-. t.;« .-7'1 'ra.,;r :: .. .- "'rc:ct'9 a- :.r, ;., .. ·• ,...,., ·, ;: .•. , 

e a;,· 
.... ~ '""···· '_ ...... :..·: - 

~lfttu..-n-&.HU.W&TtlltW&UfOIIJ 

SUUT ~fllMINT.UN ,tMIAYAllAN lAN<auNC. IAUN(; OAN lASA 
(-·LS JAMNG ~N JASA) • 

2. Fortna; S:..~a: ?c:ig11..,ta~ S??-_S l3a:-a.,g dan J11s11 
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t..embatA.lh _·-:.# -e-;7.·,1;.-;'r, •• ;·,.~-:: 
Sa.nan 1 .r:.< , • .iu :J.!: 
S.afflln 2 .r:.( ca:·:.t·J·a;r;t .. J."1:- .;...,....\. 
S.,.,.n 3 .r!.< ;.·s;; ~u·.!"!::e- ... ~e.._:-,.· ---, 

:-111::1• .e:•¥:s? 
',lP 

""la::1a .E'.:'l~Ka? 

:\!P 

'-'~@­ 

lecd.ab.a.ra Pu1claatu:. ~Jobot P•lauona Tdml• Kepatu 

.:..-s:.. 

S:>:r"Y IIJ: 
~~ :a.-: )~ R;: 

Ls~ IIJ: 

!:r.:,: a. 
S:m;.: R;: 

:_..,! R;: 

9Pt> 

ruJu 

Se:en: 
:"c ... .:-t::::-; 

S?: 

Lu,puc.1 Gajl dua Tlon]anpn 

PEMERJNTAH PROvtNSI/KABUPATEN/ KOTA 01 

SURAT PER.MINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 
~:1r:-.or · . 

52. Format Ringkasan SPP-LS 
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.:.l.::,l :e::.g.kl~ 
~\111. 

:.1:1!a~ ... 
Dmhta1 a Pcc.pluauc.JDec.d...ahu& Pe:naehu.u..c 

Pecb&ctu 

Hkmsetdawktb 0231007 

Ll.:U .!:'\~.lj) 

~II'. 

hja11ot Pdakaor.a Ttlmia Kep.atac. 

II $Pl0 kllehu:,nya 

l'nlu 

~~ :I::" T. R;: 

:Z:r.::.:r R;: 

:": K;: 

~;J::- Jr R;: 

'~:r.:-:,: ;l;: 

!s· Rr 

l!PO 

l<o 

Si-i:ur. 
:"'ct:t.z-.; 

lefflb.arAili ... "'t.<::--,;;--..1J..-?;¥,i"' ::"";..:: 
s.1inM11 J:., ...... ,s.c 
Se w,an 2 --~.< !I:.,. :3'".:"4: =t--;t • .:"4"' !::--., 
S.l.dll l .J'~-' .C.:i:. r-. .. - •. ; :~··;.-, ... s'"l ::-, 

SPP,LS 

Xnrr.ur : . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 

PEM ERJNTAH PROVlNSI/KABUPATEN /KOTA ., .... 
SURAT PERMlNTAAN PEMBAYARAN (SPP) 

- 170 - 



Hkmsetdawktb 0231007 

i.rntarA..111 _.-·~~ -e- ;;. ·s.:..·7;1,· ,..,.9<.. ... :: 
Saltt'la:.l _•:..-:, •. us~.: 
Sa:man2 ..1"!..<~-.:a·.!·,·c·;t.,·-r •• -, 
$a1rla,J .'"!..i .:.-s~Se,;rt'l ""!'"'ie • .1-:-c,;-, 

:;:r \:P 

Pejal>at hlakaua Teknl1 Kqlatan 

:..:a:,5aj&, 

:,t 

11 5P2D S.bclumnya 

~,:r.:i:-- ~;: 

~:,.:r:i:- R;: 

:::-, ~ ~F 

~::,..,.:,:- ;:;: 
~:>:r~r RF 

:11 S';: 

l SPO 

rr&Ju lfo 

R: 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA., .. 
SURAT PER?tfiNTAAN PEMBAYARAN (SPP) 

~o::--.::>r: . 
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\IP. 
=, 3::11 Lr. r.gra:> 

=,iP .. 

17,r.::a:. T•;,~;;,.. 
llllndabara P•n&tluaran Puguoa AnU1.tlD 

. • . • . .. ~..:::::1c.:: •• 

TOTAL . 
:s: 

S.. ~s: 

O . ~XX x.'l X.U:X.XJCX 

2. ~XX.XX.X.'t.Xlt.X.'Ot 

}, :s: 

RJNCIAN RENCANA PENGGUNAAN 

~~om~r: . 
".° r, r. CT. ."J·.gp r a r. • . . . . 

PEMERJNTAH PROVI.NSI/KABUPATEN/KOTA•1 ...... 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG tSPP·LSI GAJI DAN TUNJANGAN 

53. Format Rincian SPP-LS 
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:,1F :,IF .. 

PtDCPn• Anggar111/Kuu1 Peauuna Angaran 

. ::r.pa:. :ingga., 
Be11d&hara Pe111el111r111/Be11dahar1 Pe111eluar111 

Pemba.11tu 

............ ··-··· ~.J.[,i..l.": zz 

'lOTAL . 

5. :s: 

X.'C<.JC<.XX.XX.XXX 

5. X.'CX,)..'"C\."o( XX.X.'Ot 

4. X.'C.'CX'C.X'l:.X'{.Xll 

3. a: 

2. x.u.xx.xx.xx.xx.~ 

X . .'ClC.XX.XX.X'C.JCXX 

RINCIAJ; REN CANA PENGGUNMN 

PEM ERINT AH PROVINSI/KABt!PATEN/KOTA;} ...... 
SL'RAT PERMI.NTMN PEMBAYARM( LANGSUNG tSPP·LS) RARANG DAN JASA 

'.\~c-.:ir: .. 
:atu:-1 Anggaran · .. 
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~::P ... 
:,a.":la L!:.2::a~ 

:,:r 

t !::;n:. T a:-.~a. 
Bendahara Ptn&eluaran 

S. Y.X'X.Ji.'(.)i)'.XX.XX.X 

J, ~: 

:~.a: F:.:p:ar. 

TOTAL . 
.; ~: 

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN 

PEMERINTAH PRO\'lNSl/KABUPATEN/KOTA•1 ...... 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP·LSI Pihak Ketiga Lainnya 

:;orr.3r: . 
':'::iJ-.i.:r. .\r.gg:,rar.: . 
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\l.,:n~~hu1, 
K:,.~.t. SK :'D B .. '1111,:.b.Jl. i\.'ltij.:-l 11.:.r~1 

P?h "'., ... .,.,: i"?ti r .. ,..1 !":'h ".L,a. n11 i'.,..," .i 
11 !) 1:; 

i\1.1d.. 
'.),HY.: . .h 

Format Rincian Penggunaan LS Barang dan Jasa (untuk rutin 
pendukung) 
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Romo, ciao Tanual SPP 

:1::;;1. 
P111:gu1,hgat&11 

Jumlab SPP Yao a Dlmiata: Rp .... 

La~.; s~ ~::u:-.. :. 

I 
KOOE KEGIA TAN I I.RAL\K 

SPI! Yanc Ol'bararllao Pembe'ban~n Pacla 1<2cl1t1n 

(!lo. Rekenlo11 
Kttuancao J11ml1b Ro. 

~:i:.i~.a:J :x:.a" .i.:. 
~,: l..::.c::1::.;81:":1' 
~ii:'::3 =·i~,t 

~\r'1,\ p 

liraiaa 

SKl'U 

Jnmlab lfrterancan No. 
Urun 

(llo. Rekenln1I 

Potooean - potoacan : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH 

PENERINTAH PROVIPISI/KABUPATEPI/KOTA 

Mo. SPll: 

PEM ERJNTAH PRO\IJNSI/KABUP ATEN/KOTA+) 
SURAT PERJNTAH M EM BAYAR 

Uang Pened.ia.an (UP I 

55. Format SPM-UP 
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"JP ··-··-·-·· 

t.:er~t-:at-1.1. 
='t'"g@'-ri :."g~lfi .. · ~LJ:il ?tr~~i..ra :,r3~_1rJr 

t.J~. 

:. .1..l""'•ar _13r; Pef!!~1aar t .. .i? t!ri:O_: ~3til JkJr, ~,c:er;t...rakar. 1.:rtd: t..!C£(1..an;Lr,1 
r-:-ef""'b1ava1 keg.aur \'ar.g kat""t ~kur,atar seSL.al OP,"i-S,;,P:) 
2 .• 1..l""'.t1r . ..11r,; ser 11:iair- ..,,p· terabi..t tt:i~ iJ.ir ~ti~r1~ar. 1..rtL I( r"e-b h•J1 :>trjt; L.JrJr. - 

per~t Lira:r, ,·ar~ l""ltr-t..:r. .. t kea.rti.:Jn \•arj bt'i.Jk1... t'-lri..s :11li..~1r- :.tri1ar :>er-C.Jl/:Uir 
Jr,;iLf'i ..S' 

Stl"i..b-r;ar oer.gar S-"it P!nrUt" f,'tT""ba:-1ar l'3n~ Pers.:: i3fi SPV..,,.':,' t.J:> . 
........... u~~.a1 .••••••••••••• ·.ani U,....., aJ1.i11.ar .seoesar Rp.. ~- (Ttuolta.ng: 

-·······-·····-··········-··I L'rtl.k K~Pi!I c~n S<?::> •• • . .• .• • ..... •..... K3D. \~atl:~1>1 !Ha' 
·\r;sa'ar :lt .. ;ir U"",1f"'l!.r,-a:1l.ar1 ~r'tiir, 5ebfr1rr,a barwa: 

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPM-UP 
r.~..-~" . 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 
SKPO . 

l 
56. Format Surat pernyataan pengajuan SPM-UP oleh PA 
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xama .eng zap 
.\'!P 

. 19, 
Pe:1gg-1?".a Anggaran, K·-1asa ?e::gg-1:10 

~gga:a:1. 

L__J ,:o· 

Den1::.Ca:1 sure: ;>ernyo:oo.n ::,: d:':Y-10: dengon seberiarriya , dalnrn .. eadaan 
sadar, dan :.da,. d::){lwah :e....a:'la:1 

B·-1,-:.-.:,·-1.-.. dan do .. umen as.: .erseou: :e.:i:, d.verx.kas. o.en Pe. a oa: 
Penatausanaun Keuangar, , PPK-SKPD dan dis.mpan sesua: ,-e:en:·-10:, 
ya:1g .)e!".0..,-1 pada Sa::.ia:-. Ke!":a 18) ·-1:1:·-1" ke.engxapan 
adnun.stras: dan .-e;::>er:·-10:1 ;>e:ne:-: .. saan apara: pengawas :':.i:1gs:o:10.. 

Dengan m. menyat asan dengan ses unggubnya oanwa 
:. Pe!"h::·-1ngo:1 . 15i . seoesar 16• idengan :1'.1r-1:' :e:ah d::1::·.mg 

dengar; ':>e:ia:. 
2 A?a.:,:.'.a d: :.-e:n•-1d:an har; rerdapat .. esa.anan dan. atau :..:e.e':>J1a:1 atas 

pemoayaran ,7, :erse.:,·-1:, se'x.g:a:1 o:a·-1 se.urubnya. xam: 
::>e:-:a:1gg·.1ng . awa o se;,e:1·-1:,::ya dan oer sed;a menyetorxan aras 
n:e:r.a:a:mn danratau :..:e.e':>;:1an pemaeyaran rerseou: ,-e Kas Dae::1:1 

Jo..)0:0.:1 

.................... ,2 
13 

Y:1:1g ~:-:a:1da :.i."1ga:1 d; oawan ::1: • 
x ama 
.\'IP 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) 
xomer · , : 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 
Nama SKPD . 

Aial'l".at SKPD 

R Forma; s~:-a~ ?c:-:iya.~.11u,.:1 Ta:t~:igJw.wab ~.1~"..:w.k tS?TJ~l. L.,"..1-i<.:..? .·c; '; 
I. Fo::r.at Su rat ?e:n~·ll• . ..a., Ti!n~L:.ng Jii\\'lltl ).lL:.t:llk 1S?TJ).l, u ntu k 

:..?'G"...' 

57. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh PA 
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P..IP ... 

PPK-SKPO ... 

Cem,k,an ,;ur,t pernvataan ,ni uva bJot dalam kea:la;;n u:lar :la~ tanca c;;k,;a;;"\ :l..ri cin;;k 
manacun. 

r,'en.atakan :i!ng;i~ sesungguhnya bah,H dokumen :la"l ampiran Surat Permintnn 
Pemba.,.aran IJP l\omor -;mgga . .. telah Ieng-Cap dan sah sesuai ketentuan 
peratura~ peruridang-un:langan. Jik a :Ii kemu:lian har, perny1tun sa,a '"' ti:lak benar. 
miki •••" bersed13 dioerikan sanksi sesua, peraturan vang berlaku. 

· PPK-SKPO Jabatan 
II.IP 

Sa•• •• ~g eertin:la tangan di ba~,ah i"li: 
~.ama 

SURAT PER.MATAAN 
VER.IRKASJ KELEt.GKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN 

DAN LAMPIRAN SPP·UP 

KOP SKPD 

58. Format Surat Pemyataan Verifikasi PPK-SKPD 
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yang SPP-UP 
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: Untuk Be1:lahara Pengelo;;ran I pp-K 
: :..rs,p eendanari Pengeluar.n ! PP-K 

:Untuk Kuasa euc 
Lemo.r;;n :..Sli 
Sa ina11 1 
Si man 2 
Si inin 3 

: Untuk. Pe1ggoni :..nggar;;n I PPK • SKPD 

-an:la Tangan 

!\IP 

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP 

D surot p&ng•ntar SPP-t.,P 

D nngk.asan SPP-UP 

D rin:ian SPP-UP 

D SK Bucat, tenta1g eesaran LP 

D Si1ninSPD 

D :!raft Pern~atnn pengajua~ SPP-UP untuk :litandatanga~i ole~ P4 

SPP • UP 

SURAT PENELITiAN KELENGKAPAN DOKUMEN see 

dokumen 59. Format Checklist kelengkapan 
ditandatangani oleh PPK-SKPD 
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lfomor dan Taoual SPP 

.~.:. .. , ,,.: .. 

Jumlab SPP Ya.oc Oim.lnta: Rp ... 

L~:.~ S! .. -::Li.!'1. · •• , , , , • • • · 

l<;i. .. 
J_:..·u:. P~::::.~. !<:.. .... T 
J_:J:a.:: Ya.:.~ D.::,.:.:a R;:. ..... rm.AI KODE KtGIAT AN I t'RAIAN 
!l'LI Vane Dibayarliao Ptmbtba11to Pa4a Kt1latao 

(Jtio. Rtktnln1t 
Ktttll.DCl D Jumlab 

t:ralan 
No. 

ilt:.~:.a:~ ;:i:.1~ .a.r, 
\~. K:~!: .. :'.~ fi•:.,.. 
'.,9:~9 lii:i~ 

51.PD 

jlio. Rtktc.lnct 
Jcmlab Ktteranian No. 

t:ralao 

PotoDJUI • potODClD : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH 

PEMERINTAH PR0\1NSI/KABUPATEN/KOTA 

No. SPM: Tabuo AD"uao: 

PEM ERINTAH PRO\l'JNSI/KABUP ATEri/KOTA *I 
Sl"RAT PERINTAH MEMBAYAR 

O.nti l."ang {GUI 

60. Format SPM-GU 
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•• p . 

ver ;e:at 1.. 

~r,.gi,,.r,a ,,r;~anr: Ki.!U PerggL,na :.rggan r 

kll"'t 

: .• Lr-lln GJrit, uarg F!u~:aar~ ;Gu· t:rsetL.! :: nu 1kar :icugLrtakar . .._f",:d:: ~.!p!riL.Jr ~L.. ... 3 
r""!r-ctl! .. ·a,kt;iatar "ar; \Jr-"'1 JUar,Jkar, !!11. . .1 ::.,\-SJte>C. 
2 .L..MlJt J.Jr.ttUar~ Ptn:er:: .aar IGL1' ttrifbL..: ~JJ< akin ~1;_ra"-ar ... r:wk f'""!-0..a,1,~<"jflt..J'Jr · 
o!r,~!,~arar, ~arg ,...-er- ... r ... t kftfr,t .. Jr ,·ar.g bE.'.ak1.. ratL.i :a.Jlt.1..(Jr :S.frj:ar Pfr,-ba,1rar 

-11" ;lLf.£ 1...5 

S!t,L bi..r,sar ::!er~ir- SL rat Ptr1rur- ,.ler""bl~ar ::iart1 uar~ Perse~i1:ar SP\t.-:3.L'' "'J~ 

.... :ar_s;il.. -.,a.r~ tJt""'t JJLtar, !40.!U" Rp. a, - ,· (T*rbltang: 
.................... ·-·-·- _ ••• ) L'rtL~ Ke0Er1L.ar1 Sl(P!: ... ..... kao ,,.\Jkat:>b rar,_.r 
,\r 5~1rir :trtJ3f 1r., f"'!f<iltl~iti :ftriar lft>!rarr\'J bar ,,1: 

.,,~ .... ~" ·····-·· ...........•........ 
SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPM-GU 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 
SKPD . 

61. Format Surat pemyataan pengajuan SPM-GU oleh PA 
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xama .engkap 
:'\IP 

..19• .... 
?engg_1:1a A."'lgga:-a:1 / Kuasa ?e :1gg.J na 
Anggaran. I ~la:era: \ 

,:01 

Dem.k.an sura: pernyataan .n: d.oua: dengan se oenarnya. da.arn .-eadaa:, 
sadar. dan ::da~ dibawah :e..ann:1. 

B·.1:...::-:>·.1,;::: dan dokumen as.: terseou: :e'.a:1 d.ver.fikas. o.eh ?e:a'.::la: 
Pe:10:0·.iso.ho.o:1 Ke·.iongn:1 1PPK-SKPD) d ari d:s::11?a:1 seaua; ,-e:e:1:·.ia:~ 
ya:1g '.:>e::a;...l pada So:·.1a:1 Kerja 18) ·.1:1:·.1 ~ .ce:eng.ca?<J.:, 
adnunistrasi dan :...epe::·.Jan ;>e~e::.,.:saru, apara: pengawas :•.J:1gs:ona: 

Dengan .n: menyataxan d engan ses·.1:1gg:.1:;nya bahwa . 
: Pe:h::'.lnga..'1 ... 15, sebe aar ... ,6• ... rdengan h·.i.:-.i~ :e.0.:1 d::1::·.i:1g 

dengan ':)ena:-. 
2. Apabi.a d: ~enr.1d.la.'1 aari :e:-dapa: zesa.acan da:1/a:a·.1 '..{e.e.:>::1an a:as 

pembayaran 17, rer seou: , sebag.an arau se.·.i:-·..1:1nya. karn; 
oe:-:a:1gg;.i:1g : awao s epenunaya dan cer sed;a menyet orkan atas 
'.-:esa:a:1a:1 danr arau ;..:e:e·'.):han pem oayara» tersecut ke Kos Dae:-0.:1 

... 141 Ja'.::ln:a:, 

Yang ':)er:a:-:da :a:1gan d.l oawah ::-:: : 
Xama .. . . ..............•... 121 
:'\IP . i3f 

SURAT PERNYATAAN TANOGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) 
xo.nor : .. 1 : ~ 

A!ani.at SKPD . 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 
Nama SKPD . 

62. Format Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh PA 
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. : : ~ 
xarna .engkap 
:'\IP 

~ta:erat 
6000 

. . .. .. .. ,:OJ. 
?e:1gg.1:1a A:1ggaro.n t K·.1asa Pengg.1 r.a 

.-----""':\:1ggarn::. 

Dern.kian surat oernyatacn !:1: ~b·.10.: dengan seoe narnya, da.am iceadaa:1 
sadar. dan ::da;.. dioawab :e;;:0.:10.:1. 

B·.1~:-:,u...::: dan doxurnen as., ter seout d; atas :e'.ah d:Yer:::;.ros: o'.e:i 
Pejaoa; Pena:a·.1sahaan Keuangan ,?PK, dan d.s.mpan sesua; ;;:e:e:1:·.1a:1 
yang oer.aku pada Sa:·.1a:1 Kerja .. 19, .. •.1m·.1:.C icele:1g,.n?an adrm mstras ; 
dan ice;x-r.·.1an pemer.xsaaa aparar ?e:1gawas :·.1:1gs:ona. 

Dengan ::1: menyatakan da» 'Je::a:1gg.ing jawao ;x-n-.1:-i atas sega.a 
?e:1ge'.·.mra.11 SPD2 .,5, .... sebesar .... 161 ... idengan ~ur.1:'. te.ah d; 
:>e:a:-::a;;:an sebesar 17, . idengan hu:-..i:) o.eh Sat uan Kerya 18', 
Ka'::> waxaro o.. 

,.:q 

Yang oertanda tangan d: oawan ::-:: : 
xama .,21 
:-IP . . . . . .. 13; 
Ja'::>o:a:1 

SURAT PERNYATAAN TANGOUNG JAWAB BELANJA (SPTB) 
xornor , : r 

. ".ia.mar SKPD . 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 
Nama SKPD . • 

63. Format Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) 
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~.~ . .;)'L .•• ;. 
NIP. NIP. 
••••• ,u., . 

'.~~~-.K . .:.'". u~·:.: .... ~.;. h,::,C.,,f.:t . ...:.!w .r .. : .. J-.J.'. .:·.:._t:. :a~.r..:,t.:,:: ~ J.:".;. t.,:,f • ..:~ • ..: ••• ~": •• .:. •• :r. :· .. .r. ·::r.-.~: f..::r'.:!. • .":. • ..:.f. d~. 

., .:r. . .:..::'.;..~·,.w-:.:r. ~··t~~"'ao.r.:: :··~:..r.:·.i. 

:: ..... 

= ...... 

:=.,::·..lw.r..:.,,:,::o.: .. :-::e::Y..k.a:kt1<.r.s.. . .,.,1....- . .:.:.::.r..::.a·•::: . .r.~OPD.-dlpeiode-.H-&Jdmllm~ 
11• t 1...,dmlMrdinlmllmS..,..._..,..._CSPJ>1'mlnkl!I! dlililh++ I .w..rmJlillllnl,-.~cWI 
................. dmpmll ...... .--- ........ -.1-11aa, 

:-~.~"": t:... -~ t:::r~ r:.!:.k . .::· .... k : . ...: . .:;~..; r . ..:'..: ;t.f'.;J"..~ _J'.~ • J\~~1 ~:..: ... 3 ,..:::..:;.;r.:r. r.:t.:: 13:: . .:r..: ,;,.._:-,:..:.:::1 ;~.:!:. P!:..:l"';r.::-. 8;,: . .:r. 
11:r .... :::.: .. .,. rl'~ . .i: ... ~ •. ...:: •• :..:lt:: .i.tt"~· •. , ... r.:;...t(.:\e.;i.: .. ..!r.:~ ~\t:! .. _: PI.HAKKBDUA 

2. Nina . ························- MP . 
,... : Kmiid. Alllaai 

MP ....••.•.••.•..•... ._ ... 
.w.n :~ ........ ~ 
\,:.;''.,!: o•ooo0-o,uoouo0-000-••••- 

I"/· '"4' .r.. . :.;..:-.i.:_ • ··a.. .. :.:· ·· .. ·~ !'.··· ·· ··.: ~.:;:":'~~lol· t, !$.!...:.: ,..;.,;c,_!:;.::'.:i. _,.:-_ t~.::..~1..1:Hl't:.- •. i\.;.,. 
···~.;:.:.L.r:.~~~ :~..,: :.:::r.:.::-: ~ ~.,,:.:..".:· ••• .:w·.:.:: .r . 

ll!RlTAACARA RBKc»auAS BULAN···-- :Dll 
ANrARA BIIW«i AKtNl'ANS'l DAN Pl!LAPOIAN BFKAD KAI. W AKA1011 

DIINGAH •••••• - !CAB. W AKA1011 
Nomor- : •·· ···/BARI AX-PU··· .J 3'11.1 

Pl!MDINrAH KABLl'A'D!N WAKATOl!l 
BADAN PBNGBLOLA KBlJAGAN DAN Al:21' DABJWi JI..--MD·W-MGsa.\111111-.N)t _ 

.-,~ IS r- 

64. Format Berita Acara Rekonsiliasi pendapatan dan Berita Acara 
Rekonsiliasi belanja dari bidang akuntansi 
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K,.: ..... .,. ··:::::·~,,.::·P,:u,. ....... 
MP. MP. 

PFKOR> 

:.=:'" .. k.~.l1:::r.r;..,;..,,.:..:.:-:.th::,t . .r.:t .. :...~ J· •. ;~~.i . .:: Lr.:..r:.:-.'!...1'&.1.'".~J.:.:.. ~..::.:.:.,:.;..:!" .•. ,:~ •• ;~: •• _ . .:: •. 0:1~·::r. . .:fJ,f. r.~.n-.:::o-:Jt.;;·. 
r, ak..k~·.,.~.:.k.~: ,:tf._.:.,.:c..:?";..!!',.: :"'.:::t.:.t.:- 4. 

~...., ............. im..-dlrincllln--bsflu: 
.. Slldo 1<111\.ai 
b. s.blla-.lli SIMDA 
d.Slidi>N* 
.. :U.S... 
Totll s.ldo!Cat 

CIIIIIID 
l)Sildo~Kola 
1> Slldr> Pnl4la 

-i r. a- . T- .:· :-: .. 
: ... ':":..::,.'i:1· ~-r.-, 

.. :.s .. ··-·--·-. :· -- ;r ..... ~ . .:: .. 

,,,.·.::::-"''""':.ar.'.,:. . .-..,r.,,,,,""--".,_..·""'·r" .. J h,-.,,·~~.;..,:c:.:,;-.e.lmliaOPDim*Pldo*-MI-ZJZl~c:11a 
wt 1 _. .... ......_S....,,.....,_._C!l'J>,..._.dmW t w,W.nlllnililli 11111~cWJ 
................ pmla ..... ~ ............... borilu: 

:'".;..,;;~: ", ; .r, t:;!"~r..'.d ;:•.Jt :" . .J .. :n:j r~·~ ;:.~.t:.:-.1,'.).. • .t . ..: ,.:'.\'"j~- =.: .:3 ,:.t..:;:.;rd'. ~-.::-.: (:i:;:- .. .!".t.-: r,,c..r~:.il =~- l~b~.r4. h~f . .:r. 
i~ . .:~ . .:...:~ . ..::-~~-:.:::· .. .:..~: .. J!:r""~ •. -r; ... k~.-:r.~.:.:- .. :,::~.ikr.-.PIHAKKBDUA 

SIP 

:~ •• ::"."'! :-.,. :r .. r .. ::r ... ft.!!k r.: .. .K -: •• ".!' . .;.i:;:..~f.ric ... :.~t:f"a.QJ.:-~~.:.\.l':~L ~..:.·.~; .:.K..:-.:;::"s=t -:..i:-_.i. :.1:"}j~ .~.s.·: .. ~a--.·/J· .:-., k ~.;:.:", . ..,;:·~-::: 
:_:\!::f.1..: !-1iL:..KM:t·.-:'A;,:. ... 

'.\~'".."; 
Sil' 

i'!:s:-.;.. :'.4 .. r .. t'..C."..:\. ·~&.~~ t.H': r, .:r. "'-'·· .. ...- ... r .. ~ •. ..: r:~. :- .... ; ~_,_j __ :.d"..=·;.z ~ It:.;.ir~ .-v: :--·;::s. :- .. ~·- P~..:;:,:r.::· lsl·K-.i K,.~ 
···~:.J..:.r:..:.:"'~ ;~'J: l;d"...:·:.o'l:.:::•.:r. :.1 •. .1·,\~· •• r ... 

Bl!RJTAACAJIARBKONSIUASI Bl.I.AN···-- 
ANt'ARA Blt>AJ«i AKtNI'ANSI DAN FBLAPOltAN BPKAD KA8. WAKA TOBI 

DIINGAN ·---· KA8. WAKA.TOBI 
Namm- : 'all-·· ···IJJAAI AK -fl'UV I :mt 

l'DO!RINl'AK KABll'A'JBNWAKATOII 
BADAN PBNGBLOLA KBUAGAN DAN ASBTDAERAH 

JLAlllff-NO..IIIW-IJG.U.mN_IIIDO_,_CIIIIO_ 
..... :~, e:s ,_ 
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:'-l.P ················· 

'.le:,ge~,u:: 
~pa:l:l Bida ag Perige.o.a an Ase ; 

Kab. \\01i><ii~ob:. 

:-,;_p 

?it:.ak :,cdua: ?::iak ?e::a:r:a : 

:)e:-r::k:a:1 l3c:-tta Aca ra .n: d.bua; untuk d.gu n akan scpc:!t.::iya, apab:'.a. d: 
kc:r.t..:d:.a:t hari ~c:-dapat ~~cL:.~a:1 11~:, d::s.~uk1::1.:at pe:bY..:ka:i scbagc1::--r.Y.:1.1:1 

:r:es-..::1:li- 

.. Ea~:'. Reku:1s1::11.s1 ::la'..ll Per sediaan 'Daf!D.r Ter!a•npL•., 
: •. Ell.'.-:-111, pc::1:i:1g :a,:inya rnengena; data 1.e:;_a:~ peny1..~l.nli."l '..apo:a:1 !'t:seduu1.:1 

d:sa.;:ka.-i da.arn ~amF:-a.-i :3r::--,ui Acara ::1:. y11.:1g :nc::-upa~ll."1 bil.,;11.:1 ya:ig ::ciak 
te.71s11.."-tkan dar: 3e:-:'..ll :\t:11.:li :n:. 

:ne:1,•ataka.-i bahwa ·.C:11.n :ne'.a~ka.-i :e~o:1s:::alll d11.ta pers ediaan dc:1g11.n Cli:ii 
:ne;;ba:1dt."lgka., da:.a ;ie:-se<lui..a..-i pad a :apo:a."l ya.-ig r.l: su su n o.er: ·_·:1: t 
Perigguna Ba:11..-ig de:iga."l :..apo:-a., Rca'.1sas: Keue..-iga:1 pada 8?K:\D Kab . 
\\ akatoa: urn uk periode Ta n gga : s.d den gan has:: 
s ebaga; be nkut, : 

:'-lama 
:'-l.? 
..i11.bil.•.a."l 
dalarn :ta.: ::tt cerunuak unt uk tla:1 at.Jis narna b:dt:t:1g pe:sge!o:iili:i use; 
;iada Ba dan Pengele.a Keuangan cia.-i Ase; Daerah Kab. \\'aki.:ot.H u ntuk 
si,'.a:,~uL,ya disebu; ?lhak Kecl=; 

:'\e.."TU!. 
:'\_-::> 
Jabti.UL, 
da'.a.-n :ui.'. in; be:-.::,dii.k u ntuk dan a:11.s na ma ?te:1gu:us i3a:a:ig 
Pe n g g u n a ;iada :J::18.s Kab. \\"aka:ob: ,.:.:1twc se'.a::::u::1ya disebut, 
?:h.iiit Pert arr.a; 

?ada nar: ::-11 Ta:,ggai Bu.an ta.'-iun be:-:.e:npa: 
d, O:du..-ig ?cngcio'.w.a..-i A•c~ [!Qd .. :1 Pc'1ge'.o:.. l<c1..w..-:g .. :-:. d a n A"e~ D11e~11:: 
N<<>U?ate:: \\'a:-.w.tob:, iuur: yang bert anda u.:1gi.:1 r.l: baww.h ::c:: 

BERITA ACARA REKONSILIASl PERSEDlAAN 
PADA DINAS KABUPATEN WAKATOBI TAHUN . 

Nomor: . 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

.Jlr; Ad~.yaksa :SO: :!C• \l."a1:i;i-Wat:!;). Ko:ic Pos 9379; 
Telp., Fax 1~::.-1222230. Sr.:sil: dppkad_\\"s1'..at:>b1~y1::sil.::>1~ 

65. Format Berita Acara Rekonsiliasi persediaan dari bidang aset 
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I\IP .. 

PPK-SKPD ... 

Cem,k,an surat per'l,ataan ,ni sa1a buat dalam kea.:laan sadar da'l tanp; p;;ksaa'l dari cihak 
manacun. 

r,'en,atak!'l :»nga'l sesungguilnya cah~,= :!okumen :Ian ampira'l Suru Permintaan 
Pembayari!'l Gu 11.omcr . .. . . T;;ngg.• .... 12.an •engkai; :Ian sah sesuai ketentuiin 
peraturan perun:lang-un:langan. J1k a :ii kemu:l1an h1ri pernvatnn sa,i! 1n1 tidak benir, 
maka sava bersed,a dioerikan sa'lksi sesua, per.aturan yang berl;iku. 

PPK-SKPD Jacatan 
I\IP 

Sa,. ,a.,g cert;;ndi tang;;n di ba,,an inl: 
f\cma 

SURAT PERNVATAAN 
VERIRKASI KElENGKAPAN DA"' KEABSAHA"' DOKUME"' 

DAN LAMPIRAf\ SPP-GU 

KOP SKPD 

66 Format Surat Pemyataan Verifikasi PPK-SKPD 
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: Untuk PengJuni A.,ggaran i PPK · SKPD 
:Untuk Kuasa BUD 
:L.ntuk een:lan;;ra Pengeluaran I PP-K 
: Amp Be,.,dahara Pengeluaran / pp-K 

Le.,,buan :..S1i 
Sa'onan l 
Sc<nin 2 
Sa ,nan 3 

-.nd, Tangan 

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP 

transaksi vang len1kap dan sa.,, termasuk d:i\<umen perpaja 1<an terk;it 

D :!raft su-at cern,atnn cen11jua" SPP-GU untuk d1tand1un1an1 :i e., PA 

D s,inanSPD 

laporan pertanggungjio,aban !LPJ;pennunaan UP :li5ert1i denian bu(ti·tukt• 

n.,: •" SPP·Gu 

nngk;isan SPP·GlJ 

D 
D 
D 
D 

SPP • GU 

SURAT PENELIJIAN KELENGKAPAN QOKUMEN see 

dokumen 67. Format Checklist kelengkapan 
ditandatangani oleh PPK-SKPD 
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Nomor daa TaouaJ SPP 

PmlflJ!& .huanr.1 Kaua Pu.gua Ar.1puc 

Jumlab SPP Yaac Oimiata: Rp .. 

J_:~a:. 
I 

KOOE KtG!ATAli lt,'RAIAN 
SPM Yanc Dibayarkaa Pemllebaa&n Pad.a Ktciata n 

(lio. R.tluniatl 
Kttenacaa Jumlah 

t.:raian Pio. 
~:~za:.&:--9 ;i:.al'\ .s.r; 
~:. R: .. e: .. :.~ !ia: ... 
~,t::1.a C.cu. 

Sl-:PD 

Jumllh Ktttrtacaa No. t.:rilin 
(No. R.tktaiafl 

J~::1.a:: R;,. ... 

Potoacaa • potoa,aa : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH 

PEMERINTAH PROVINS(JKABUPATEN/KOTA 

lio. SPlrl: Ta bun An"ann: 

PEa.t ERriTAH PRO\IINSI/KABUPA TEN/ KOTA •1 
st"RAT PERJNTAH MEMBAYAR 

Tambah tang !Ttl 

68. Format SPM-TU 
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"cpala Rr".\I> 
Scl11l..u mn. 

J.'l::1l..1..i1 untuk 1: • .!11;.lt!: r.:-rhat,a.n. 

: T .. ml'dwt l.".;11g P,Y,.:tlt.l.!lt t.:r,.:1-ut tul .. l.. d .. r.,1 d11Ju11al.. .. 11 uutu], 1:.,·11:t-.1a:, .. , f'Litgduu .. 11 
~ ,11111 n.e nurut kercutuan h.rus dt!al..ul,2.n t!~1san P~n:1-~~ .:.r.on : . .).ng,ung I LS; 

3. T~n.1'~hc.n L'ai1g :'.!r,.'t!1-1i!ll tersebut d1gu11.:.l..on untu], r.Jmg lcrr,a ! 1,otu: 1'u:U1 -.!J~I.. t..it1J£~'. 
S:'~'.) <lu~rt-.11.l..e.n .. \pat-.:loi Tw:1,ah.111 C.ing :'c>r,;etlt.l!Ut 1ers~1,u1. t1dd. h.ch, dalau. satu hu:.111. 
lt..i!.".l )!:u! dane yeng ada r~di?. B~11<li!.h'-'.! :'.!nS.!lUd.lJI ,h \~lur"~l l~nJ,i!.!? '-..! ~~ J.:..!'rc!.h 
'.,aburot~II \\ .cl..ollll1': Re], ',,mor: JIJ5.v! .o~.()(}()-003,{, rd" Jl!.111.. Su:1.ra Ccl-ang \\ d..lll'i'L 

t.lnlc l ral1111 Jumlah Rel.. 

Jumh1h Rp. .- 

S.:hui'ungl!.11 tlengw buur . ter,c-l'ut dtdl!>, d~l!;cll :111 d,b.!nl...:.11 p.:-r,~tu"U..,n I w.l',,hillt l. "''11 
:'cr,:<l:~clt .~.'>a Rp ..•.......... - {lerbilan,:1. untu], 1...-r,cr:uan m~ndt.J.. SK?~) 
Llwgan nnc.an: 

:)~a: 
.:.. ?t.~.!.lur~n vl enten ;)dJU! 7'°.!g ... l>f'1 '\:'oinor -- Tehun ~(;~0 t~~tkng P.!Jrn:.i.:.11 ?.!ng.:lt,kt!.11 

T.:-knl!I F"-.!ng.:':o,lau1 K.:-ulngan Ja!:r~h. 
1-. Surd :'em.1ihu11an Tai1:i'd1i!n l:,ing ?cr,~:.:.clt dan P.\ Ki'.\ ,·,,i:mr 

. t~nUllt!! i'en::ohonan T a.mbalw1 Lang :'lY,ed:.!.!11. 

Kal,. \\ a l..l!tot-.1 
~)! - 

K.:p.!.11, Yth. 
Pe-rt~!;!Ulh1 .·\01:,guJj,u Kuesa ?~ngguni!. Angg~an 

, c u.or 
l! .. ! : l'crsctuiuan Ta111h11h1111 l'a11g l'crscdlun 

\\ ~np1- \\ l!.ltl,l.t, 

ri::,n:Ri:, I .\II x.vm r., It::'• \\ .\K.\ I 0111 
IHl>.\:\ PJ:::\(a:u>1 .. \ KJ::l.\:\G.\:\ 

0.\:\ .\!'11::T l>.\J::IUH 
:i11 .. \dh~d..,a xo. :;o \\ •. 11gi-\\'..it£! Se.aun, ;.;:,,d~i',i.: 9r9. 

Email: <lppl..ad "al..a1obl iz, mail.~11111 

69. Format Surat Persetujuan TU oleh PPKD 
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'./er-;c:1r .. 
?!r;;-'"a Ar;gar.3r I Ki..3i3 P!r;g'"'r1a :...ri;irar 

: .• L.f""IJt. TJf""t.ltJr ,..'Ir~ ?trl!:t11r T1.J' ttri!O\.: :.Jtai 1~1r, ~,~r11..r1,1' L.r:1..< ~!ctrh .. 1r ;1..ri 
f"'!f""b.a, a1 .:t-; 3tar "3fi \!af""1 1ks..ar1kar, E.!it..ii :;.p;,.~PC 
2 .• LI"'": .Jt l i"'"b-lf'ir"' .nr g Ptrtt-: 111r nu· ItrU:b 1,.t t·::)k i<)" : g1..r)~Jr ~I"' !i,..( r"ll""Clli ... 1 oergt _)(it' 

· ceris~:_3rar iJr, r--trH.rL.: i.tter!1..1r. v1r,; otr,.a.__ r1r .. 1 ::1i31t ... <ar ~tr~1r Pe,....ti.a,ar.ar . 
.. ar,~;1..rg :_s· 

............. ·-·······-· .. J LrtL< ~ecerlLar, SK?::> 

Stt",t.DL.r~1r :!rgar, 5.L.rat P~r1r.tat- W~r"bl-1ar Ta,..r,aratnrs ::!n!.51inr, SP'il·li..'' •.J.~ 

............. :ar.;:;:;11. .. ,ar,~ k.i,..t J;dm, ;et>.n· llp. • (Tutilfa1>9: 

"4:>r"-Or: ·········- .. ···········-········· 

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPM·TU 

PEMERINTAH t<ABUPATEN WAKATOBI 
SKPO ...••.....••.•.••..••.•.•.. 

7. Format Pernyaraan Pengajuan SP:\'.-TU 

70. Format Surat pemyataan pengajuan SPM-TU oleh PA 
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:',o. .. na :eng:....O.;;> 
:',;!? 

Pengguna .~:1ggara:1 .' Kuasa Pe :1gg·J:1a 
A.I nggaran. 

~~:era, 
'--------- 

___ , :o,f 

Derru-can sura: :;,e:nya:oan ::1: d:':)·.ia: dengan seoenarnya, da.am z eadaan 
sadar. dan :.do,- d.bawan :e..:a:,an 

s·.i.k::-':l·J:'": dan dokumen as': :erseo·.i: :e:a:1 d.ver.fikas. o.en Pe:aba: 
Pe:1a:a·Jsa:1aa:1 Keuangan , PPK·SKPD; dan d.s.rnpan sesua: ..:e:e:1:·.ian 
ya:1g °.Jer'.a,-J pada Saruan Kerja ,9,. ... ·.i:1:·.ik '...e:e:1gkn?an 
adnun.sr ras: dan ;..;e?er:·.ia:~ ;,emer:,-saa:1 apara: pengawas :·Jngs:o:1a'. 

Dengan .n: :nenya:a,m:1 dengan ses"-1:1gg·Ji1nya bahwa 
· Perh.rungan .. .rs i6· sebesar 17 . rd engan h·J:-J:', 

te.an dcu :·J ng dengan oenar, 
2 A;:ia·:,::a d: kemud.an nar: .erdapc: kesa.ahan dan. atau ke.eornan o.:as 

pemoeyarnn .18, :erse':YJ:. seoagian a:n·.i se.urunnya. kam, 
'.:ler:a:1gg-Jng :o.wab s epenuhnya dan '.:>e:-sed:a m enyetorkan at as 
-cesa.aban dan, arau ke'.eb:na:1 pem.aayaran :e:·se':)·J: ke Kas Daer an 

.. (4, 
:',IP 
.Jaoatan 

•...•...........•............. t3l 
.•...••...... 12) 

Yang ':::ie:-:a::da tangan di ':lawa:1 :n: . 
xama 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) 
xomor : .... , : i 

ff:MERINTAH KA.BUPATEN WAKATOBI 
Nama SKPD . 

.A.iam.a.r SKPD . 

71 Format Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh PA 
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fl.IP ... 

PPK-Sl<PD . 

Cemikian suat pernvitaan ini ••vi b.Jat dalam ~ea:laan sadar :Ian ti"P• p;;ksaa'l :lari cinak 
manacun. 

r,'en,auk!n 2ng1n sesungguhnvz. b1hwa :lokumen :Ian ampira'l Surat Perm,ntaan 
Pembayaran -1.., J\.omcr ...... Tangg. . .. tel;;n lengk.p :Ian s;;~ sesua, ketentuan 
peraturan perun:tang·un:langan. J1ka di kemu~1an hart cernvatnn sa.,a ,.,. tidak benar, 
m,ka saya berse:l,a diberikan sanksi sesua, per;;tur.n yang berlaku. 

PPK-SKPD J;b•tin 
I\IP 

Sava ~'ls t:ertan:I, ung.n di ba~,an ,n,: 
t\ami 

SURAT PEAAVATAAN 
VERIRKASl KELEt.GKAPAN DAN KEABSAHAN OOKUMEI\ 

DAN LAMPIRAN SPP·TU 

KOP SKPD 

72. Format Surat Pemyataan Verifikasi PPK-SKPD 
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: Untuk Pengguna Anggaran / PPK • SKPD 

· Untuk KueSa euo 
: Untuk Bendahara Penr;elu,;r.n I PPTK 
: Arsic ee.,dahar;; Peni:elusr;;n i pp-K 

Le-nbara., 4sli 
Sa man l 
Sa nan 2 
Sa11nan 3 

I\IP 

l\ama 

PENELITI KELENGKAPAN OOKUMEN SPP 

D Surat Persetujuan -u e en PPKO 

D surar cengantar SPP-'"\.J 

D tingkasan SPP-TU 

D nncian rencana penggunaan TU 

D saman SPD 

D draft sur at pernvatun P•n&IJUi'l cen11juan SPP·TU U'ltuk d~andatan11n, olen P:.. 

D sur at keterangan -u 

SPP • TU 

SURAT PENEUTtAN KELENGKAfAN poKUMEN see 

dokumen 73. Format Checklist kelengkapan 
ditandatangani oleh PPK-SKPD 
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Nomor d.ac Tacual SPP 

·1..-.:.i·L':~ 

Ptnuuu Anlll!UIKuw Penguu Aqp.1111 

Jumht. SPP Yaq Dilltlt.ta: Rp. . 

I 
KODE KIGIATAN IURAIAN NLLAI. 

SPM Yaq Dlhyarlr.ai: Ptmbthnin Plb Keciaht 

Jw:tlah 
Uraiac 

No. 
{No. Rektoiql 

,,... .... _ ..... 7·:, ~ ... 

: .:.,.i:. R;: 

tlfo. Rtlr.u:m11 
Jumlah Kettraqac. No. 

Uraia~ 

Potoci11:.• potociac.: KrASA B£NMHARA UNUM DAERAH 
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOT A 

No.SPH: Tal:11e qarac: 

PEMERINTAH PROVlNSI/KABUPATEN/KOTA•I 
SURAT PERINTAH MEMBAYAR 

Langsung !LSI 

74. Format SPM-LS 
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Xarna :eng,-a? 
~lP 

..I .o. 
?e:1gg.1:1a Anggaran. K·.iasa ?e:1gg·.1:1a 
:\I nggaran. 

~'.D.:e::ru 

'-----~ 

Derru-c an sura: ;,e::1ya:aan :n: di oua: dengan seoenarcya. da.arn r:eadaa:: 
sadar. dan :.do" d.oawah te zanan. 

B·.1:..:.-Y.1..c:: dan doxumen as.: :e::se::>·.i: re.an d:\·e:::::;ms: o.eh Pe~oba: 
Peno:o:..isa:100:1 Ke·.10:1gan ,PPK-SK?D" d an d.si mpan sesua: ..:e:en:·.1a:1 
y:i:1g ::>e:::i,,,".J pada Sa:·.ia:1 Ke=-:a 19 ·.1:1:'.l..: ,;e.e:1g..a;>a:1 
admcustras: dan xeper.uan ?f:11e:-:..csoa:1 apara; ;,e:1gawos :·.1:1gs:o:1a. 

Dengan ::1: menyataza» dengan ses:..ingg:..i'.:":nya ':>a:1wa : 
· Pern.rungan . 151 16, se'aesar 171 rdengan m.1:-.1:' 

te.an d.n: :·.i ng de:1go:1 oenar 
2 A?,l:, .. a d: .. ernud.an :111:: terdapa: r:eso..o.:1ru1 don I atau xe.eo.nan atas 

pernbayara» 18, :erse'::r.i:. secag.an atau se.ur .1:1:1yo. xam, 
:,er:o:1gg.1:1g :awa.J sepenuhnya dar; bers ed.a menyerorka» atas 
..:esa:a:1an dan. a:o:..i ..:e.e::>::1an pemcayaran :e::se::r.i: ..:e Kos Daerar, 

Yang '.)e:-:ando :o:1ga:1 d; oawan :n: : 
Xarna 12, 
:'\IP : ..•....•.•...•.......•.........•.•....•....•...... 13', 
Jo.':>o:on 1.;, 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJMJ 
xomor · r:1 

Nama SKPD . 
. 4.ia'7'.at SKPD 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 

75. Format Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh PA 
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t-lP 

PPK-SKPD .. 

Cemikian sun,t pernvit;i.an oni s;;ya bJat :lal.m kead;;an s2dar dan tan pa paksaan dari pm;;k 

manaaun. 

r,'en,atakan dengan sesu,gguhnya bah,•,a d::kumen :lil'l lampira'I Surat l'ermintaan 
Pembavara'l LS f\cmcr -.ngg;; telah engkap da, sah sesuai ketentuan 
peraturan perun:lang-undangan. Jiko di kemu:lian hari pernvatun sa,a in, tidak benar. 
maki sava bersed,a dioerikan !>anksi sesuai peraturan ying berlaku. 

· PPK-SKPD 
f\lP 

Savo i;ang,certanda· tang.an di bai.•,il'l i11i: 

f\ama 

SURAT PERII.YATAAN 
VERIAKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAI\ DOKUMEN 

DAN LAMPIRAN SPP-LS 

KOP SKPD 

76. Format Surat Pemyataan Verifikasi PPK-SKPD 
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yang SPP-LS 
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: Untuk Pengguna A"lggorin I PPK - SKPD 
: untuk Kuni euo 
.untuk ee,:lahiroPenge•uaran I PPTK 
: A.rsip een:lah.ra Pengeluaran i pp-K 

Lembaran Asli 
Si msn ; 
Sa11nan 2 
~ in.on3 

Tanda -,nga'l 

f\lP 

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP 

SPP • LS Gaji dan Tunjangan 
SUri! cengont.r SPP-LS 
n'l&knan SPP·LS 
n"l:1in SPP·LS 
s. nan SPO 
lamp.ran SPP-1.S 
pembi'{irin iiJi ,nduk 
gaji susu an 
ke~ura'lgin gap 
g .. jiteruun 
surat <et:utusan pengangk.itin :a en pega\•,ai negenSiCil 
sur at ttecutusan pen;;angli(.atan cega\•,ai negeri s1cit 
suri! ~eputusin ke'lioil.n pa ngk.i! 
sJr;;t <eputus.n pencang,;;tan dalarn jabatan 
kenaikan gaj, cerkati 
surst cern,ataan peant,kan 
surot cern'tataan men:ju::I..Jk.1 j;catan 
surat cernyatun me atua'lakan tugas 
surit keter.ngin pembiy.ran tunianpn ke uarga/ka·tu permchonin ce'limbanan 
pengrii.sr •n peg•1,,•Ji1 neser, s1pii IKP:.: 
Ierc :opv surit nikin 
f:to :cpy akte ke aniri'l 
sJrat keterangan pemcerhenti;n pemca~aran iSKPPi gaji 
sJrat keterang.n muih seko .niku,iah 
surat pinda"I 
surat ~emat11 n 
e-billin1; dan 
peraturan perundang-un:langan mengenai pengnnilan p,mcinan 
aan anu;ou DPRD serta ;:aji dan tunjinJa'l eupatl/·.'.'akil 8upat, 

SURAT eENEUTIAN KELENGKAPAN DOKUMEN see 

dokumen 77. Format Checklist kelengkapan 
ditandatangani oleh PPK-SKPD 
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t..:•: ..... ;;,:-;~--.:. .\ .. 9,;1·r IP~~· i,:PO 
.... : .. , .: .. ,u BL.C 
L .. t .. , 6-: .. ::, ... ~·.: ~t""S: .. t·t .. F~-~ 
1"1::: ~e-:ra·.a- ~~·ttt .. i·a" ?~-i 

..:- ::.t11- ,4 

ill "'!'" : 

s., .. ., .. ~ 

s. -·· l 

...... ~ ... - ... >, .. 

•, F 

PEKELITI KELE,..GKAPAh OOKUMEh SPP 

:;ct::"'gl"" • .3~1!'!.._ ;:::~:'"!a- S:J .. & ,el'!'•1 .. ?"' ,·s-s :?• O< .. S .. ·A: :;e-.:;e• t.D .... :"' .o-i:tte,: 
<" .. S .. .i .... t ... ,:e,e•.::b"" ,:: .. s .. Ui .. d.-;;e'"• t .. -;!" "i'~"','&-tt"eS .. ""!'-i'": !,·.,: ;:e·s:- .: ... ; ·.e?e' 
::e· ~= ai!:a•! :·enn ,t-.a; ... , .. ::,:•.w .. : _,....,:: · :te"'':11"' : .. <t ,e .. a: .... ::.r !<: .. 3,1 ... : .. i ... !a- HS .. ! 

:e- :.l"II~.) .. .,,.!,t .. :e,: ·;a., .. :!- : .. d ::"•'e .ut.a'" '::e-:: .! .. a •t :::- .. -r1 .. ; i:· t.e :.. .. ,: us :.a;"' : .. ,! 

1-·t.ta-; .... ta" 1 .. ,: .. :1c-i-e- t:;.t:: t:~ .. ;Jt:.aa .. :1:·~'T;: ·h.ia.-a,t"': .. 1;·.,, •,• .... c·,ii 
1 .. ·at :e-:«· h ., .. ::::-p'" =~"':t. ,ete· 4-::.-.~ .. :e,e·.~r :a· ~=,: .t:.:== = :e<<:·,•r -,,:--sa ,.,_- 

1~·111t i::•JJ:"'J i'" ~!')!~- .. ,HS: a-te-e ee r-e- -t s- :U:'!"' ::-~-; "'.h ,:tp 
ee- t: ,:a•,; ,e- 2 .... e- ce ce- . .2:.s., ,~"'&: t!l:-:lta"i!., c :., t'f .1. : 001, 

cet S l :,- ... : .. s .. :a,. s e "'jtffh 

;::.., .. :.tt .. : ·:u te c- s .. , .. s: 1 .. -, ... ,~C"S!t .. ,ec ... t ... i., .. u::a~ Skt:: 
,.,,: .. t .. ,• =:tt•t I :r.f: I•/: , ...... ,: :..,t-:su-g.a-- ,:_ ~ .. I(~,\ • ...::-,_ ta- :c-~ .. ,ti :;_ .. k ,e!. s• ,:,l"" 
,::•1:u :c, .. ,:: .11 ~=• 
~! .:r: u,.,a: :, . ...., -u1., ::,,..:s,.a•a .. !.!0-0: - j:t:·· :e·..., .. tH" ::-:•,·s·s- 1::% ,,c•!t .. 1. ::-!'S:"' "!" ... i 

"""' .s-: ·,•- ::t:, .. : :au,c-a .» r -e e Ui "'.sl :e,~·iu- 
'::1: :::, U .. i .. -at }I:.....,.,, .... rs - ...a, :,e !IUt'"-t*-,jr 1~U! .. ;t..., .. i .. :c~ .. .!'l:I" ,:J• :t-,J~J ... 

,l''Sd :e·u-Ji•J:" ,:.-~: ,: .. !·,, ::'":a-, ,u .. :""':•g.a ,e .. b-s:a- ··c .. :!--, 
~· !.: !~'!' ze eve :U b:'T ce .. e". u- .. -L, ::-..'!'),U:"' ...:"'l!".'2. 
ce- :• •~1·1 tc•t .. te- - ta..,,. :It··,., .. · ;.,· .1:..,, :,:.a., ,.as.a 
::c' ~ t a:,·a :.e-·::1;-,1;o t"' 
<iN ta.-1 :c•-,.t!t•·t -:ta.'b: .. ! .. · ,a-s: t.-eit, .. ;..t"I : ... , tc!,;a :r· ;,~,: i'!:'U::: wt .. J .. : e .. :c-;~--J 
O°'"'~·~- t,..,.)U ;!~"1~ ~t~ .. gs:s•.i"' 
) ... ·:rt.~ - -e- :a.-,~ ,·a-s:: ::•u- ~1.-a .. \!'"8:: ,: .. : ·,.:- : : .. :: .. , ~!!' .. :-=.::&.: ,: .. .,.,g:- ..,:- =~", 

D 
D 
D 

~ = 
§ 

,_·,t ::~.,;t. .. !.e· )H· .. S 
. -;c.!,!: .. si:: ... s. 
, .. :.s-S~F-....i 
1-:- ·~ .. SFl=-~i 

.. •)- SPO 
~ ... ., .. 1 ... -et ·oe,::~-::,i :s· )>ifC ::·u t 
e-: .. ~ ::,,ia, ~,., 1:i<t-· :t:31' ,.,.,gte r.c !!r-:.3-t.a""Jb- ~.,11: :i.i.t, 
s .. -st c e- ;! .. J, .. ,::··t·.,,. si:.: c e .. ~ja.:i- c e-e .. g.' 1.ra: :a~ta .. ie i.:e-,; .. -.a ,-;.a·r ·, .. !,! 
c e .. ,;."'! .: .. ,s,·.ll- :e-;:r: .. l, ,,et;:,; u"U-e .. :-.100: ... --,i;~ .... =~· -e ce- "'9 =•-,: .. , .. ,ct J.1 
s ... ·:t c e- "'t~ .. -- ! ":·.,a .v,.~~; 
9:t: :.:::, -e-re- ::,:, .... .1.: ;a~, ;c· .. u-u- ce-ve c • 

SPP • LS PenQldlln Rlrl"V danJIU 

SURAT PENEUIIAN KELENGKAPAN POKUMEN see 
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. Untuk Penggun;; A~g,a•an l PPK • SKPD 
: untux Kuasa euo 
: Untuk ee,:lahara Pengeluaran: PPTK 
: Arsip eendahara Pen.e!uar.n :'PP-K 

Lernbarari A.sti 
S.·1n,1n 1 
Sa·,nan 2 
S. in;n 3 

I\IP 

l\amil 

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP 

Oc~ume~ ~e engkacan l!in cerdasarka, oeraturan oeru,:l!ng-un:iangan. 

Bukti K;;s 

taccran rulisas, penggu~aan :fana hill;,, tahio sebelu'll~a 

Fote :oov I\P'.'.'P cener,ma hinan 1.kecuaii ~ibah keo&:fa oanitio oembancunan m,ujid; 

Fot: cap, K-P Ketua dan eendaharil penerim1 hibah 

Fote ccpv re<en,ni. penerima niba, 

Pikti ,ntegritis 

PrapaHI penggunaan 

!\PHO 

Surat keputu~n bupati tentan:g penerima h bah 

saurian SPD 

Mgkann SPP·LS 

s.,rat cen&ilntar SPP·LS 

SPP • LS Pihak Ketiga Lainnya (Hibah Berupa Uang) 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

SURAT PENELITJAN KEl ENGKAfAN QOKUMEN spp 

- 201 - 





Hkmsetdawktb 0231007 

· Untuk Pe,ggJna .>.,gga·an, PPK • SKPD 
: Lintuk Kuan euo 
Untuk ee,,j1nara Pipngelu1r1,, pp-K 

: .>.rsip BPnd.hua Penge uaran / pp-K 

Le'Tlbarar, .lu , 
5c·in1n: 
S. 'llin 2 
Sa ,nan 3 

f\lP 

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP 

eukti Ku 

F:it: ::ipy K-P pener,ma b;;nscs 

F:Jt~ :ociy reken·ng c~~r,ma ban sos 

Pree cu 

Surat kpputusan bu pat, tentang pene,,ma nansas 

n,: a, SPP-L5 

nr,gkasan SPP-LS 

Sjrlt o•n11nur SPP-LS D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

SURAT eENEI IJIAN KEL ENGKApAN QOKUMEN see 
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· ...if":_, Pe,.~~-,..3 .:.n~;11:1r· ,·PO<· S<.P:> 
• .J!"lt1..,. Kuan SUD 
vr:_,; St'"'::i,.!fJ t>-:l"j.t""1nr- iPPT< 

: :..rs1p Bef':lil'ira Pe"~"'~•'i"; PPTK 

.. E''"bitJ(' ~JI 
5altl"!!r : 

'.3"3 

PENEUTI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP 

s~,t Ku 

SPT.B 

SPT.\1 l(epali Den 

PHlti..rir o..1p.at tel""ul"!; ti~ :1ra DEfT'Dli 3r- ~ar oef\f'tJOit' ~JJr.if'" • .J;l.-151 

:11t"'J ~n ::u S.ft ID :eu :,., <lbUOilttf"I \\llit:>b 

r re,aur SPP-..S 

r r:11" SPP -c S 

SURAT PfNELIJIAN KEI ENGKAeAN DOKUMEN see 
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D 

D 
D 
D 
D 
D 



Hkmsetdawktb 0231007 

: UM~< P1ruur1 :SnJii'II' l PPK · S~PD 
vrtu• < ... Ha :u.JD 

· ..;r,:..i< Be,..:'1l"ua P1-rg• ..iJ•ar, • P?TK 
· Ms,p Ser~J"Ha Per,elci<ir: PPT~ 

lerrb1•ar :Uh 
S,atlf"ll'" : 

~l,•·•r 2 
S:l••il' 3 

Tu:ia Targan 

PENEUTI KELENGKAPAN OOKUMEN SPP 

SPT. \I Ktpiilil :!trii ter~1 t 

u r ar SPD 

r r:c1r 5po •• s 

SPP • LS P1hak K•tiga u1nnya [Suba1d1) 

SURAT PfNEUTlAN KELENGKAPAN QOKUMEN spp 
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D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
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: ..... nti,,.,lt Pe,..~guNi ;..r,~garan ,· l>Do( • S(PQ 
· Jot.< K.au 9U:) 
: Jr,t.;,: BEr~it":.ra Pif'je 1..inr • PPTK 
: :..rs,o &en:jch1r; Pengclu;r;n / PPTK 

PENEUTI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP 

Hkmsetdawktb 0231007 

i..!'t'l" bi~ .,r· ."\.Sit 

Sil1ri1r:. 
'iii 'lir 2 
5=11r3r 3 

SPT.M K!pal1 O.n 

Surat pi!lul'Hin PBS 

PeratL.r:r bupat1 tert;n~ Uta ~n PErT'bi~•l" :jar perr-:t3par, bes;r.an b.!i hu,1 P•;at 
~•r rEtribt..11 :uuar 1•t1ao jeU :1 (aoi-piten ~\.U.Job1 

r.r.:<1roSP~-.S 

D 
D 
D 
D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 

SPP. LS P1hak KetJga La1nnya (Bagi Has,tt 

§YB61 pENEUTIAN KEL ENGKAPAN POKUMEN §PP 
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: , . .lnt..J~ P~f1"g~i.ri ;.r;g51fan I Pt>(· Si<PD 
: Jr·tJ< K.asa SU!) 
· Untu~ Btf'~Jrar; PeogtlLH>r I PPTI( 
: ;..rs,o Bi:n::Ji .. -ara Peng*luarar1,. PPTI< 

Lerrb.:rar ~ih 
Sahf"'l~ : 
S.il,nr 2 
5.ih"if'> ~ 

PENEUTI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP 

D 

Sur.I l!?!EtaP.r peru-riiO an urt1.,I' per5errbihir kelEb<~.r peneri'T:Uf';if'f ter_.~ 
pi:::h tii"ur if"_ijirif'\ ;ebtlurrr-..a ,anj :anir,i 0eru.,rrber :iu, p1...ut :u, pr::>.,·r,1 

Si.,rat ~etet.ip;;~ ltD t Sa 111 iSK:.S: 

, rgkaur SPP-LS 

D 
D 
D 
D 
D 
D 

Sl>P. LS Pahak Ketaga Lalnnya (Belanja Tadak hrduga) 

SURAT PENELIJIAN KELENGKAPf\N OOKUMEN spp 
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· Ul">tu< PE"'is~ra ;.ri3iirin :'PP(· S<PD 
: ""'r-t .... lit K-!U SUD 
· Jnt.J'< Be,..~a"'ara t>er~e uar ar ! t>;>TI( 
: :.rsto B&f\:1i""i'i t>er,irh ... :•ar ,• PPTK 

PENEUTI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP 

Hkmsetdawktb 0231007 

len-ba'ari :,sh 
5aLrJ:r :. 
S;.hra• l 
S.lmir 3 

D 
D 
D 
D 

Surat ~ft tu oar t•r:ini ~rroa\ ar ar "KE-~\i;tbir perr :ia iti!. pt..t..i.ur ot-rg111llr". 
::ian rei:lrrtr!las., .;.P P :J3r 1auu rek::i~e,..~as1 SPK 

D 
D 
D 
D 
D 

SPP - LS P1hak Keuga Latnnya (g. Pembayaran kewaj1ban pemda atn putuaan pengad11an, 
can rel<anwnd&11 APIP dan!atau rel<anwnda11 BPKf 

SURAT PENEUTlAN Kfl ENGKAPAN QQKUMEN SPP 
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• UMc< Perggyr; :.nnarat' f PP~· S(P:l 
· .Jr:1,; .. K ... ni SUD 
· .Jr:_< Scr::a~u• Perge cuir · PPT,C 
: ;.ruo 9cr,:li'"'i"i l>ef"lii'h .• i'if'; !>l>Tk: 

.. errbi"in :UIJ 
Sat1rar !.. 
Sil•Oi' 2 
~l1r1' 3 

PENEUTI KELENGKAPAN OOKUMEN SPP 

.;3!iran s.Lirat tek:lrre f\:as.1 ~ar1 S<.PD te-rka,t: 

r.r:11r SPP-.S 

SPP. LS untuk Pengakuan belanja pendukung belanja modal 
•rta keg,atan operuionaJ le1nnya yang telah d1tat1pk1n dalam 
Rencana Peneairan Dana dlbayarkan m&lalul mekanl&mt! LS 

§YRAJ PENEUJIAN KELENGKAPAN QOKµMEN §PP 
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Sil1r1.,.. !. 
S.lnuo 2 
S.ii~i" 3 

: ~rt~,: Per~JL~i Arjjlfi" I PD(· S<PD 
· uM-< ~~iii SUD 
· Jnt..i-k Ber:Hhara Per ge·t..arar ., PPTK 
: ~n10 Ber:tir\ifi Per~eluaran f PPTk. 

PENEUTI KELENGKAPAN OOKUMEN SPP 

Surat i<epL.tuun P.; te,..t3r'! perroeritdcir, nrr per:t",:arain. petJ,.>lt°'iJf'\ '3" 

Pf't"iJ\\'JUn~ei;11ur e>el"""t 1h.u.a:1r ~111"' :jar".•rrbaur: 

r rgkaur SPP-LS 

SPP • LS Swaketota Pemehharaan Rut,n Jata n 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

SURAT PENEUTIAN KEL ENGKAPAN QOKUMEN SPP 
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T,:a 

3i·, 

D 

n· <'.' 

D A$i:3r, 

RESUME KONTRAK 

PEMERNTAH KABUPATEN ,0,AKATOBI 
~MAOPD 
A.JIN! OPO 

Hkmsetdawktb 0231007 

SP20 TERMN 

'•' 

SP2C U/\NG \IUKA 

Ara: ~;·.z :•.at 
~ .. !",JJ- 

.~- ,. 

RINC!A.N ASET 

PERUSAHAA~ 

· (:ja 3n,; j S '.':~ 3'!: 
· \r:· ,e; t:a·: S-Ja 

.... s =>:s:-; 

KONTRAK 

U Forma: Resume ::)o,,:·.1:ne:1 Ko:1::~ 

78. Format Resume kontrak 
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• Jiu Jtnts Postir.g,n Kip,11111111 111 ~ode 01nrng t11n ,.g,srtr o,rang HSUII SPIO.A BWO 
• J*a r.>eng1J11h~ permtrru~ SPW ttnnm sl!btlumry, r"111 1ud11> r,ns, 

', J 

SP20 PENUNJANGfATK H~ORARIUM PERJALANAN O!NAS Olli 
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Kepala OPO, 

Demikian surat keterangan ini dlbuat untuk digunakan seperlumya. 

benar-benar tldak menguasal Baran& Mllik Oaerah yang tercatat pada Kelurahan 
Patipelong, Ketamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobl. 

Nama 
NIP 
Jabatan 
Alam at 

Menerangkan denean sesungguhnya bahwa : 

Nam a 
NIP 
Jabatan 
Alam at 

Vane bertanda tanean dlbawah lnl : 

NOMOR: 
9.JRAT KETERANGAN BEBAS ASET 

KOi' Ol'l> 

79. Format surat keterangan be bas Barang Milik Daerah 
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·.:.,. 

PPK SKPO 

ve T"'-'44Al "° - 
X\lSSPH '°"'AU...\ 'Ci.At SP'H ~J/GU/TU/l.S 

u,.41.,. ........ 
UP'l..t °'911'\..Qs. 
5.o U""-t Ot,;.11:1.u 

PEMERINTAH ICAIIIJPAT!N WAKATOII 
REGISTER SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) 

'•'1:c s c 

S. Fo:-:ne.t Register S?'.l 

: Reg.ster SP'.\'.-UPiGU/TUjLS 

80. Format Register SPM-UP /SPM-GU /SPM-TU /SPM-LS 
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•J" 

uu, .. , 

PlMtRIKTAU l(.t.WPATllt WAKATOIII 
REGISTER SURAT PENOLAKAN PENER8ITAN SPM 

....... .. ,. .... 
..h\O-~, ....... 
b ...... t0,•"I-..MA 

81. Format Register surat penolakan penerbitan SPM 
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,a.re:• 
~ ..... ar.~t-a.,a. ~m .. rr t.a.a.ta.t: 

I"' .1- • • ,•· • : •• u..,.a.r,c.ar 

,., J •. :r. a.t, ,·•f'Jlt' !.,,n•,rt• 

s-sr .... 

.!~ff"·'-- 

,~ w..-.•r -~ 

.; .. rr. -..t- 

r•• ""'' ""~•~• n 

MP-"l'\ua ... L,,'nt\ ,c 

·r • n•-,• 
""" c, .. :;, ,:,,,.,. 

·r •hi: .... ,r,...,.. ..... 
UL'l) K ••• .._. 

Format SP2D-UP 
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"'.:r 

, 1•:---!!""' 
Kua .. b--.hbara U1nua1 Oaarak 

l£".l,*"r •ok Yan1 Dlt11aj1ak 
L.-r...-.1 •t: .......... A••••-/KY•• ...... ._.a. A•••••n 
urm.., l Aral" w.~-• llUO 
t..1,.s..ar 4 l"i.S..k. r.aarl_. 

U.oa a.jun1l•h. 

.... lllp ...h...r.,al". P..11.:,r~r 
ire,, 

&r2.IJ --- Ola-,.._• 

at.t., ....... 

.., • .iaa 

~ . Ural- tlll•. tc..Ual•at Ho. 

ht••····-t•••••: 
Jam.le Ill 

UltAlA.Jt KOU&: kt01ATA.N/tKJ8 KltOlAT.A.11 NO .JUMLAH ..... 
w~ .. 

Kt:?£!.& 
''11\\11 
'vc • fit:o1.e1Ur\j 13.. 1\A 

u...,,,.. l1t:1'1t:f",l'I .• 

Kt:p,e, . ..ian L'r•it.J• 

mc(:'.indahb .... kl..lu::u~ :f.a.ri l:o.k1 Rekcning :'\:i:::.nr. 
(:crh::c::rt'!: 

Oor,k ?er~_ginr· · 
;zen:fc.klch !::.enc:oirkcn 
L":t':.C' scbcuir ~n 

,.n.• SkH~ 

, Pv.11 
l_l...'C, K.a.1• llL'I.) 

SURAT P£R1NTAH P£NCA.IRAN DANA i8P::IOI PROVIN81/KADUPAT£N/KOTA., 

f'OR!\JAT 8P::ID • GU 

Format SP2D-GU 
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• !.at: ..... 

Kwa_•• ••••••"• 1."•,u• Daarab 
•:t"I.AI l 8-.lr. Y-• Dltv..lPJ•k 

_,ff'_,.~ r...._.. .. A ..... ,.._1K.-a.P-....-A ..... ,.. 

-•wt:...r J Anti, IC.v..-• DUD ........... _,,..,,. 

••• 
.... ... :rl•" i.·-~ .)-1ff"1r1• 

J\l.el .... 

•.. u..•- c••· aak.alact ---- J-. ..... 

J __ , ..... 

u...a-11te . ...._las, ... reUlapa·p•tma.aaa: 
J1ualalt. 

KODt IC.&aLArAJC1•u• X.KQI.ATAJC ND 
JUMLAJl 

"'" 

Np 

, .1 H:t,u:n.:~ B,•H• 
1111,~ f~r~r.nt• 
>.::ci,,cr,-•u L":,:~11. 

Ktt,.•J.. 
,P.\P 

I.M1wt Pcu.~.r.,H 
Hc:,4-. •=• :ac:,.._..,11.•n ::1c:-:1.,...._ .. ·•--.A-"'-4n :!.r. L.._.c.. kc.u:r .. 1-l!, .ll~Jt 
L: .. 1'!: a.cl.c••• WJ,> ceinl •. 11.y 

r ... ~ .. 
O•t, 13t:I> ..:.-., ot bl.'IJ 
,PAP 

11 ..... 

SURAT PERr.>"TAII PENCAIRAN DA."iA (SP2DI PROV1N8l/KABUPATEN/KOTA•1 

FORMAT 8P2D • TU 

Format SP2D-TU 
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s.r 
,. ...... r!"cll•[ 

,:...,-M .. 
K11.-• 11_41...._• u-- O_, ... 

JrT"bat 1 8-.11. v-, c,tt•aJ•k 
-t'"-b-t J h• ..... •• A•a--i~-• ,.._II"•• A•1.-•• 
,...."·'-' l Ar•lp "'-•- •uo 

Pi .............. ~,-- 

. . . 
... , ,.hunt a.h. - • °'.__..,......,. 
ll<p 

•• \ .. l"l'.•• !1-r'!$ ,..> r- .. ,, .. 

No, U,.t- tH• . ._.......la1t Ket·-·- 
IAf•r"'-': t..d""' r•~~""'lllr _ _..ID" .i:..-1~ 5."'XJ 

""'' 
No. 

., __ ... ket·-·- 
P•t••--· .. t•a-•: 

,,huala.h. 

""""'" NO JUllt.AK 

'""' 

Ke~J.. , w., I 
,.:.i Re.c.c,,.,~~ r::.41\..t 

£~1~.c. t-:net.1~'l• 
Kep:1,-•U'', L:r): .. .c 

mrmir:fola;l:a.kl...kor :fc.n boka R.e-kcrir:..g ~:,u1:,r. 
,"Z.Th:.k.,t";C :. • • .,.1 

nark Pe cg,ntn : 
He l'.:l.a.kt.:ll: me 1::.:.i rknt~ 
L'or~ oebeocr Rr,. 

hL"O K ... •w CL"tl n.,. 
'1,..1.P 
Tar-....,~ .•.1~e:i..,,.an r ..... ~ 

,ar.,a SKI I) 

"··- SURAT PE.R.INTAII PENCJUR.Ur DANA illP201 PROVINSl/KADUPATEN/KOTA.1 •• 

FORMAT SP:ID • LS 

85. Format SP2D-LS 
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Crua!a•i 
?e:-ige:~·ilJiL,. u~,c~ Kas :_· murn l:ilpa•. me:tg_g'..!..'"U1ka..., ~o:np\..'.. ~e:- 1 ap::K.iiSt soft1A·~c 
?ena.,da:a..,ga.,11.:1 o:ch penggun s a.,gga:-a.,: k1...ai.a pc:iggu:111. a:tgga:an :Jil.Ull 
u1...lc.:. :.tai. 1...:n1...:n ti::akuka., pada sua; pe:iga;ua:1 pe~:a.,ggung.:11.w!lba:1 
pe:1e:-::r.lii!..."10'.1:h be ndahara ;:ic=:ic:-1:nllli.."1. kc P?KD 

Ca:a Pe:1g:s:a:1 · 
11. l , Dus: den gan narna SK?:'..l: 
12. 2. :::>ust t!c=:1ga:1 :1a:1:1, ;:ic=:1ggu:1a a.,gga:a.T'~uasa ;:,c=:1gg:J.:1a a.,gga:1,:1: 
13 3, ;)1:s: ;;c=:1ga:1 nama ~c=:1dllh1<ca pe:11:~ ma an: 
14. Ko'.u:n 1 dt:s: dengan nornor u:-ut ;:e:11::-::nll.li.:t kas atau pe nge.u aran kas: 
1 5. Ko.urn 2 dust dc=:tgan tY..-igga: pe:ie:-::nWin kus ata1... pe:1ge'.ua:a:1 ka s; 
! 6. Kolo:n 3 d::,., derigan nornor bu ku pe:ie:-:.."T.lili."1 kas atau ;:e:ige'.ua:-a:1 kas: 
I 7. Koloen 4 d:.1s1 dengan kode rekerung p1::11::-1maa."1. kt1.s a:iiu p1::1ge:ua:-a., kas: 
l B. Ko'.0:11 5 d:ts1 d1::1ga:1 '.·:-a:a., p1:n1::-1:r.a11.:1 k11.s 11.t11.u i::1:nge'.ua:11.:1 ka s: 
19. Ko.om 6 d::st di::iga:i ;u:1:l11.h penerimuan kas; 
20. Kolcrr; 7 dns: de:tga., :u:n'.a:1 pc:1g1::ua:11..-i kas. 

'.\IP. '.\!?. 

Bendahara ?ene:-::naa.'1 
~'.e:1ge:a:u: 

Pengguna Anggar ar» 
Kuasa Pengguna Anggar an 

Te rdm dar; · 
d. Tu:uu Rp 
e , S1Ldo :1a.-ik Rp 
i. Surat i3.c:ha:g.. R:: 

Pada :1a:-t ::1: :a:1ggn'. . 20: 
o.en kam: didapa: da.arn .ro.s Rp . .. . .. 

dengan :nrJ:) 

R,:i 
J·J:n.ah samoa; oer.ode .a.u Rp R,:i 
J:J:n'.ah sem~ia sarnpa: per.ode .n: Ro Ro S:sa Kas -'-'"'-----~R,;,;p;:._ _ 

J·J:n'.ah Ro Ro 

2 3 4 5 7 6 

Pener: rnaan Pe nge. uaran xo. T xornor Kode 
U :-J: a:1gga. B·k.: Re~n:ne U:-a:an 

2, 
: :, 

Pe:1gg-J:1a .-\...-igga:-a:1; Kuasa Pengguna Anggara» 
Bendahara Penerirnaan : 31 

SKPD 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 
BUKU KAS UMUM 

P. Fo::nat :'..loku:nc=:1 i3c=:1t.h1.ha:-a ?c=:1g1:h.:a:-a., 

l. ~ku Kas :.: rnurn 

86. Buku Kas Umum 
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- 

•t ~'" 11"1;,.•r b 
~, .... < 

I 

I 

fltMWHlAHU.Uf'rilflhW.UI.A10.l 
111.JKU f'l.HBAN'TU SIMl"ANAN/•AN1t 

ltJtO.UU.U ,t,.Cft\1411..Uf • 

87. Buku Pembantu Bank 
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~ .... ~ 
r-Jtr . 

Oi\•lP'-~ Olitf'\ 
erndfl\ s .> PN".C'IIO'ilS~ll/ 

6 .. 01IM••• .. rf'nt11r,,;t"\ 

Cl1.ttup.1, .:Wh. 
,~11 a:.uu~ Anel~'"' I 

J(..ia,.•""""U"'t~ 

- ------· ---- 

+ l 

l!IJ~UPfMM'lt\J e.,.·1• 
,~ .. eee 

Pff\1fRINTAH P.AOV,l"\\11'{A8UPA.Tf'f\Jj'l(0TA ·-· 
\CPO - • 

TAHlN A~r,.A,-AN 

~ 
,u,:·-··-·· 

1:001!. 
fllf>: •..•. 

0 .... P'<IJ'Oltll. 
8todd>••P•ntnm..,/ 
""'1dllharo Ptl'\f'run•n 

t)\(tvp.11 ....... 

rou,11,,. Allcpron/ 

""•" '""•una 

- 

u ..... S.ldo 

lllJKUrfMSAIHU KA\ IU'IAA 
Pirriocu·: ·-···-··~- 

PEMCftlNTAH PJU)\ANSI/KAl!UPA TOI/KOTA •·--· 
\Kl'() _ 

TAHUN ANOOAI\A_>.j .• ·-·· 

88. Buku Pembantu Kas Tonai 
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vc-·.;c.r. 
ICDAUt. SK,O .... 

lCl ..... 

u, .. 1n~~rt 
IW-"IQ~a.rt 
I.N't:Ot~ ....... 
S..1ir. urwt Otoatllf,Ui 

~~Jt\lA~a .. /K..auJlreffoo...naA~-­ 
·~,~~al\ 

PfMfRJHTAH KAIIUPATfN WAKA TOSI 
BUKU PEMBANTU PAJAK 
llfNOAHARA PENGEWARAN 
:trd~t fl~ 

89. Buku Pembantu Pajak 
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....,,i-·1· . .:r. 

IO TGL HO 9U:t<Tl \.:U1Ah P0,010Mi.A N ~OIUh .. ,DD 

u, aliUifl ,&m11ttf1.~.f\l,fl 

--=~f'IQ ... l'ftl:tif'1UNI\ 

UMO.o,aJ'dH, 
~1,;tw't()ro,a,'da.ri 

Ple..,,O~ ~ngg.lJln(tcw,au ~~ Arwa,~n 

kt\61,bt,ra k.nge\ata" 
ll"dPJiSI, .. 

PfMER.IHTAH K.411UPATENWAKATOIII 

BUKU PEMBANTU PAJAK 
PER JENIS PAJAK 

Buku pembantu per jenis pajak 
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-· 

1:: 
11.,oMAAA "-"4l .. U~ 

'lt"~O. 

1(0.A.:..A,.:.PD --· 

•o TGL ''° IIUICTI UIA.14.'I 11£1\UllMAAh PL,'Gll.U.Al.MI S,.,.l)O 

,..,. JU-fl Pt.._., a.a .... ,. 
\lt'lt'.t~:f'I-A&­ 
UUA,.1~"., ... 
fll,00,11' 

-IU1\ 

~~ A,,,o.~,1,.,~ ..... ~,-""I~.,,,,.. 
fa..S.'-ltl~~fl"'I 

l'l!MlRINTAH KABUPATlN WAKAT081 
BUKU PEMBANTU PANJAR 

HNOAIURA PfhGfLUAAAH 
~ a:1 ce 

91. Buku Pembantu Panjar 
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8tlldW!i Ptllttl~ 
~i11iaPtM!l!Wft 

• .. 9' -• n - ... ...,... _. ... ,, - td .. .,. -· 

RE651tR 5PP/SPWSP2D 
Periode:w- 

f!MalttTAH PRl7iti/lAUATE~IOlA ·-· 
Sl(PO _ 

TAH114 ~Wt..-~ 

92. Format Register SPP/SPM/SP2D 
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ffi I 

·,::, 

piptc, SK,o 
\'t·;e-:,·­ 

K:E,ALA SKPO ... ·····- 

NO. TGL NO. auKTt """"'" JUMLA.HSPJ IC.ET EAAHG.Afrrt 

U'lJSa.., leinetmta.!'l~n 
li:iln,g ••meontaNfl 
Unlf.OtQMW.l.lt 

SUDU'tf't Or,;alY.S.M 

PEMEIUNTAH KA8UPATEN WAKAT081 
REGISTER PENERIMAAN 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGElUARAN (SP)) 

X Format Laporan Pert anggung awaoan Penge.uarau 
:. Register Penenrnaan Laporan ?e::a:1ggungawaoan Pe nge.uarcn 

pertanggungjawaban la po ran penerimaan 

- 226 - 
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M SC 

·~ 

"K Sl(PO 
't"'~.;r. 

KEPALA S-.PO ·~ , 

"° TGl NO. aunr VU.I.AN .1JMU.H5PJ K.fT£lt.lt«i.tN 

UNI.an Pemer~.:u, 
am.,o Pementu.l\M 
unrt0t9a.nila 
SUDUnrtOrg~l'UHl 

PEMERINTo\H Ko\BUPATEN WAKo\TOBI 
REGIS-reR PENGESAHAN 

LAPORAN PfRTANGGUNGlAWABAN PENGELUARAN (SP)) 

2 Reg:.s:e: Pengesahan Laporan Pe::angg.Jng:awa':ia:1 ?e:1ge'.·.Jar.1:1 ,sp..;, 

pertanggungjawaban la po ran pengesahan 94. Format register 
pengeluaran (SPJ) 
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Cataran 
Da.arn ha. :-eg:s:e: pe:1'...l::.i ;:ion ...as d:g·.J:,a.m., da.arn pem er.ksaan kas . 
. e:a,;: :a:1da :a:1gnn ;,engg.J:10 angga:-a.~. ;_·.Jo.sa ;,engg.J:10 anggara» oerada 
pad a seoe.ah kana:1 dan 'oenda:1a:a oerada pad a sece.aa ~:: 

(nama lengkap) 
NIP 

(tanda tanganl 

(nama lengkapl 
NIP 

(tanda tangan) 

Meagetahui, 
Bendabara Pengeluaran 

R? 
R;:> 
R? 

R;:, 
R;:, 
R?. 
R;> 
R;:, 
R? 
R;:, 

R? Rµ 
R;:, 
R;:> 

Meagetahui, 
~ngcuaa Aaggara.a/ 
Kuaaa Pencguna Aaggaran 

Pecahan R;> : 00 • .-e;:,::1g R;:, 
Pecanan R;:, 50 • .. kep.ng R? 
Pecahan R;> 25 • .. ;..e;>.ng R? 

3 Kertas oernarga dan oag:a:1 
kas yang di.ztnkan crdonasi, SP2D 
wese .. c ex, sa.do .xi:1.-. marera.. dan se caga.nya R? 

J·.J::n.a:1 R::> 
Pe roedaan Pos::::·, );ega~:: R? . 
~ ?e:1.'e.asa:1 pe roedaan :,a.,;: pos.:::' 

'.\fa".J?".J:1 
:1ega:::· 

: 000 • . .. . . . . ,.;ep::1g 
500 • .. .. • . ep.ng 
200 • .. .. . e;>::1g 

500 • .e moar 

5.000 • 
: 000 • 

Pecahan R? 
Pecaban R;:, 
Pecahan R;> 

2. Uang Lcgam · 
Pecahan R;:, 
Pecahan R;> 
Pecahan R;> 

.e moar 

.e mbar 
.. ernoar 

... erncar 
.ernoar 

.. e:n::,a: 

Uang Kertas 
Pecanan R;:, : 00 000 • 
Peco:111:1 R? 50 000 • 
Pecahan R;:, 20 000 • 
Pecahan R;:, :o 000 • 

Tangga, Penu: .J;:>an Kos 
Xa.:na Pen·.1:·.10 Ko.s 
Tangga. ?e:1'...1:'...l;:,a:1 Kas yo:1g La.u 
.Jum.ah Truns aks: s/d o·..1.on · 
• J·..1:?Lah Penerimaan s;d rangga. 
• J·..1:n.a:1 ;,e:1ge.·.Jo:o:1 s1 d :a:1gga . 
Sa.do B·..1;.,:'...l 
Sa.do Kas 
Terdi r; atas . 

5 Register Pe::·.J:'.J?an Kas Bendanara Pe nge.uaran 

PEMERINTAH DAERAH K.ABUPATEN WAKATOBI 
REGISTER PENUTUPAN KAS 

95. Format register penutupan kas 
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'"-- 

Ill& 
11.U -~ " " ,a -. .. ...,_ 

_.. .. -,"'~- " .. ¥ ... ff ... .. 

REG6T£R 5"/WISPfJ 
Perioclt:.-- 

PIMERtffAH PROVNSI/WIIAlUl/lOlA- •. 
500~-- 
TAH\li AHGGAWL- 

96. Format Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS 
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!i!ml '"' ....... 

!: ! !tla~ ~ e-~ 
8mNa Pete$RI 

~•er,~i;;. 
~~HI 

5PUS61j ,WflS ........ SPIW/GUIIU lllll*5'1 
Wt -- ... " s.d u s., u u ~/GUii' Slslhcv 

~ .. ..... .. ... .. .. .. - - - ut5'Mlt -- Ill Ill ill 1111 
UII w ... ii UII • 

! 
MMH 

lere~·~a!!'I 
~'" I · ....... v 

· ~Jtor.,:;n ••lot 
• p~,, 
e O't,. 2: 
c ~:-., ;.: 
j ;pi, !3 1 

· ,tr-er 
;t.. -,,!"1 ;~·e'•.\"l'IC5f: 

lt•.tt.JJ:lr 
·i~J L'-JP,G\)," .I' 
. ~· ,t':rl~ •t;tt I 
o PP•I 
: ~Pt!~: \ 
~ i::, 2.: 
d ~Pr !l 

-u r-e r I 
;~ ·n•, ,,~tt ,1r1n 

s~ .jo ~a; 

' I 

lNOAA/1 PERTA/lG6UflGJAWABA\l 8£HOAHAI\AfEIIOO.lWWI 
(S,J ADWIISJUllfl 

Bula....-, 

l'f.MfRMAII PflOVINSl/~ATEli/kOlA--, 

llllilmilooli..i'I SVO- 
Tnn AnePtaL-..- 

97. Format LPJ Bendaharan pengeluaran administratif 
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lll!llt 
fill':- 

O S-4t<or c.tr 
..., ....... "~ \\~\~f..lJI.. 

f'HUuM Mpiltlft 

s,,u-. ~u-..•• WJW/elJl(V --s,t ... ur.;, ..... ... ,., u "' " "' 
IIS;UP]6U/f 5111 ... ...... -- .. - ..... ... .. ... .. ... ..... U)S.,a.. ........ .... ill "" ..... iii w '* 

Ill w ii 

JfMA/1 
it:">C'";~,1\ l 

.5,.::0c 
-t~r.nr;Jn 

! PP!4 
t. rPr l, ,: ;~~= 
; Pi'l' H I 

•.If':·~ A 

JU'1'1 )l"i ttr.t1 """"b!:'> I 
:it~~,-a,t11 ! 

.. s;J ;..S-~t~'Gct~:, I 

· hr,-r.="r; h_at 
• FP•I 
e PPr 1! 
t ;.;, 2~ 
; r,r u 

.• a!""--,,"' 
J' .. ~· ll'1 =-tr,&! ~.-at'l 
>.! ee <J~ I 

t I 

W'Ot\ANP!UNluliU'IGIAWA.eNIB(UOAHAAAl'fl;c;llUAANI 
j\PUl.lf«illOIW.j 

8111M:.... •.• 

PEMEIUNTJ.H PflOVINSlfWU,AJ'EN/KOrA--. 
11"!.;.K,.;....i 5IQIO_ 

l,hunA(Ulftn.-. 

98. Format LPJ bendahara pengeluaran fungsional 
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Nama 
NIP: .•. _ .... 

Nama 
NIP:,,, .. 

01s1apk;;n oleh, 
8endahara Pengeluaran 

M~nyetuJLI, 
Pengguna Anggaran 

Kotte- UralaR Jumlah 

TOTAL 
Tambahon Uong Ptrsedioa11 (TU} 

siso Tambahon Uong Ptrsedioon (TU} 

Program 
sub Kegiatan 
Tanggal SP2D TU 

lAPORAN P£RTANGGUNGJAWA8AN TAM8AHAN UANG PERSEDIAAN 
Pedode:.- ... - .. 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....... 

SKPD ... - ... 

Tahun Anuaran_p·-· 

99. Laporan Pertanggungjawaban TU 
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Nl!!!I 
NIP:--···· 

C. Rekapitulasi Posisi l<as di Bendahara Peneeluaran 
C.1 Saldo Kas Tuna, Rp. 
C.2 Saldo Sank ..;R..1P:..:.·------- 
C.3 5aldo Total Rp. 

B. Kas di ~hate Pencetuaran Pembantu 
A.l Satdo awal bulan tanuat Rp. 
A.2 Jumlah Penenmaan Rp. 
A.3 Jumalah Pen&eluaran ..;.Rci;P..;.· ------- 

A.4 Saldo akhir bu1an tanggal Rp. 
Saldo Akhir bulan tangiaL. __ ...... terdiri dart saldo dt kas tunai sebesar 
RP-·-------· dan saldo di bank sebesar RP-···--··-··-·-··-- 

A. l<as di 8endahMa Pencetuaran 
A.l Saldo awat bulan tanggal Rp. 
A.2 Jumlah Penerimaan Rp. 
A.3 Jumalah Pengeluaran ..;R.;,,P:..:.·------- 
A.4 Saldo akllir bulan tanggal Rp. 
Saldo Akhir bulan tanggal..._ terdiri dari saldo di kas tunai sebesar 
Rp ··-··- -· dan saldo di bank sebesar RP-··-· ····-····· .. ·· .. 

Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikou,_._ . 
No........... .. Tahvn. . .. men11enai Sistem dan Prosedur Pen11e101aan 
Keuanaan Daerah. bersama ini kaml sampa,hn Laporan Penutupan Kas 
Bulanan vane terdapat ch Bendahlllra Pen1e1uaran SKPO ..... adalah 
se1umlah Rp... .. . ... del\lan per1ncian seba1a, berikut 

OiTempat 

KepadaYm, 

IAPORAN PENUnJPAN 1CAS 
Bulan: .. 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA --· 

SICPD--·· 
Tahvn Anaaran--·-· • . 

100. Format Laporan penutupan kas 
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I Nama Lengkap) 
NIP 

(Tanda Tangan) 

Mengetabui : 
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran 

Sa.do •.iang menuru: B·J,..J Ka.s UnY.1:11 Daerah, Register dan 
.a::1 sebagamya oer; 1.1m'.a:1 • R;:>. 
Pe:':>edao:1 ;:>os::::.:::ega:::· anrara sa.do :-as dan sa.do 'J·.J;.:·.i• R? 
Pe:1_ e.asan ~r~daan ;:>os::::'; :1ega-:: . . .... 

e. Surat 1-aranp bcnda berharge ;-ang duzmken 
J·.i:n'.o.h 

• Rp 

Se:dasar,,:0.:1 Keputusan B•.1?3:?. xomor :a:1gga: d::·.igas,rn:1 
:11e:1g·.1:-.1s uang, dan s esuai !10.s:: pemer.ksaan kas serta :Y.Ji.-:1 yang oerada 
da.am pe ngurusan ::u, kam; menemu: xenyataan se oaga: oen ... .i: : 
J·.i:n'.ah yang kam. n: ::.ing d.hadapan pejaoat rersebu: ada.ah · 
a. Uang ~e::-:as • R;:>. 
:). uang .ogarn • R;:>. 
c SP:!:1 dan a.et pcn.bayaren :c.,nn~a yang be.utn drca.rk an • Rp 
d. Sa.do Bank • R;:>. 

xama .engkap 
.Jaoatan 

Per aturan :\'.en:e:: Da.arn :'\ege:-:/ Peratr uran 
Tanun ... , ,-a:11: :ne:a:r.J,,:a.n ?e:11e:·:...:saa:1 

Ses·.HL. dengan 
Daerab :--0:110:­ 
se:e:n;:,a: pada · 

:--a:na Lengkap : . 
.Jabata» 

Pada nar; !:1... . . :angga: yang Jf::-:anda ~o.:1ga:1 cl! oawah :::: : 

KABUPATEN WAKATOBI 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS 

Y. Forrr.a; Be::tli :\Crli Perne riks aan Kas 

101. Format Berita acara pemeriksaan kas 
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lll[IIGtf..,lUl 
,,.,.H•••11i•;;ral' 

...................... .._ ...... 

.... "'ii, ..... 
:, S..:1:;..., : r~·· ·•"i:.~- J:- .... "' 

' a-e 
• :>ii, .... ~ ... 

"' ,, ,, ., ,, ., 

L.t#ORAN l([AOAAH KAI ,tMEOAHO KAS 

llKKJltt i 

l>C,,t( ..... l .... 
U~ITOillC."ll&S> 

102. Format Laporan keadaan kas pemegang kas 
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X!P . 
............................ 

Kapala SKPD 

:)hctspkac di : 
taq;gal 

MENUOASKAN 

SURAT TUGAS 
:-Or.:~r : C-9.:. I 

Hkmsetdawktb 0231007 

Tujuar. 
:.a.,::s Pcrjalanar; 

:..taksu:! 

:,epa:!a 
X .a r:: a 
x t > 
J.o.bsca,·. 

2. X a r., a 
X:P 
.Jabat ar; 

:Jasar 

PEMERl!'ITAH KABUPATEN WAKA TOBI 
SKPD . 
Jin Telp.104041 

W A."{QJ. WANGI 

104. Format Surat Perintah Tugas (SPT) 
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x:r. 
............................ 

Kapala SKPD, 

'.Jitctapk.9.i: di : 
tsr.i::_i;si 

:C- ;.;c1crsr.i;s10 lai1:-lai1·. 

9. ?en: bebar, ar. ,l.r,1:i;ar a:: 
s , :r:star.s1 
b. ~\atll Ar.,:;i;sra,: 

!. 
2. 
3. 

B. Pcr.g,kut 

, . :.ar~:sr.y.s ?trjslai:ar: :.;u:as 
s.. T-'r.i,i;al berar.i;kst 
b. Tsi~"""-11·.aru,i. kei::bal!:uba 

Tci::pl!.t Scra1:gk&.t. 
Tci::pat Tujuan 

6. a. 
b 

5. A lat aq;lrutBI: yar.g :! iperi;ur.ak.e.n 

:Sli.ksu:I ?crjalar.at". ::lir.u 

3. a Par.gkat dan ,::::,lnr.i;a1: ruar,i; gaji rner.ur ut 
?? '.'.<>. 6Tshur .. 9Ti 

b. .Jabarar, i1:su11:s1 
Tiq;k.e.t mcnurut Perarurar; ?eralan.sr. 

?cJsbat bcrwcr.sr.g yaq; i::c1::bcri pcrnotar. 

SURAT PERJALANAN DINAS tSPDI 
i\:>r~~r: 

Pe~:.l:::a:-. '.:e:-.:.cn Kel..A:-~;. :.r:r.:..lr.~ 
P~.a~:-.ar.J.:i.~::ar. L\1.a::-. ·,~~:-. B.:..g. Pr:.::a:>::a: •,c;--'r::&. 
~£::a .... -a. ~ .. :-~:-;. =.a:-. "1e.v)W.t, Tci.:u l etap 
• .. =.:: .. :! f·-"',:K..)! J:_, . .l 
'b.r.~-a, .:! Ju..: .l.:.l 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKA TOBI 
SKPD . 

SURAT PERJALANAN DINAS (SPDI 
Jin Telp. (04041 

WA. 01-WANOI 

105. SPD (lembar 1 dan 3) 

- 239 - 



Hkmsetdawlctb 0231007 

\11 r1 RI ,~1,, 
r :'\:i.J"I:. ,~_uJ.:.;.:"I K..uu r:-,:_iJ!\L \.,:?::,., ~-~ T:'1~.: ...... , §rrD. 11.t."",ll .. '.\J.t., 11.r.i:. 
r.~..:IJ.'.l J .. :i \.'l_ir!'U DrRU r,s ..1:.:, r:f:*''4.t, , ... , r,s ~.:l,:i: T:--1i.Jt...LI ::~: . .J. ZU:"I J .. •u .. , :".LT!. 

:-: ... -.:: )'.:.~9 T:-Oi-~U:.'I l.;."lj~ :"!':'..:I ..... J.: :J:.:. t:':l.: :-::UJ."U .. J. -:19: .JJ..:J::"I ::e"1.:.iU.J:Ji.:.•.t.7 
.... ;:L .. t.:..:-.....,, -:-=.:.r.1.:1<:~ .. :...,·..;..."l ... :.&.."l~"I .. :-&:, .o- .L:·,;.!t ~.;'Li:~ ... ·.1.- ... ,.:-..:.: ,~..i.·u.-. ... : .... ~..:.rt 

J!, .. :.:. :".;..:.'-"I~~ 

\'I .. .:.:;,;. :.:...., ..:.. , ••. , 

, ... \t\b,1[31-'"',t;[p 

I ~~,J -e- 1..•:. J:,;,t.-i 4..::.:":".:.:,~, -..:.,v.:. 
r~..:. ..1."U"'I ?::""\:~: J-.LL., ::u~ J •.. 11, .. ,t,,J.'1 .:.:.a., 
"".!'',"IU."1'1)..1. :f,., ...:-.,-,1.1. - .,...;,'J. ..1:1'. •• 0 .. ..:O"'C'11:-t:_:J "I 

• .=.:..::, J:...r.T \\.U.U ~.::1J ... -..i.:,,U•H1_.:lr..:~.:. 

,,.'.I\Kt.r ~· 'SKrJJ 
,1r 

- .e , J 
.. :T:":.1 K.:JJJ,b..L,,. 

f'.a.J.i. !J.."'iil-1 

\'J 

ll::.:,a,·,, .... u .1.....-. ..., 
rd,~,..,.,. 
K:i.: • 

······ ... 

~ ""J. J. 
r ,.h. i.:.,•~ 
~::".1..1 

v 

11--::~,p..:.l J.u, 
K, 
~a.h ~•'ii' 

""""''" 

:",:"J. :f. 
r:....1::.!..,•~ 
K:-;-, .. 

J\' 

U:: • .:t.a='-l.: J,1.:-, 
K: 
r,,1, •,.,__. 
Ke:u.J. 

". :.:. j, 

r ... J.A.1.:..~a:i 
).:.:';"J..:. 

Ill 

U:r.L..,91Wo: J.u. 
K: 
1'1.J: :'.:rt.;;: 
~~..: 

·-·· ·' 

•,,, J. 
r.:..u.ar1.,;~ 
K:--.i~ 

II 

~Kl"C:lJ 'St>J'll ,,r 

ll:·,,,;u: J•~ 
-::r;...:.:lri.:.:-J.a..lJ..:., 

rJ.J:.::.,uJ. 
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::cpala s:::>:::: 

Rp. 
Rp 
:i'.p - 

::::ircrapkar. sc1ur.:l.il". 
Ye,-.i; tclal; dibayar semuts 
Sis.s kurai:g . lebil; 

PERHITUNOA.l'i SPD RAMPUNO 

:'-I?. 

Yai:,; \1e,:eru::!l 8c1:dal-.ara Pcr.geluarar; 

7elsl·. r.:cr.erir.:s jl:l::lsl". ua,:i; s cbcs sr 
R~ ················· 

"7 dal". dica:,-s.r scjur:'1s.l·. 
~p. .. .. .. .. . . 

......... tsr.AAel. bu lar; .. t ahur, 

JD1:.AH 

3. 

z. 

~o JC\1 '.AH 

'.'<p. 

'..sn:pir sr: S?T :'s:1:-:.:,r 
T 111:AAal 

RlN'ClAN B!AYA PERJALA.'UN DIN'AS 

106. Rincian Perjalanan Dinas 
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:>c::cbcri Tui;as. 

Ada1::;a pcrpar.Jar.;;ai: IU!!BS t-.ar, d11cbabkai·, bukar, :>le!: kcls.la1a1: 
pclakssi:a SP:). 

3cr:iaurkai: Surat Pcnr.ta.~. Tu~u 1S::>T1 :-or.:or 1,u·.i;i;sl. . . . 
Atas r.ar.:a Dcr.~,u·. lrj kar.:i r:.c.-.yatakar. dcq;ar, 
scsu,~,;ut-.r.:,a b!ir."' a :. .. .. . . .. .. .. . . . 

Js.b1tai-. 

Yr.~ bcrtai:datar.l(ai·. dlbswa!·. 1.-.1 · 

SURAT KETERANGOA.'f PERPANJANOA."f TUOAS 

107. Surat Keterangan Perpanjangan Tugas 
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?ctui:juk ?c:q;is1s1: F:,n,-.s1 Surat Pernyaraar; Pcmbat al ar; Tu,;ss ?crjsJa:·,sr. :::ir.ss 
JabS1a1:: 
1 !1 :Jiisi narr.s pejab a; pcr.crbit Surat Tu,.ss 
121 :.;usi :-.:? pcjabu pcr.erbit Sur at :-ui;u 
121 :::Hsi jabar sr, pc11crbi1 SurSl Tui;s.s 
1.;I :;Hsi r; .. s.r::~ ·_·r.it :{ctjs p er.erbu Sur at Tu,:ts.s 
151 :Jiis11:ar..a SK?:) pencrbu Surat Tui;u 
161 :Jiisi 1:ai,:a ?dakur.a S?:J 171:Jiisi :-.:? ?clakaa:u S?:; 
151 ::J1isi jabatar, ?elak!.ar.a S?::) 
1:;1 :Jiisi 1:.s:c:s !.:~.it Ke,;s ?cl9ksa1:.s S?::: 
1101 :,iisi r.ai::a s;,:p:i ?daksai:a S?::i 
11: 1 :)iisi alsssr. pembsr alan pclaksar.aar; pcrjal ansr; dir.ss 
1 !21 :Jiisi rernpar. taq;i;al.buls1· .. ::l&.r. talt ur, :!itsr.dllllil'.ll6l:i surat perr.yataer; 
11!1 Du si tai·.:!ata.r,i;ar. da:. r.anujelas pc:;abat pe,:erbit Sur:il Tui;s.s. 

....... 1131 

.1121 

\ ai:i; :,kr:.buat ?cn·.:,-atssr. 

:::c:1::ikisr, s ur at per nyataar, i::i d ibuat deq;s1: scbenarr.ye dan apabila 
::likc1::ud1ar. r.an rcmyara sur s; perr.yaraar, 1r.1 ridak bc1:sr.ssya 
bcnst:it~ur.!!jswsb per.ul; d ar, bcrs edis diproscs ses.ua! der.gar, k cter.tuar; l:okur.·. 
:,·sni; bc:laku. 

:)ibstalkS!·. at au ridak d apar dilsksar.akai: dise bsbkar; sda1:y11 kepertusr. dii:as 
lainr.ya :,a1:i; sai,gat mer.des ak I pc::_ti1:i; dar, tidak ::lspat d iturda 
ysnu. . .. .1 l .1 ..... 
Scf:ubui:i;lil". :lc:q;ar. pcrr.bat al ar; ier sebuc. petaks ar.sar; perjalauar; duvss tidsk 
:lapst d1J!&1'.tilar, old·. pejabstl :,:,.;s i ?ei;awsi Tidal< Tersp 

·_·,-.it Or!iar.isasi 

.. 181 

.......... ·- ..... 191 

.Jabet ar, 

.171 

:,1e1:yataka1·. jeq;a,: suu1:i;.i;ul:r.ya. bal:w!I tups ?cl')als1·.a1·, '.Jir.as srs.s r.arna : 
'.\ai::a ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..161 

!.:r.a Oq;s1:1us1 

....... 121 

.131 

.. 1-"I 

Jabs tar. 

........ 111 
Ysr.,. bar.s1:da1ai·.gsr. dib awah 1r.i : 

:-;Q~lOR: ... 

SURAT PERNYATAAN' PEMBATALAN TUGAS PERJALAMAN DINAS 

108. Surat pemyataan pembatalan tugas perjalanan dinas 
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.. 1:s, 
?ctu,·.juk Pc1:!,i1>isr. ?~·mat Surat Perr.ysraar; ?cr..bsulsr. Tug:a.s ?crjals,:sr. :Jir.as 
.Jabat ar; : 

111 :)iisi .-.a,:!..!! ?A,;.;?A Si\?:J1t:1:it :,crj.!I. SK?:) ysq; dibcbsri biaya pcrjalanar; 
:iir.ssr::s 

121 '.)iisi it? ?.->.::,;,;.. s:,P'.J:'.:1:it ;.;crja s:,?:J yar.1; dibebar.i b1ays perj alar.ar, 
dir.asr.va 

131 :His! fsb.!!.tar. ?.->.. :,?A S'.,?:::J,t:r.it ;.;crja s:,?:::J :,ar.R dibebar.I biays 
pcrjalara1· dit-.asr.ya 

1-1 :)iis1 r:sr.:a ,_·r.it :,erjs S:'\?:l ys1:g di bebar.i biays perjalarsr; !iir.as1:ys: 
151 :Jiisi r.sn:A Si\?:: ya,·,!,; d ibe bar.i b1ays perjalar.ar; dir.ur.;;a 
161 :Jiis1 r.sma Pelaksana S??:J 
171 :Jim :SI? Pelak sar.a S??:: 
1B1 :)iisi jabat sr; ?clsksa1:a SP?:J 
191 '.J1is11: arr..a l'r.1t :.:eris. s:.:?:; :;ar.i:; dibebsr.1 biays pcrjalar.ar; :111:s11:;-a 
1: 01 :Jiis1 r.ar.:s s:.:P:J ya,;li :1 ibcbar.i b1ays perjatar.ar; di1:ssi:ya 
1: : , :Jiisi uarspan yaq;d iRur,ska10 
1: 21 ::Jtis1 dcq;sr. 1ur.:la'.; rupis!·. b1sya trsr.sp~n :!sr. pa· . .;ir . apar, ya,·.!,; t1:iak 

:lspst dikcn: baliksr.: r crur.d scbsR1s11: 1 sch.mJl·.r,ys. 
1 ! .!1 ::::,;., r.arn cr :J?,>.-S;.;?::. tar.i;Ral :illl: r.ar.:a s:,?:; yar.~ :l1bcbs1:i bia::a 

pcrjalsr.sr. dlr.asnya 
1: -1 ::11st dcr . .;ar. 1c1::ps1 car. uu:!;!,SI r..cr.,u:dsta1:iiar.l sur at pcrr.yst sar; 
1 ! 51 S'iisi tar.:iau1q;a1: dat: i:sr.:a jclu -:>.->.: ;;?A pr.da Siu':); :.:1.it :,crja s;.;-;>'.) 

ysr.g dib ebar.i biaya pcrjalsr.s.r. dir.:a.sr.ya 

. 1!-1 

Yaq; :,kr.:buat ?cn:yataar. 

dar, apabila 
n:er:.ir.-:bLlkat·. 
n:cr.yct:irkai: 

:Jcr.:1kia1: s ur at pcn-.ystAar. mi dibuat dc1·~s.-. sebcr.arr.ya 
d ikerr.ud iar; r.ari tcn:ysta surar pernyarasr; 11:i tidsk benar.dsr; 
ker ugiar; :Xc,:ara.uys bcnaq:;,;1,-lr,,;jawab pc,:uh dar; bers cdis 
kcrugiar. daer ah rer sebut kc Kas :iacrar. 

:J1b.!!.u!.lkar. scsuSJ dcq;an s ur sr ?err.yataSJ: Perr.batalsr. Tugn Pcl")alsr..ai-. :.i,r.ss 
:--nr.:or .. .. .. .. .t!H".!,!,sl. . Bcrker.aar, :icr.,:9.1·. pentb sretar; 
tcrs ebut, biaya tra1:sprm bcrupa .. . . 1: II dar, biays 
pcq;tr.apu. ::s1:,: tclal: rerlar.jur :iibayark.ar. at&l bctsi-. :J?A- SK?::J o:isk :!spat 
dikc1:,b!!lik.ar. 1 rcfur.d 1scbsi;isr.; s clur uhnye: sebesar 
:<p.. . .. .. .. .. .. . .1 ! 21. ser.i1:111;a dibcbankar; psda :::: P s:,?:J 
~;or.:or- . .tat:i;,~al. . .. . .. .. .. . .SK?:J. . 1 JJ1. 

.. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .• .. .. 1i1 
! 181 
............................................. ········ 191 

.. . .. .. .. . .. .. .. . . . .. ... .1io1 

:--arc.s 
X'";) 
Jaba1s1: 
': r.it Orfiat:tsui 
:.cr.:bai;a 

.... 161 
ts1:i;!ial 111as 1,ar.·.a : xon.er 

:-.1c1:y9.t9.kat: dcr.i;&1: scsui-.i;.;ub·.ya b al.w a to...;as Perjal ar.sr; :J1r..as bcr dasarkar; 
Surat TUjlas :--!lr.:or u.q;gal. . .. .. .. .. .. .. . ds1·. S?T 

·_·r.it Or~s1:1se.!i 
:.C10:baga 

.1:1 
.... 121 

.................................................. 131 
... 1-1 

...... 151 

Jststa1: 

Ya1:,: bcrta1:dauu:gsr. dibswar. uu: 
x ar.·.a 
:--:? 

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN 
BlAYA PEMBATALAN PERJALANA."f DINAS 

109. Surat pemyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas 
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X!P. ~:P. 

?claksar.a S?:J 
: .. 1er.RrtaI·.u1.: : ... kr.yctujui : 

?cr:i::_i;ur.s Ai:F,Rsra1:; 
::Ussa ~r.AAui:a .\1:gp;ara1·. 

. .rar.gi;slbular .. r sr.ur; 

:ier.:1kiar. perr.yaraar, 1::1 karr.r buat dcr.i;ar: seber.arnya, ur.ruk d1pcq;ur,ai'..a1: 
scbai;3il::ar.s mesunye. 

2. Ju.,,.Jar. uar:i; t ersebut pada sq;ka l dist as. bersar-bcr.sr dikclusrks.r. ur.ruk 
pclaku.-.aar: perjalanar, :lu~a• dir.-.aksud :i!lr: apab1la d1k,:,1~udi!ll: t:art 
rer dapat kelcb1l·.sr. us.a pembayarar» karru bcacd1a unt uk 1:·.er.yctorkat: 
kelcbir.!l:-. rer sebur kc i\as :iacrst: 

No. URAIAN JUMLA.H 

: l 3 

JC~LAH 

Biaya pcq,ir.apa.1·. dat:/9tau biaya t rausporras! dibawah ii:i ya,:i; tidsk dapat 
d rperclel: bukti·tukti pcq;-cluarsnr.ya, r.:clipu11: 

Bcrdasar kar; Surat Pcrir.tar. Tusas tSP'Tt :'\or.:or .... Tsq;i;al 
........ dcr.i;a1: i1:1 karni mer.varakar; :!i:q;.11: suui:!iRUl:r:ya bahwa : 

:'-ar::a 
:'-iP 
Jabatar. 

DAFTAR PENGELUARA.'( RllL 

110. Daftar pengel uaran riil 
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",lcr.j;:·.sht..1. ~,!c:-)~1t .. fd 
?trf;;AC.!":& A1~~arar.1 

'1.au i't'r g;tt:a Ar."aa:·. 

:\a:c111 Penenma S . .1.yo. 
Pe:1g.na?a.:-: 

a::.\ll Rac.d 
B.cx.a To.ka.. Tes:(· 
Pe:ja:an~n Pemer.ksann 

.a.cnva 

TOUL 

S.D 

DMTAR Rl:"Cl.,:" BUY., PERJ.~.\.', • .\.'\ DI~,\$ PE~ERTA 
KEGIAT.~' 

111. Daftar rincian perjalanan dinas peserta (kolektif) 
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Nama 
:"\JP. 

Kepa.a SKPD. 

Berdasarxan :la: rer seou: d.atns. ka:n: :no!10:1 
pernmoangan Bapak ·.1:1:·.1.- dapa; k.ranya usu.a» 
perges eran angga:an denga» n nc.an seoaga.mana :e::a:n?i: 
d!.ja:,as o.en T:V'D. :.in:-.i'..< se.a:1:-.i:nyo. d!.:·.1angi,mn da.am 
SK Pe:se:•.1:·.1an Se.-re:o.."'!.s Dae raa sebaga; dasar penero; :a:1 
rancangan pe ruoahan DPA-SKPD. 

Dern.k.a» :_in:·.1:... d.mak.um: dan at as µe::::n'oanga:1 
Baoax d.ucackan :e:-::na '.<as:h 

· · Wang-.-Wa:1g:. 

2 
3. Ds: 

Dengan memperhankan i-e:en:·.1a;1 Peraruran B·.1?a:i 
\\"~ob: );omo: Ta!1:.1n 20. :en,ang Pedoman 
Pe.aksanaan APBD Kabuparen Wakat o'o; Tah·.1n Angga:an 
20 . dengan ::1: kam: mengajukan usu.an pergeseran 
a:1gg,a:a:1 ant ar ooyex =>e:a:1;a da.arn ~ en.s ·.,e.a:1~0. 
::ie:i<e:10.0.:1 pada sub '..<eg:a:an ya:1g sarna da.am APBD 
Tah·.1:1 Anggaran 20 . dengan a.asan dan ?t'::::nl:,anga:1 
se oagai ber...-.1:: 

xorncr 
St:a: 
Lamp.ran 
Per~:10: 

\I! ang.-W angi 

Pe:,::ng 
: : tsa::.H oe rxas 
· Usulan perger.eran anggaran 
antar obyek belanja dalam 
Jeni• belanja yang sama 
pada sub kegiatan berkenaan 
dalam APBD T.A . 

Kepada 
9".l?O:: Waxatob; 
Cq. Se kretans Dae rah 
se.aku Ke:·.10 TAPD 
di • 

KOPSURAT 
SKPD 

Te:110·.1sa:1 
y·•· Kepa.a Badan Pe:e:1ca::aa:1. Pene.i: .0:1 dan Penge :n'.xi:1gan 
Dae:ah Kao. wa:..a:o:>:, 

2. Keoa'a BPKAD Ka..). \\ akarob.. 

1) Format surat usulan pergeseran 

112. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama pada sub kegiatan 
berkenaan 
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~4 •••• ' • 

.·.::·· .,..,. ... 

~~· <:1:::· 
u...:.·:· 
-;: 
'«' :>~~:u !;-i·.iai 

ltr?a,,tu"'I/ 
ttM:r,$A1'&1 

SlS.UDA.tt !ill..W 

= :z·i P.:~· ·~J•:• 
.J·~ :1·p·tn 
.s..., _,- ! :>·.:· .:; 
•·.>. ,,, 

Dl"AII 111..._C lAltil 
IIEJIIG£.5EIIA.." A'f~A'I A"ITAfl OIH( llLA'ilA DAUY J!W IE.A~ 1,'G S.At.'A IIA~UI (!S.ATA'-' lf"4(1~, I 

2) Format daftar rincian usulan pergeseran 
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5 xama Lengk ap 1:a:1da :anga:11 
•Kab:d Pe"E!natnu.an .i!u.ic'TJ: 

,; xarna Lengi-:a;> 
·Ku.b:d Anggu.ru.'1• 

3. Xarna Leng.<a;> ,:anda rangar» 
1Kaba9 Pe•ni:xJ.ngt4'1G'1., 

2. xarna Lengkap 1:a:1da :a:1gan• 
-Kepau: DPrU,D, 

PERSONALIA TAPD, 
.\'a:110. Lengkap ,:anda :anga:11 

:J.'.epa.'u. Bappeda, 

20xx 

Derru.c an oenta acara .m d:':,·.10: ·.1n:·.1~ d:;>erg-.1:10:.C0:1 seoaga.:na:1a 
mest.nya 

3 Ha:-ho.'. ;>en:::1g .a.nnya 

TIDAK DAPAT DISETUJUI. 

2. Usu.an perge seran a:1ggaro.:: 

DAPAT DISETUJU(. 

. ,Pl:::l sa.an sa:·.1,. 
oer.ku: · 

Us·.1:a:1 pergeseran anggaran 

S·.1::> Kegiatan , :e:a:1 d..akukan ;>e:1e::::an 
clan a:,a:.:s:s :e:-:10.da? ·.1s·.1.on pergese:-0:1 yo.:~g d:a:·.1.ro.."1 o:eh Kepa.a SKPD 
tersebu; di atas. 

Pada :10:-: :.:1: . :a:1gga. . .. Ta:r.1:1 ..... ber dasarkan usu.an dar: 
Kepa.a SKPD . menyangku: S•.1:-a: .\'o:no:· 
S:.i'::is:a.:1s! Usu.an : 
a. Pergeseran anrar o~·ei-: da.am .en:s yang sama pada sub kegiatan 

berxenaan: 
o , Pe:-gesero.n antar n nc.an O!).Je:.C da.am o'.):e:... yang sam a da.am satu 

:e:1:s pada s:.i'::I ;_eg:a:a:1 eerkenaan: 
c, Pergeseran antar s·.1':, rincian O!);e" da.am :-::1c:o.n o'::>:e.< dan da.am 

o'::,_-e:.C yang sama da.am sa;u Jen:s pada :...eir.o:a:1 ':le:-"enaan. 
d Pergeseran a:as uraian dar: s,1.::> nnc.an o::>ye". 
e Pergeseran anggaran ya:1g menyeccakan peruoahan APBD. 
ipilih salah sat:u yang berkenaan) 

BERITA ACARA PERSETUJUAN TAPD 
Nomor: /TAPD/20xx 

3) Berita acara persetujuan TAPD 
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.\.-\~lA TA.\PA GE:..AR 

SEKRETARIS D:\ERAH 

D.:e:a?-"a:1 di 
Pada Ta:1gga: 

KETlGA 

KE DUA 

::--'.e:1\·e:·J•'J: ::as:: oemoabasan TAPD ter nadao pergese ran 
o.nggo.rn; arit ar o''.)ye;,: ';)e:0.:1;0. da.am :e:1:s be'..a:1:a ya:1g 
sam a nada sub ;,:eg:o.:a:1 oe rxeriaan da.am APBD To.h:.i:1 
:\:~ggo.:n:1 20xx. se>.:>aga::no.:10. tercanrum da.am La:11?::-a:, 
se caga; ·::,ag:a.") yang ::da;.: :e:?:sa:1..ra:: dar, Ke?·.l:'.Jso.n ::1:: 
persetujuan sebaga.rnana d.rnaksu d da.am d::..:·.J:11 Kesatu 
Ke::rJ:~san ::1: mem ad; das ar da.am · 
a. ·Pe:1e: .. ::>::a.") rancengnn DPPA-SKPD sesua; :..e:e:1:·Jo.:1 

:le:a::.J:a:1 :,erJ:1dang··Jndangan: dan 
'.) Pe.a;..sa:1ann pem:,aya:0.:1 se:e:0.:1 pengesahan DPPA· 

SKPD. 
Kep·J:·Jsa:1 .:1: mu.a: 'Jfr.a~J sevak :o.:1gga: d::e:o.?,m:1 d an 
hanya ':)e:'.lli('J ·.l:1:·.l;._ Tarrun A."1ggo.:-o.:1 2 Oxx. 

::--:e:1e: apxan 
KESA TU 

MEMUTUSKAN 

Undang-U ndang xornor 
2. Peraruran Perundang-ur.dangan .a.nnya ya:1g re.evan 

::--:eng:ngo.: 

a oahwa da.am rangka :e:::b admm.stras: a:1gga:-an 
dan pengg:.mrui.n anggara:1 oe.anja secara repa: g-.lna 
;:xida SKPD pe:.:.i d:'.a ... .l:.-a:1 pe:gese:o.n 
anggaran ya:1g :e:-can:'.lm da.arn DPA·SKPD Tah·.ln 
Anggara» 20 .. ; 
:)Q\1'.rn pergeseran anggo.ra:1 se'.)aga::110.:10 d.rnaksud 
pada :rx-.lf a :e'.a!1 d.oanas o.eh TAPD. dan 
di.axsanakan berd asarkan perse:·.l~'.lo.:1 Sekrerar.s 
Daera:1 sesua; ;.:e:e:1:•.Jo.:1 pada Bao \'! :1·.lr·.J:· D 
.a:11?::-an Peraruran '.\'.e:1:en Da.am '.'.ege:: xornor 77 
tentang Pedornan Texn.s Pe:1ge:o:ao.n Keuangan 
Daer an; 

c oanwa ber dasarkan ;,e:: :m oangan sebaga.mana 
d.rnaxsu d padn :1·.l_:-.J: a dan '::J pe:.·.l :11e:1e:a?,rn:1 
Kepurusa» Se krerart s Daerah :e:1:o.:1g Persetuju an 
Ternadap Pergeseran Anggaran Antar O :,ye:.. Be.anj a 
Da.arn .Jen.s Be.anja Yang Sama pad a sub Keg:a:a:1 
oerkenaan dalarn APED Tah·.ln Anggaran 20 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI 

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI 
NOMOR : TAHUN 20 .. 

TENTANG 
PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK 
BELANJA DALAM JENIS BELANJA YANG SAMA PADA SUB KEGIATAN 

BERKENAA.N DA.LAM APBD TA.HUN ANGGARAN 20 .. 

KOP SURAT SEKRETARIAT DAERAH 

4) Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang persetujuan 
pergeseran 
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Yt n. Ke~:a Badan Perenca:1aa:1. Pene.n.an dan Pe:1ge:n'oa:1ga:1 
Daerah Kn::>. \\"0.:-ra:oo:, 

2 Keoa.a BPKA::> Kao il.'aka:o'o: 

i\'a:1g:-Wa:1g:. . 20: 9 
Kepa.a SKPD. 

Berd asarxan ha. ter sebu; d.atas. kam: :110:1on 
per:::11;)a:1ga:1 Bapak ·.1n:·.1,,: dapa: ... .ranya ·.1s:.i'.a:1 
per ges eran anggaran dengan r.nc.an sebaga.mana rer.amp.r 
d; oanas o.en T:\PD, ·.1n:·.1'..- se.anjurnye d::-.ia:1g'.--a.'1 da.arn 
SK Perset u, :..u1:1 PPKD sebcga: dasar pener'xt an r ancangan 
peruoaaan DP:\-SKPD 

De:u:,c.:a:1 ·.1:1:·.1,- dirnak.um: dan arcs per::m'oa:1gan 
Bapa-; d.: ucapkan :e!'l:na ;.:as:h. 

2. 
3. Ds: 

Dengan mempernatiknn :.,:e:en::.m:1 Perazuran B·.1pa:1 
wa;..a:o':>: xomor Tariun 20.. tencang Pedornan 
Pe.aksanaan :\PBD Ka!Y.1pa:e:, Waka:oo: Tah·.1:1 Aoggaran 
20. . dengan ::1: kam: :11e:1ga;·.1;..an ·.1s·.1'.a:1 pergeseran 
anggaran antar r.nc.an o oyes oe.arra da.am o':>;e.._ ':)e.a:1:a 
ya:1g sarna pada sa:·.1 ;e:1:s '.:,e'.a:110 pada s·.1·0 .._eg:a:an ya:1g 
oer kenaan da.am .-\PBD Tah·..1:1 Anggaran 20 ... d engan 
a.asan dan per:::11'!:>angan seoaga; '.)e::- • ..c-.1: 

xornor 
S::a: 
Lamp.ran 
Per.ha, 

Pe:: :::1g 
: : ,sa:·.11 be rkas 
Uaulan pergeaeran anggaran 
antar rincian obyek belanja 
dalam obyek belanja yang sama 
dalam aatu Jenis belanja 
pada sub keglatan berkenaan 
dalam APBD T.A. 20 .. 

!3'J,Ja:: Waxato o; 
Cq. PPKD 
d; • 

KOPSURAT 
SKPD 

1) Format surat usulan pergeseran 

113. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama dalam satu 
jenis pada sub kegiatan berkenaan 
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SllELW 
..!J~l 4.qt!:­ 
<e _,:•1 .. 

-as 
(C ,-,>>• !:a.;~,- 

''IDIUT!lll 

;_:,_t-: ::i~,.r :.J: 
&'•!ll;'l"'A 
~,.: a- 

_,.: ~::~ u: 

2) Format daftar rincian usulan pergeseran 
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5. Xama !.,e:1gkap [tanda ta"lga."l) 
(Kabrl lerencanaan Makro; 

4. );ama Lengkap (tanda tangan) 
(Ka bd .~ggaran! 

3. ::S:ama Lengkap [tanda tangan) 
(Ka bag l£m h:i "lg,-'nan) 

2. xama Lengkap [tanda tangan) 
{Kepala BPKAJ)J 

PERSONAUA TAPD, 

1. xama Lengkap (tanda tangan) 
(Kepala Bappeda] 

Wangi-\\.a.<igi, ...... 20:<:< 

Demikia."l berita acara mi dibuat untuk dlpergunakan sebagaanana 
mestinya. 

3. Hal-hal penting Jain~·a ..... 

TIDAK DAPAT DISETWUI. 

2. Usulan pergeseran anggaran (Pilih salah satu). 

DAPAT DISETUJUI. 

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, maka disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Usulan pergeseran anggaran (Pilih salah sa.t:u). 

Sub Kegiatan : , telan dilakuk an p enelitian 
dan analisis terhadap usulen pergeseran yang diajukan oleh Kepa.la SKPD 
tersebut di ams. 

Pada hari ini tanggal Tahun , ber dasark an usulan dari 
Kepa1a SKPD , menyanghlt Surat );omor : . 
Substansi Usulan : 
a. P5'geseran antar objek dalam jenis yang sama pada sub kegiatan 

berkenaan; 
b. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub 

lr.egiatan berkenaan; 
c. Pergeseran antar sub rinca'l objek dalam rincian objek y ang sama 

pada sub kegiatan berkenaan; 
d, Pergeseran atas uraian dari sub ri.-ician objek , 
e. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubaha .. "1 APBD. 
(pi lih sa lah sa tu yang berkenaanj 

BERITA ACARA PER.SETUJUAN T APD 
Nomor : ........•....••.•.••.•. ./TAPD/20xx 

3) Berita acara persetujuan TAPD 
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);A:MA. TA :-.P ;.. GE LAR 

PEJABAT PE:'\GELOLA KEUAXGA., 
DAE R,l_H (PPKD) 

: Wangi-\Va"lgi Ditetaplr..a."l di 
Pada Ta.--iggal 

ltenyetujui hasil pembahasan T APD terhadap pergeseran 
aeggaran antar rincian obyek dalam obyek yang sama 
pada sub 1-:egiatan berkenaan dalam APBD Tahun 
Anggaran zoxx, sebagaimana tercanrum dalam Lampiran 
sebagai bagsan yang tsdak terpisaakan dari Kepurusan zu: 
Persetujuan sebagaim aaa dirnaksud dalam diktum Kesatu 
Kepurusan ini menjadi dasar dalam : 
a_ Penerbitan rancangan DPPA-SKFD sesuai ketentuan 

peraturan perunda."lg-undangan; dan 
b. Pelaksanaan pembayaran setelah pengesahan DPPA- 

SKPD 
Kepurusan i:li mulai berlaku sejak tanggal ditetapkaa dan 
!18..."l:,"a berlaku uaruk Tahun Anggaran 20xx. 

KETIGA 

KEDUA 

Menetapl-:an : 
KESATU 

.\iengingat : 1. Undang-Undang Xomor ---···· ... ; 
2. Peraturan Perundangan yang lain ya.."lg relevan: 

M.E.\1UTUSKt..X 

.\!enimba."lg : a. banwa dalam rangka tertib administrasi a."lgga.ran 
dan penggunaan anggaran belanja secar a tepat guna 
pada SKPD perlu dilakukan pergeseran 
anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun 
Anggaran 20 .. ; 

b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud 
pada huruf a telah dibahas oleh T APD, dan 
dilaksaaakan berdasarkan persetujuan PPKD sesuai 
ketentuan pada Bab \'I huruf D lampiran Peraruran 
Menteri Dalam ::-.egeri xomor 77 tenta.ng Pedoman 
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan 
Keputusan Pejabat Penge1ola K.euangan Daerah 
tentang Perserujuan Terhadap Pergeseran Anggaran 
Antar ········-· dalam APBD Tahu."l Anggaran 20 _ 

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD} 
KABUPATEN WAKA.TOBI 

KOP SURAT SKPKD 

irnruTUSAN PEJABAT PENGELOIA KEUANGAN DAER.AH (PPKD) 
KABUPATEN WAKATOBI 

NOMOR : TAHUN 20:XX 
TENT ANG 

PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR .. 
DALAM APBD T AHUN ANGGARAN 20:XX 

4) Surat Keputusan PPKD tentang persetujuan pergeseran 
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Tembusan. 
1. Yth. Kepala Badan Per eacanaan, Perrelitian dan Pengemba.'1.gan 

Daerah Kab. Wa1,::atobi; 
2. K~a BPKAD Kab. W"akatobi. 

Berdasarkan ha1 tersebut diatas, kami mohon 
pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usu.Ian 
pergeseran anggaran dengan rincian sebagaimana terlampir 
dibahas oleh TAPD, untuk selanjutny a dituangkan dalam 
SK Persetujua.'1. PPKD sebagai dasar pener bitan rancangan 
perubahan DPA-SKPD. 

Demikran uatuk dimaklunu dan atas perrunban.gan 
Bapak diucapkan terima kasih. 

Wangi-Wa11.gi. 2019 
Kepala SK.PD, 

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati 
Wakatobi xcmor ..... T'ahu n 20.. tentang Pedoman 
Pelaksanaan APBD Kabupate:n Wakatobi Tahun Anggaran. 
20 .. , dengan ini kami mengajukan usula:l pergeseran 
anggaran antar sub rmcian ooyek dalam rmcian oojek yang 
sama pada sub kegiatan berke:naan dalam APBD Tahu.'1. 
Anggaran 20 .. , dengan alasan dan pertimbaagan sebagai 
berikut: 
1. ; 
2 ; 
3. Dst. 

: Penting 
: l (satu) berkas 
: Usulan pergeseran anggaran 
antar sub rincian obyek 
dab.m rincian obyek yang sama 
pada sub kegiatan berkenaan 
dab.m APBD T.A. 20 .. 

Kepada 
Bupati \Vakatobi 
Cq. PPKD 
di- 

\Vangi-Wangi 

KOPSURAT 
SKPD 

::-;omcr 
Sifat 
Lampir an 
Perihal 

I 

1) Format surat usulan pergeseran 

114. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama 
pada sub kegiatan berkenaan 
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NIP ... _ 

INOIKATOR SEBELUM SESUDAH 

Lokas1 Kegiatan 
Keluaran 
Has ii 
Kelompok sasaran 

RINCtAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA 

sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertarnbah/ 
Kode rekening Uraian Harga Harga 

Jumlah {berkurang) volume satuan Jumlah volume satuan 
Saluan Satuan 

wangi-Wang,, ............. 

Kepala SKPD ...... 

........................ 
.......... 

Urusan Pemenntahan 
B1dang Pemenntahan 
Unit Orginisas1 
Sub Unit Organisasi 
Program 
Keg,atan 
Sub Kegiatan 

PERGESERAN ANGGARAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD 

2) Format daftar rincian usulan pergeseran 
DAFTAR RINCIAN 
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5. Xama :...engka.p (tanda tangan) 
(Ka bid .A:rer.canaan Makro] 

4. xama :.engkap (tanda tangan) 
(Ka bd Anggaran,I 

3. ).;ama Lengkap (tanda tangan) 
(Ka bag .A:mbang, . snan] 

2. Xama :.englr-..ap [tanda taagan] 
fKepala BPKADI 

PERSONAUA TAPD, 

1 . xama Lengkap (tanda tangan) 
(Kepala Bappeda] 

Wangi-Wangi 20:;:x 

Dernikian b erita acara ini djbuat untuk dipergunakan sebagaimana 
mes tin ya. 

3. Hal-hal penting la.inn~,a ..... 

TIDAK DAPAT DISETUJUI. 

2. Usulan pergeseran anggaran (Pilih salah satu). 

DAPAT DISETUJUL 

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, maka disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Usulan pergeseran anggaran (Pilih salah satu). 

Sub Kegiatan : , telah dilakukan penelitian 
dan analisis rerhadap usulan pergeseran yang diajukan oleh Kepala SKPD 
tersebut di ams. 

Pada hari ini tanggal Tahun , berdasarkan usulan dari 
Kepala SKPD , menyangkut Surat Xomor : . 
Substansi Usulan: 
a. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama pada sub kegiatan 

berkenaan; 
b. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub 

kegiatan berkenaan; 
c. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama 

pada sub kegiatan berkenaan; 
d. Pergeseran atas uraian dari sub nncian objek. 
e. Pergesera:1 anggara.-i yang rnenyebabkan perubanan APBD. 
(pi lih sa Iah. sa tu yang berkenaam 

3) Berita acara persetujuan TAPD 
BERITA ACARA PERSETUJUAN T APD 
Nomor : /TAPD/20xx 
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!\AMA TA~A GELAR 

PEJABAT PEXGELOLA KEli.A_,GA..., 
DAE RAH (PPKD) 

: \\>·angi-Wangi Ditetapkan di 
Pada Ta."'lggal 

1ienyetujui hasil pembahasan T APD terhadap pergeseran 
anggara.1. antar rincian oby ek dalam obyek yang sama 
pada sub kegiatan berkenaan dalam APBD Tahun 
Anggaran zoxx, sebagaimana tercanrum dalam Lampiran 
sebagai bagsan yang tidak terpisahkan darr Keputusan :.:li; 
Perserujuan sebaga.imana dimaksud dalam diktum K.esatu 
Kepurusan ini meajadi dasar dalam : 
a. Penerbita.-i rancangan DPPA-SKPD sesua.i ketentuan 

peraturan perundang-unda.'1.gan; dan 
b. Pelaksanaan pembayaran sete!ah pengesahan DPPA- 

SKPD 
Kepurusan ini mula.i berlaku sejak tanggal ditetapkan dan 
hany a berlaku uzrtuk Ta.nun Anggaran 20xx. 

KEOUA 

Menetapka.-i : 
KESATU 

~1ertgingat : 1. U:1dang-Undang Xomor : 
2. Peratura.-i Perundangan yang la.in yang relevan; 

ME1tuTUSK4.X 

~ienirnbang : a. bahwa dalam rangka ternb administrasi anggaran 
dan peoggunaan anggaran belanja secara tepat guna 
pada SKPD perlu dilakuk an pergeseran 
anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun 
Anggaran 20 .. ; 

b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud 
pada huruf a telah dibahas oleh TA.PD, dan 
dilaY.sanakan berdasarkan perserujuan PPKD sesua.i 
ketentuan pada Bab ·,'I huruf D Iampsran Peraturan 
l~enttti Dalam Xegeri Xomor 77 tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga.imana 
dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan 
Ke-putusan Pejabat Pengelola Keuanga.-i Daerah 
tentang Perserujuan Terhadap Pergeseran Anggaran 
Antar dalam APBD Tahun Anggaran 20 . 

PEJABAT PENGELOLA KEUA.NGAN DAERAH (PPKD) 
KABUPATEN WAKA.TOBI 

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) 
KABUPATEN WAKATOBI 

NOMOR : TAHUN 20XX 
TENT ANG 

PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR . 
DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 20XX 

4) Surat Keputusan PPKD tentang persetujuan pergeseran 
KOP SURAT SKPKD 
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\\"a:1g:- \\'a:1g.. . 20 . 
Kepa.e SKPD. 

Berdasarkan ha: tersebut diatas. :.:0.-n: :no!10:1 
pe::::nba:1ga:1 Bapax •.1:1:·..1ic dapa: ;..:ranya ·.1s·.1'.a:1 
per ges eran angger ac dengan r. nci an se oaga.rnana 
:e:'.a:n;xr d.banas o.eh TAPD. ·.i:1:·.1:.: se.anut nya 
c±.,·..1angica:1 da.arn SK ?erse:·.1;·..1on PPKD se aaga. das ar 
penerb.tan rancangan peru oanan DP:\-SKPD 

De:m..ca:1 ·.1:1:·..1:.: drmak.urm dan atas ?e:-:::11'::>a:1ga:1 
Ba?fu< d.ucapsan :e::ma icas:n 

2 
3. Ds:. 

Dengan mempernankan ke:en:·.1a:1 Peratu ran 
B·.1?3:: Wokn:ob: xomor .. Tahtm 20 .. :e:::a:1g Pedornan 
Pe.axsanaan APBD Ka:>:..1pa:en waka:o » Ta:1·.1n Anggaran 
20., dengan .n: kam; :11e:1ga~·..1kim usu.an pergese ran 
anggaran anrar s·.10 nnc.an ooyek oe.arra da.a:n n ncian 
o'.'.>:eic be.anja yang sama pada ob:e:.: be.anja yang sama 
sa:·..1 :en:s be.ana pada sub iceg.aai.n yang oe rkenaan 
da.am APBD Ta:1:..111 Anggaran 20 .. dengan a.asar; dan 
per:::nbangan seoagai oe;-:;._-.1:· 

\\' ang:·\Va:1g: 

Kepad o 
S-.i?il:: \\"a.m:o.'.): 
Cq. Se xreraris Daerah 
se'.OA.l Ke:·.1.i. T:\PD 
d; • 

Pe:1,::1g 
: , sa:·.i I oe rkas 

: Usulan perubahan uralan 
dari sub rincian obyek 
belanja APBD T.A. 20 ... 

KOP SURAT 
SKPD 

xomor 
S::"a: 
La:11?:rn:1 
Pe:-::10. 

Tembusan 
Y:n Kepa.a Badan Pe:enca:1aa::, Pe:1e::::a:1 dan Penge:n::>a:,gan 
Daeran Ka o. \\"a.rul.:o.:>:: 

2 Kena.a BPK:\D Kab Wa'.-ra:ob:. 

1) Format surat usulan pergeseran 

115 Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek 

- 259 - 



Hkmsetdawktb 0231007 

NIP . 
........................ 

Kepala SKPO . 

wangt-Wangi, . 

INOIKATOR SEBELUM SESUDAH 

Lokasl Kegiatan 
Keluaran 
Has,I 
Kelompok Sasaran 

RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN BElANJA 
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 

Bertambah/ 
Kode rekening Uraian Harga Harga 

(berkurang) volume satuan Jumlah volume satuan Jumlah 
Satuan satuan 

Urusa7 Pemenntahan 
B1dan4 Pemenntahan 
umt Organisas, 
Sub Unit Organisasi 
Program 
Keg,atan 
Sub Keglatan 

PERGESERAN ANGGARAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN APBO 

2) Format daftar rincian usulan pergeseran 
DAFTAR RINCIAN 
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5. Xama Lengkap [tanda tangan] 
tKabrl Ferencanaan MakToJ 

4. Xama Lengkap (tanda tengan) 
(Ka bid .AnggaranJ 

3. Xama Lengkap (tanda tangan] 
/Ka bag Fembang, .. man] 

2. Xama :..e:"lgkap (tanda rangam 
(Kepala BPKAD! 

PERSON.AU.A TAPD, 
1. Xama :...engkap [tanda tangan) 

(Kepala Bappeda] 

Wangi-Wangi, 20:xx 

Demikia:1 berita acara ini dibuat untuk dipergu.."'laka.1 sebagaimana 
rnesnnya. 

3. Hal-halpenting lairinya ..... 

TIDAK OAP.AT DISETUJUI. 

2. Usulan pergeseran anggaran (Pilih saJah satu). 

OAPAT OISETUJUL 

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, maka disi.mpulkan sebagai 
berikut: 
1. Usulan pergeseran anggara..1 (Pilih sala.h satu]. 

Sub Kegiata.1. : , telah dilakuk an penelitian 
dan analisis terhadap usulan pergeseran yang diajukan oleh Kepala SKPD 
tersebut di atas, 

Pada hari ini tanggal Tahun , berdasarkan usulan dari 
Kepala SK.PD , menyangkut Surat Xomor : . 
Substansi u sulan : 
a. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama pada sub kegiatan 

berkenaan; 
b. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub 

kegiatan berkenaan; 
c. Pergeseran antar sub rinc ian objek dalam rincian objek yang sama 

pada sub kegiatan berkenaan; 
d. Pergeseran at.as ura.ian dari sub nncianobjck. 
e. Pergeseran anggara.n yang menyebabkan perubahan APBD. 
(pi. lih sa lah sa tu gang berkenaan) 

3) Berita acara persetujuan TAPD 
BERITA A CARA PERSETUJUAN T APO 
Nomor: /TAP0/2010e. 
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XA.1,iA TA:-J'A GEL.AR 

PEJABAT PE'.:\GELOLA KEUAXGP--' 
DAERAH {PPK.D) 

: \Vangi-Wangi Ditetapkan di 
Pada Tanggal 

11eoyerujui hasil pembahasan T APD tt:1'hadap pergeseran 
anggaran antar rincian obyek dalam obyek yang sama 
pada sub kegiatan berkenaan dalam A.PBD Tahun 
Anggaran 20xx, sebagaimana tercanurm dalam Lampir an 
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dar i Keputusan eu; 
Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu 
Kepurusan ini menjadi dasar dalam : 
a. Penerbita.-i rancangan DPPA-SKPD sesuai ketentuan 

peraturan perundang-unda."lgan: dan 
b. Pelaksanaan pemb~·aran sete1ah pengesahan DPPA- 

SKPD 
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan 
hany a berlaku untuk Tahuri Anggaran zoxx. 

KETIGA 

KEDUA 

~!enetapka.-i : 
KESATU 

Mengingat : 1. Undang-Umang Xomor ; 
2. Peraturan Perundangan yang lain yang relevan; 

MEMUTUSKAX 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka ternb admnistrasi anggaran 
dan penggunaan anggaran belanja secar a tepat guna 
pada SKPD perlu dilakukan pergeseran 
anggaran yang tercanrum dalarn DPA-SKPD Tahun 
Anggaran 20 .. ; 

b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud 
pada huntl a telah dibahas oleh T APD, dan 
dilaksa.nakan berdasarkan persetujuan PPKD sesuai 
kereatuan pada Bab \'I huruf D Iampiran Peraturan 
l!enteri Dawn ~geri Xomor TT tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan 
Keputusan Pejabat Pe1gelola Keuanga."1 Daerah 
tentang Persen.ijuan Terhadap Pergeseran Anggaran 
Antar dalam AFBD Tahun Anggaran 20 . 

PEJABAT PENGELOLA KEUANG.\N DAERAH (PPKD) 
KABUPATEN WAKATOBI 

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOIA KEUANGAN DAERAH (PPKD) 
KABUPATEN WAKATOBI 

NOMOR : TAHUN 20:XX 
TENT ANG 

PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR . 
DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 20:XX 

4) Surat PPKD tentang persetujuan pergeseran 
KOP SURAT SKPKD 
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Ternousan 
\"::1. Ke pa.a Badan Pe:-enca.'1aa..'1, ?e:1e::::o.:1 dan Pe:1ge:n:lango.r. Dae:-ah 
Ko.'::> wo.;.a:oo:. 

2. Keoa.a BPKAD Ka':l. Wo.ka:o'.x. 

\\' angi- Wang.. 20 .. 
Kepa.a SKPD. 

:'.'.e:1·-1:-.1: nas.. eva.uas: .m:11:. ·.1n:·.1;.. daoa: 
me.aksanak an keo::o.,mn 1 program :e:-se·:r.1: :e:-:1yo.:o. ::da~ 
:ersed:a anggarannya da.arn APBD T :\ 20 sernenrara 
:>e.~sa:1ao.n:1Ya akan d..a .. .1;..a:1 sece.urn ::>e:1e:a:>a:1 
;>e:·.1::,0.ha:1 A?BD TA. 20 Sehubungan dengan ha'. :erse::>·.1: 
maxa :11e:1·.1:-..1: pendapa: karn: pe:-:.1 d..akuxa» pe:-gese:-a:1 
o.ngga:0.:1 anrar . yang menyeoa'azan Pe rubana» :\P!3D 
dengan n nc.an per uoanan sebagaimana ter.arnpir. 

Berdasarkan ha. :erseb'.1: d.a:o.s. kam: :nohon 
per::n1"::>a:1g.o.:1 Bapak ·-1:1:·.1;.. dapat ;c:-a:1yo. usu.an pe:gese:0.:1 
d.maksud d.oanas clan d.secuu: o.en TAPD 

Dem..c an ·.1:1:·.1-,.; d:m~'..,::.1:n: dan o.:o.s pec.:m'::>a.'1ga:1 
Bapak d.ucapsan :e:-::na ..ms::1 

... 10:'.a per::..i drbua: r.nc.an yang .e'.:>::1 de::'. da.arn 
·~n:·.1~ naras: atau :na::-:...:s.' daft ar): 

2 . 1'.:>:.a per.u d.ouat r.nc.an ya:1g .e'::>::1 de::: da.am 
oentuk naras: o.:a·.1 :no.::-t'...:s/ do.::0.:-1. 

3 Ds: 

Dengan mernpernankan ,,:e:en:·.Ja:1 ?e:-a:·.Jra:1 Bupat ; 
Waka:o':): xcrnor Ta:Y.1:1 20 . :e:1:a:1g Pedornan 
Pe.aksanaan APBD Kabupaten °l'.'a~:ob: Ta:Y.J:1 . Anggaran 
20... dengan .n: '..,:a:11: :nenga_,·.1'.:ro..:1 us u.an pergeseran 
anggar a» yang me nyebaokaa Peru canan APBD Ta:Y.1n 
Anggaran 20 .. de ngan a.asan dan perambangan se oaga: 

Pen:::1g 
· : 1sa:uj be:kas 
: Usulan pergeaeran anggaran 
Yang menyebabkan 
Perubahan APBD T.A. 20 .. 

".J.? Sekret art s Daer an 
se.azu Ket ua T:~PD 
d; • 

xornor 
S::"a: 
Lamp.ran 
Per.ha. 

KOPSURAT 
SKPD 

1) Format surat usulan pergeseran 

APBD perubahan 116. Pergeseran yang menyebabkan 
pemberitahuan ke DPRD 
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NIP .. ·-·········· 

........................ 

Kepala SKPO ... _ . 

INDIKATOR SEBELUM SESUOAH 

Lokasl Kegiatan 
Keluaran 
Has II 
Kelompok sasaran 

RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA 
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 

Bertambah/ 
Kade rekening uraian Harga Harga 

Jumlah (berlmrang) volume satuan Jumlah volume satuan 
Satuan Satuan 

I wang,-Wang,, ............. 

Urusan Pemenntahan 
Bodang Pemerontahan 
Unit 0'11anisas1 
Sub Unit Organisasl 
Program 
Keg,atan 
Sub Ke111atan 

PERGESERAN ANGGARAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD 

2) Format daftar rincian usulan pergeseran 
DAFTAR RINCIAN 

- 264 - 



Wa:1g:-Wa:1g:, 20 .. 

Ke;:,ada 
Pl:np::10!1 DPRD 
Ka:Y.1:m:e:1 Wakat o o: 
di - . 

Wa:1g:-\\"a:1g: 

Hkmsetdauikib 0231007 

2 . 
3 . 

pergeseran anggaran 
yang menyebabkan perubahan 
APBD T.A. 20xx 

: ?e:1:::1g 
· : ,sa::.11 oe rkas 
: Pemberitahuan tentang 

xornor 
S::a~ 
Lamp.ran 
Peri ha! 

Denukian di s ampai xan :.i.-,:·.1:.- dimak.urru da n aras 
perhat.annya d: ucapkar; rer.ma kast n. 

De:1go.:1 :ne:n;,e:-ha':l~o.:1 ~e:e:1:"Ja:1 Pe:-at·..1:0.:1 
B".1;:,a:: wa:.-a:obl xcmor ..... Tah'..l:1 20 .. :e:1:a:1g Pedoman 
Pe.aksanaan Anggnran Pendaparan dan Be:a:11a Daerah 
Kabupaten wakarooi Tah'..l:1 Anggaran. dengan ::1: karn: 
:ne'.ak.ika:1 pe:-gese:a:, a:1gga:-a:1 ya:1g menyeoaokan 
Pe:-.1ba:1an APBD Tahu:1 Arrggara» 20x..x d engan 
:ne:ak.1ka:1 Perubarian Pe:-a:·.1:-a:1 B·.1;:,a:: :e:1:a:1g 
?e:1Jaba:-a:1 Anggar an Peridapatan dan Be.anja Daer ari 
Tahu:1 Anggaran 20xx, dengan aiasa» dari pe:-:::n;,a:1g11:1 
seoagai be~k-.1:: 

KOPSURAT 
BUPATI 

4) Surat pemberitahuan atas perubahan peraturan bupati tentang 
penjabaran APBD kepada pimpinan DPRD 
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